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Bab |
Pendahuluan

Pada bab satu ini akan dibahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian
sehingga peneliti mengambil topik tentang kebijakan kawasan tanpa rokok, rumusan
masalah adalah sudut pandang peie
rokok di kabupaten lebak o L ) ghap, pertanyaan penelitian adalah

ang menjadikan kebijakan kawasan tanpa

apa-apa yang mg = 3 itian ini, tujuan pendliti

dalam pengliti: penelitian.

1.1Lata

Siaiuran Pemel q0r-109 tahun 20 g 1_Del nan bahan
g*Zat adikti T duk pakau bad anyebutkan

8N tanpadekek adal 3 hanietau argasyang dinyd ang untuk

merg dlau kegiatan ‘memp , menjual¥mengi klank afl dan/atau

en prod bal ; ' Qgaras tah dan
baerah wajib relfiue e pa Rokok. J
a kesehatan bukan hanyW‘si perokok,

melalnkaﬂeh ] ! e bt .‘o k rokok. Menurut
WHO, WH@ n-n. A=A ' lu 3 h, tobacco use and

juta orang meninggal

Uggal setiap 6 detik))
iiﬁf

am rencana strategis yang dibuat

exposure to tols BRE dealk
karena rokok d
(www.who.int/gho/tobacco

oleh Kementrian Kesehatan RI tahun 2015-2019, pemerintah akan menurunkan angka
kegadian penyakit akibat rokok. Meskipun penyakit yang diakibatkan rokok

merupakan penyakit yang tidak menular, namun penyakit tersebut dapat
mengakibatkan kematian. Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes
melitus, kanker dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Jumlah kematian
akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di 2007

1 Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



(Renstra Kemkes, 2015). Perilaku merokok penduduk Indonesia 15 tahun keatas
masih belum terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, cenderung meningkat dari 34,2
persen tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 2013 (Riskesdas, 2013)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anne Charlton (1984) didapatkan bahwa
anak-anak yang tidak pernah merokok cenderung lebih besar untuk terkena batuk
dikarenakan orang tua mereka merokok. Kawasan tanpa rokok dibangun bukan untuk
ik an hanya membatasi area-area yang tidak
tersebut adalah selain merugikan

menghalangi orang dalam merokok

diperkenankan merokok_ kas

kesehatan diri g | : 0 sebagal perokok pasif.
Sudah jelagiba 3 al | yang dilakukannya
itu, tetaiS@ra : N § 3 bas apa yang

dil akuk ar( esel fd perokok
ena bukan
erada di

A kelak.

ngnya rok LUK alikan dia
un sebae

Iil A §| erupakan pasa lunia yang
AN kasus PTWer jantung,

hlpertean dl .w-' perhtiblp »R-\..: NA 1\‘ empati urutan
nomor 2 belag .m. g ‘ : : . ‘:.m 2 Itzseorang meninggal

dunia karena ) MASa merupakan upaya

% 'I?Ugguan kesehatan karena
[)

kesitabal ongkab.go.id/2014/12/kawasan-

eal per
liberitakan di

pali n aturan huk

perlindungan untu
lingkungan tercemar asap

tanpa-rokok/).
Diberlakukannya kawasan tanpa rokok bukan tanpa alasan, di seluruh dunia,

diperkirakan 33 persen laki-laki dan 35 persen perempuan yang tidak merokok
terkena paparan asap rokok secara rutin, di banyak negara, para perokok pasif
terpapar asap rokok orang lain terjadi di tempat kerja dan sebanyak 40 persen anak-
anak terpapar asap rokok di tempat umum. Orang-orang yang terpapar asap rokok
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menjadikan mereka sebaga perokok pasif yang memiliki bahaya yang sama dengan
perokok aktif itu sendiri. Beberapa Bahaya menjadi perokok pasif adalah paparan
asap rokok orang lain merupakan penyebab dari kanker paru-paru, penyakit jantung,
kelahiran bayi dengan berat badan rendah, dan penyakit paru-paru kronis seperti
bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya. Tidak ada tingkat yang aman dari paparan
asap rokok orang lain bagi nonperokok. Setiap tahun 600.000 perokok pasif
okok pasif sebanyak 47 persen (281.000)
66,000) terjadi pada anak-anak.

0-30 persen, jantung

meninggal. Dari semua kematian _dil

wila TSE - ¢ i i egunungan

terjadi di kalangan
Perokok pasif §
koroner
(http://

25-35 persen

| tertinggal,

iinformasi
sebagian
bangan

ItUJ §

pa Rokok da % ' ﬁ
umu nWtase pendud

29,4% b dar ja g
kadang 5,5%eda ﬁ‘ A
Perat oKl A 2012 belum dapat
dilaksanakan di : am peraturan  tersebut
mengamanatkan adanya P ’cai@khusus membahas tentang Kawasan
Tanpa Rokok namun pada kenyataannya Peraturan Daerah yang masih berlangsung
adalah peraturan yang masih bersifat umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

No 17 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan
yang dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa adanya Kawasan Tanpa Rokok

an tentang

rut data Risk 07, secara
yang merokWhari 25,8%,

:i.,,i- unhbrokok kadang-

dan larangan merokok di kawasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbitnya
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surat edaran tentang larangan merokok di sembarang tempat No.180 tahun 2010 yang
dikeluarkan oleh bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Dengan adanya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini, maka Pemerintah
Daerah Kabupaten Lebak berupaya untuk mewujudkan area khusus merokok meski
dengan keadaan yang belum memenuhi kriteria yang disebutkan dalam
penyelenggaraan KTR itu sendiri. Pada tahun 2014, sepuluh area merokok telah
didirikan oleh Pemerintah Daeral)s al_bentuk keseriusan Pemerintah terhadap
peraturan Kawasan Tanpa i
dua tempat di iF e 2RD, Dinas Kesehatan,
Badan Pergiica D Atan Rangkasbitung,
Badan
Daya®Ai VS 3 X0k 1l g kan; peraturan

merokok itu berada di antaranya :

Dinas Sumber

dila Ot i] ApI masii.saja ada Sebagian orang yang
tid 2N peraturanite erokok drse epat meski
te fit adalaly

Upaya g dilakuka Sehatan terkait.. denga | arangan

me embarand ' ; ASi, sosidl nenerbitan

regtlasi diperkuat deng

aku dari upaya
dalaangunan kesd

Phatan Lebakithlt Berdasarkan
permasal permasalanal = > enuiS Hiertar uk melakukan
penelitian leq .uf"f ‘ 8, (2 1"‘::; ebijakan Kawasan
tahun 2006. Analisis
oleh Dunn, 2013 bahwa
at menjadi bahan untuk adops

-preventif

Tanpa Roko
dilakukan berd
evaluasi yang dihasilkan
kebijakan di masa yang akan datang. Lima tahapan dalam pembuatan kebijakan
adalah agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan
dan evaluasi kebijakan.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, penditi tertarik untuk melakukan penelitian tentang

evaluas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten

|OS ( ) 3 'vpa Rokok di

okok di

L ebak.

1.4 Tujuan Pe
1.4.1 Tujugau

mel S

) DI lvasan ok dalam
vaksanaank an ﬂi ar Rokok di Kab Bak.

wtuk mengets ; masyarakat?p kebijakan
...- il OKOK € ’A'i. DAlE aehak

cAld

5. Untukw :

Kabupaten Lebak:

1.5 Manfaat Pendlitian

1.5.1 Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas K esehatan Kabupaten L ebak

Informasi yang didapat diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai dasar pengembangan kawasan tanpa
rokok, alternatif kebijakan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
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penyelenggaraan Kabupaten Lebak yang aman, amin dan uman serta memiliki
metode yang tepat dalam upaya promosi kesehatan.
1.5.2 Bagi Masyarakat
Memberi bahan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dalam
pel aksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak.
1.5.3 Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagali bahan masukan yag enyvangkut metode analisis kebijakan yang

tepat dalam mengkaji_seb

% ()

didapatkan intervensi yang tepat

Peneliti menggunaka &' penelitian kud arena peneliti ingin
mesig pih dald kebijdl
RoK Reielitian tentang ;8@ . : ij ' San Tanpa
Rokol upaten Lebd ara mengunw data primer

dan dateidlnd ? : i‘ an wawancara

mendalam wiatuk Theng : -dal aminya ang.dampak pelaksanaan

Tanpa

kebijakan Ka okok df i . an Peraturan Daerah
K abupaten Lebav % enggaraan Ketertiban,
K ebersihan Dan K eindahan: ‘v“

Sebelum dilakukan wawancara mendalam, observasi dilakukan untuk melihat
pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada saat ini dengan menggunakan
lembar observasi dan membagikan kuesioner kepada masyarakat Lebak yang berada
di Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan tujuh
orang pimpinan Kawasan Tanpa Rokok dan pejabat yang berwenang, Asda |V Pemda
Kabupaten Lebak, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak untuk kesesuaian dan
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ketepatan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan cara telaah dokumen.
Data akan diuji validitasnya dengan melakukan triangulasi yang akan dianalisis dan
disgjikan dalam bentuk narasi. Penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri bersama

seorang asisten saat wawancara mendalam pada bulan Me 2016.

(N2
> <
< s

L ZaS>>
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Bab I1
Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti mengambil beberapa teori tentang
produk tembakau dan rokok, kebijakan tembakau internasional, kebijakan
pengendalian tembakau di Indonesia, Kawasan Tanpa Rokok, kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok, kebijakan publik dan analisa kebijakan dari berbagai sumber refrensi
baik buku, jurnal, ebook maug
ilmiah.

2.1Prod ; ( )
tembakau
0 yang Secdle ' dari daun

| ay !

dapat dipertanggungjawabkan secara

p_atau dikunyah. Sedangkgln ro da! au yang
an un PpaKal i de | S aSuk rokok

N€0ara-negara penghasi | temiba! besal di antaranya adal am™
India,wal a Serikat, Malawi"' ndonesia, A "Gentine, Pakistan, Zimbabwe dan Italia.
Padaw 10 China, Bzl M ATekkka Serikat h&tap menjadi
negara p ﬁ ;i_:.ﬁy d;% daun tembakau

mencapai sekitar. 68%, dart. Lol Produiks Sementara Indonesia

hina, Brazil,

menduduki posi Sikeenam.eagan j W ’ i 36 ribu ton atau sekitar
1,91% dari total produkS' tegaldak ACumnve ( . Meski Indonesia terbilang

dengan negara penghasil daun tembe erbesar keenam, namun selama 20 tahun
antara tahun 1990-2009, selain mengekspor tembakau sejumlah 11,1%-47,3% tetapi
juga mengimpor sebanyak 14%-54,8% dan di tahun 2010 nilai impor daun tembakau
mencapai USD183.077 juta (IAKMI, 2013).

Tujuh puluh persen rumah tangga Indonesia memiliki pengeluaran bulanan

untuk tembakau dan sirih, berarti tujuh dari sepuluh keluarga membelanjakan
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uangnya setiap bulan untuk membeli komoditas adiktif yang kandungannya
merugikan kesehatan (TCSC-IAKMI fact sheet) karena kebiasaan merokok
berhubungan dengan dua puluh lima penyakit di tubuh manusia karena rokok berisi
4000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen
cyanide, ammonia, acrolein, acetilen, berzaldehyde, urethane, benzene, methanol,
coumarin, 4-ethylcatechol, ortocresol, perylene dan lain-lain (Aditama, 1992).

Secara umum, bahan-bahag

golongan besar yaitu koppa

4@ berbahaya tersebut dibagi menjadi dua
padat atau partikel dan komponen

partikel dibagi ng - ( e ari ratusan atau bahkan
ribuan bah; E : & likerangi nikotin dan
air yang : . n ah suatu bahan

adikiify, @ Y aNe o 010a meni mbulkan
ya adalah
tau berat
(PPOK)

. ¢ ' 0 tahu ndonesia
bervata Riskesda ¥3 ﬁ i rang atau leb puluh kali
lipat enduduk Si dari : 56.8 erokok laki-

laki dand) 13 L : -‘ Msetiap hari ada

616.881.2054ka .m, aesia dl K 600 juia batang per hari.

Kemudian seb g re setlap tahunnya atau

Al dl
lebih 225 milyar '!Uut jenis kelamin, setiap
)

ih 225 mi . £
hari ada 608.406.889 bat 0 W ara pria perokok Indonesia, atau

222.068.514.485 batang rokok dibakar setiap tahunnya oleh perokok laki-
laki. Sementara, setigp hari ada 10.206.729 batang rokok dihisap oleh para wanita
perokok Indonesia atau hanya sekitar 10 juta batang sehari yaitu 3.725.456.085
batang rokok dibakar setiap tahunnya oleh perokok perempuan (Riskesdas, 2013).
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2.2 Kebijakan Tembakau Internasional

Orang-orang di Eropa dan Amerika secara konsisten telah mengurangi
merokok selama satu dekade terakhir. Namun pertumbuhan konsumsi rokok yang
cukup signifikan terjadi di Cina. Rata-rata orang dewasa merokok lebih dari 2.000
batang pada 2014 (Tempo.com). Dari sumbangan amal untuk lobi, industri tembakau
menghabiskan banyak uang untuk menarik hati pengguna dan pendukung. Di
Amerika Serikat, industri tembakg giliki lebih dari 150 pelobi di Washington

dengan biaya tahunan lebif ) Perysahaan juga menyumbangkan

|

jutaan uang unt a. Namun mereka juga
2 il board dan iklan

900.000 setiap

mengel uark
majalah.

jam @htu

ntervens

g costefiesti 1 i o ngkatkan

payélks dan harge , sertap osi dan

pe sor olél rhadap T N rokok di
ling peringatan tey R ! ﬂ . pertolongan reka yang
|ng|n i merokok finaan temb kebijakan

pencegaM’ C -' : Bebetal ,‘- taMunya program

penanggul aagan inlandia, Perancis,

Norwegia, Swe onokong, Singaptrae

Framewor G Q malah suatu konvensi atau
treaty, yaitu suatu bentu

\‘h‘d dalan pengendalian masalah

tembakau, yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi negara-negara

yang meratifikasinya. Naskah FCTC dirancang sejak tahun 1999 dan selesai disusun
oleh WHO pada bulan Februari 2003. Tujuan dari Konvensi dan protokol-
protokolnya adalah untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap
kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi

tembakau dan paparan kepada asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka
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bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di
tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan
dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.
WHO FCTC dikembangkan dalam menanggapi globalisasi epidemi tembakau.
Penyebaran epidemi tembakau difasilitass melalui berbagai faktor yang kompleks
dengan efek lintas batas, termasuk liberalisas perdagangan dan investas asing

langsung. Faktor-faktor lain sepetti fiasaran global, iklan rokok transnasional,

promosi dan sponsorship rokok juga telah memberikan
kontribusi terha i au. Ketentuan dalam

pengurangg

langkah-jangkd e an non-harga
untulime Q0] Q ,p/

- El(A Aa Daldcll & '“.

harga dan paak

- g OFOUUK tembal

- hengungkapeal Produk tembakat.

- emasan d abelan proguk tembalet

Omun 21 Al ’ S>A(

‘k, promosi ds sely 01 a

FCTC dibuka untuﬂ Juni - 22 Juni 2003 di Jenewa,

dan setelah itu di Markas Besar PBB New York. Penyimpan perjanjian dari tanggal
30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 29 Juni 2004. Perjanjian itu yang sekarang
ditutup untuk tanda tangan telah memiliki 168 penandatangan, termasuk masyarakat
Eropa, yang menjadikannya salah satu perjanjian yang paling banyak dianut dalam
sgjarah PBB. Negara-negara yang telah menandatangani konvensi menunjukkan

bahwa mereka akan berusaha dengan itikad baik untuk meratifikasi, menerima, atau
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menyetujui itu, dan menunjukkan komitmen politik untuk tidak merusak tujuan yang
ditetapkan di dalamnya. Konvensi mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005, 90
hari setelah diaksesi, disetujui, diratifikasi, diterima oleh 40 Negara. Pada tahun 2013
sebanyak 176 negara yang telah menandatangani dan mengaksess FCTC, dan
Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak menandatangani dan belum
aksesi FCTC.

Global Adult Tobacco S

representatif secara nasions

ATS) adalah survei rumah tangga yang
ada_bulan Februari 2007 sebagai
komponen bar e 2| 8 0 Surveillance System
(GTSS). 3 B 3 : |kan data tentang
penggun ) ' ) D . Hasil dari
GA

el aksanaan
ara dapat
belas
<e bawah

ebih dar|_selengah pendut o mengkonsumsi o [ aya adalah :
Bang Stazil, .. Filiping,
Pol andli flerasi Rusia, Tj anc

2.3Ke'bij‘d|P Aone :"i‘

Ba nva“merbiditas _d aliia ] kibatkan oleh konsumsi
tembakau me natut menjedi perhe ius bagi Pemerintah,
baik Pusat maup i Ps&m.ose orang (237.167
laki-laki dan 146.881 per ) "!m-"‘ eSi derita penyakit terkait konsumsi
tembakau. Lima puluh persen dari orang yang terkena penyakit terkait rokok
mengalami  kematian dan penyebab kematian terbanyak adalah stroke, jantung
koroner serta kanker trakheabronkhus dan paru (IAKMI, 2013).

Ada kenaikan jumlah perokok di Indonesia. Di tahun 1995 (berdasarkan
analisa data penelitian sebelumnya) ada sekitar 46.662.862 total perokok di Indonesia,
terdiri dari 45.265.806 perokok pria dan 1.397.056 perokok wanita. Selain perokok
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aktif, maka ada jutaan orang perokok pasif, dewasa dan anak-anak, mereka yang tidak
merokok tapi tetap dapat menerima akibat buruk dari asap rokok karena orang di
sekitarnya merokok. Adapun jumlah perokok pasif pada anak-anak kita adalah lebih
dari 40 juta anak, dengan perincian untuk kelompok umur 0-4 tahun ada 12.616.297
anak perokok pasif. Kemudian kelompok umur 5-9 tahun merupakan kelompok
terbesar dengan 14.711.509 anak perokok pasif. Dan kelompok umur 10-14 tahun
4.660.252 anak perokok pasif (Riskes 013).

Murahnya harga rg

gtap pada perokok pemula yang
umumnya adalg . ek internasional yang
dijual belikan o 3 ¢ saap, yaitu USD 1,24
per bung tu USD 8,3 per
bungkls {75 dikérenak: S erius dalam
me gl T1asal al i : iLa.eli ' ] ukal yang
8gera jauh [EnifigkeciiBderi belbet s ditanggung
1bat kegugian kons

K ebij akafifpengendal | st embakauteamaktub di dal@m. beberapalifier aturan,

olel

anta dang-Undang Dasa : ANG g No.3 2 Tentang
Pe dang-Undang % M O; tang Perlindu , Undang-
Und 0 Tahun 1€ Ang-Undang Wahun 1999
Tentang TdA r --.‘ n entang Cukai,
Undang-Undang NG ( S TWEES 1‘ Eraikan Pemerintah No.
109 Tahun 20 an Bal e o Zat Adiktif Berupa

Produk Tembaka Menteri Dalam Negeri
No0.188/Menkes/PB/1/2011 Tefita (g glaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
dan Peraturan Menteri Kesehatan No0.28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman
Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Di dadam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa tembakau dan
produknya merupakan zat adiktif yang perlu diamankan penggunaanya, sehingga
beberapa ketentuan digariskan di dalam Undang-Undang ini, antara lain kewajiban
mencantumkan peringatan kesehatan bagi setiap orang yang memproduks atau
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memasukkan rokok ke wilayah Indonesia, serta kewajiban menerapkan Kawasan
Tanpa Rokok di beberapa tempat yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses
belajar mengagjar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat
ibadah, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Lebih lanjut, PP No. 109/2012 yang bertujuan untuk mencegah dan
menanggulangi  dampak buruk penggunaan produk tembakau bagi kesehatan

ﬁ-'j- El )ﬂlu ami

saptberhariameerduduk tahun di

mengatur hal berikut:

- Informasi kandungan
- Produks dag

- Kemasan d

Ind@Resia adga 7,3 batanOitse ol b
k|

ter3 g dihisa tung

g C
terb Fokok aktif se @r A r-’% 4 tahun seb sen, pada
|l aki- IW banyak di [ empuan (47, deg 1,1%).

Berdasarl!‘enls r‘r m% tlf setiap hari
yang me %) 1 kel

gkus). J A rerata batang rokok

Proporsi

glompok pekerjaan
pada kuintil indeks

N ) ._‘
lainnya. Propo

kepemilikan yang
Proporsi penduduk

cenderung meningkat dalam Riskesdas (34,2%), Riskesdas 2010 (34,7%) dan
Riskesdas 2013 (36,3%). Proporsi tertinggi pada tahun 2013 adalah Nusa Tenggara
Timur (55,6%). Dibandingkan dengan penelitian Global Adults Tobacco Survey
(GATS) pada penduduk kelompok umur =15 tahun, proporsi perokok laki-laki 67,0
persen dan pada Riskesdas 2013 sebesar 64,9 persen, sedangkan pada perempuan
menurut GATS adalah 2,7 persen dan 2,1 persen menurut Riskesdas 2013. Proporsi

erokok dan mengunyah tem bakau
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mengunyah tembakau menurut GATS 2011 pada laki-laki 1,5 persen dan perempuan
2,7 persen, sementara Riskesdas 2013 menunjukkan proporsi laki-laki 3,9 persen dan
4,8 persen pada perempuan (Riskesdas, 2013).

2.4 Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawasan adalah daerah tertentu yang
mempunyai ciri tertentu, seperti teq inggal, pertokoan, industri, dsb. Kawasan
tanparokok (KTR) adalg
merokok  ata ) . & engiklankan  dan/atau

nyatakan dilarang untuk kegiatan

mempromgsik < ¢ g t ) adalah ruangan
yang di gertinte <egi _ rada di dalam KTR

erupakan.. upavear Dekhi gan untuk

Belep risiko ane Jguapiik€Sehatan Kare Oal tercemar
ujuan_pemetapan Kawa Npa Rekek, adalah an angka

angka kematign 'defganiCa@mengubal Mpgiiak u mas at untuk
n kualitas

eningket Iptimal,

udal ehat dan bersi “ > 1ok menurunkan rokok dan
menc e#rokok pem muda yanW(K@ehatan,

2011). 1aJngk ’,. enteboalam Negeri
N0.188/M ENKESR JW - A*tanpa.rokok adalah : a.

memberikan a6 a1 daal R: b. memberikan
pelindungan yan

- il ¢ * Uemberikan ruang dan
lingkungan yang bersih

3 W :! ®Kat; dan d. melindungi kesehatan

masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak

langsung.

Pada penelitian yang dilakukan di New South Wales, Australia membuktikan
bahwa dampak diberlakukannya kawasan tanpa rokok sangat berpengaruh terhadap
kesehatan udara dan lingkungan, terbukti dengan berkurangnya nikotine secara
signifikan di kawasan tanpa rokok (T. Cains, S Cannata, R Poulos, M J Ferson, B W
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Stewart, 2004). Penelitian lain menyebutkan bahwa di California tempat bekrja yang
menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dapat merubah perilaku perokok itu
sendiri (Christi A Patten, Elizabeth Gilpin, Shirley W Cavin, John P Pierce, 1995).
The American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning
Engineers (ASHRAE) atau Perkumpulan Insinyur Bidang Pemanasan, Pendinginan
dan Penyeiuk Ruangan, suatu asosias profesional terkemuka di bidang ventilas,

menyimpulkan “satu-satunya cargg€ ntuk menghilangkan resiko kesehatan

yang berhubungan dengan g i r B0 tertutup hanya dengan melarang

kegiatan merokg i a satupun pendekatan

rekayasa tgighi - Ilasi atau pembersih
udara yag 2 bat dari paparan asap
rokok& D \u\; // kui bahwa
vent 6 menghikangkan ~r-‘i ang ada di

rualge |/ ke mpakieo/ k aw@sen-tanpa-roke

an  Pemeliits ‘ V TahupeezQ1? mef ebijakan
K SN T JC 9 Ok dan L 1ETL ] /ol dl Wlb ] kan q\‘ e tanpa
ro yahnya. i ) ) an tang b seluruh
ko aNgsa, baik i (#J % ot Mailernen, matipu tah untuk

datang. KomWer%\ma dari

kel hasi awasan Tanpa

melin ifleneras seka
berbagai “en ".-'
Rokok. Mg@ ‘f 1 eNtang, K esehatan, yang
merupakan ka kok berik
1) Fasilitaspelayﬂ
Fasilitas pelayanan k W adalah seluruh tempat pelayanan
kesehatan baik milik pemerintah maupun milik swasta seperti : Puskesmas,
Rumah Sakit, Klinik, dan lain sebagainya. Sasaran kebijakan kawasan tanpa
rokok di fasilitas pelayanan kesehatan adalah :
- Pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas kesehatan
- Pasien

- Pengunjung
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- Tenaga medis dan non medis

2) Tempat proses belgjar mengagjar.
Tempat proses belgjar mengajar yaitu sekolah milik Pemerintah dan swasta dari
tingkat pendidikan terendah sampa dengan tingkat pendidikan tertinggi, baik
terselenggara secara formal, non forma maupun informal. Sasaran kebijakan
kawasan tanpa rokok di tempat belajar mengajar adalah :

- Pimpinan/penanggung jawah glola tempat proses belgjar mengajar
- Pengajar/karyawa

Peserta di

3)
anok  hermain adald ¢ LS K an untuk
§ama balk Ofigal an : Jan., Sasaran

awasagdanpa rok okidi

Pimpina angoung aw allpenge

tempat iba(wg agamanya

aSiio .'_~r, Vi pura. Sasaran

- Masyarakat di sekit o

5) Angkutan umum.
Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kendaraan darat, air, dan udara. Sasaran kawasan tanpa rokok di angkutan umum
adalah :
- Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb)

- Karyawan

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



16

- Pengemudi dan awak angkutan
- Penumpang
6) Tempat kerja.
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
gi tempat kerja adalah :

ana penunjang di tempat kerja

bahaya. Sasaran kawasan tanpa kg

- Pimpinan/penenggua

(kantin, Sh ( )
- NN

7) 8 5 ’ A
et terttitup yangsdapat draksess asyarakat
limanfeaikan bersame kegiatan

-‘, ntah, ;Swasta, dari at. Yang

u yang
rakat. S3 san tanpa

ah tempatiftesbuka te

j‘ oleh dinas kesehatan

Adapuﬂ
provinsi dan kabupaten bangkan kawasan tanpa rokok di
beberapa tatanan di daerahnya menurut pedoman penetapan kawasan tanpa rokok
yang dibuat oleh kementrian kesehatan republik indonesia tahun 2011 adalah :
a. Persigpan awal.
Dinas kesehatan yang berinisiatif mengembangkan kawasan tanpa rokok
menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang kawasan tanpa rokok.

Setelah itu dinas kesehatan melakukan advokas kepada para penentu
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kebijakan baik internal sektor kesehatan maupun pihak legidatif untuk
memperoleh dukungan kebijakan, dana dan fasilitasi.

b. Konsolidas lintas program.
Setelah disusun konsep pengembangan kawasan tanpa rokok, maka dinas
kesehatan membahasnya dengan lintas program untuk menyamakan persepsi
dan membahas konsep sekaligus merumuskan kegiatan yang diperlukan

dalam pengembangan kawasa pa rokok.

c. Konsolidas lintas se

Konsolid 1 untuk menyamakan

PerSeps olehh masing-masing

-~ 0

Sosialisesi re o8 5 L
egLalan 1nl_mekpnakan SO sl fentang raacana penelapai aS3 tanpa

Bpeda berbagd A ang gerkait dengarnig anJpenetapan
tanpagiokok seb ibuet suatUslertauran Ve Jikat. Pada

tahap iai dibentuk qﬂle NUS tefifang pengattiian,.kawass pa rokok,
aaks da ok &
VUantim perumus,_ K = d
i EruMmuUS  SECe : pertemuan’w membahas

b 0C cana. [ anaii. Fawoss Harokok seperti
L. @ 3N

ren
Uat tinggi di daerah atau

Pelunct
pimpinan wilayah ¢ W efi¥&emua pihak yang berkepentingan

terhadap pemberlakuan kawasan tanpa rokok, tim menyiapkan petunjuk

Peluncur

pelaksanaan atau petunjuk teknis serta materi sosiadisasinya sehingga
penetapan kawasan tanpa rokok dapat langsung dioperasional kan.

g. Sosidisasi pascapeluncuran.
Penyebarluasan informasi dan sosidlisasi tentang kawasan tanpa rokok

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan media di berbagai
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kesempatan yang ada sehingga pelaksanaan kawasan tanpa rokok dapat
diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina, pengawas
maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanks sesual
hukum yang diterapkan.

h. Evauas.
Penilaian atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok meliputi kegiatan

pemantauan kepatuhan dag egakan hukum atas pelaksanaan kawasan

tanparokok. Evaluasi ) : a.indikator yang telah ditetapkan.
& z Kawasan tanpa rokok
yangid: . g : anpa rokok adalah:
Di el 3 S ;

s 1 akseraka an kumah sakit

asili ann dengan.menje askan_pe a kawasan

OKOk dan Kegligtund a | LlKka*di kembarigke ersebut. Dari
okas_tessebut akinya Jaaak.sokit atdl Kesehatan

ALl Setuju untt ml vv' an kawasdl a0a roko ng perlu

fkukan @ ¢ | S h fasilita ah |ainnya

‘tuk mengemt X , % pkok adalah s kut:

‘ Andisissi
14 .I-v_ SHte ,‘ anarhsehatan lainnya

chijakan kawasan

1K

N3 perilaku  sasaran

mijakan kawasan tanpa

oleh data dasar untuk membuat

=

rokok. Kaji i
kebijakan.

b. Pembentukan komite atau kelompok kerja penyusun kebijakan
kawasan tanpa rokok.
Pihak pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajak bicara dengan
serikat pekerja yang mewakili perokok dan bukan perokok untuk:
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- Menyampailkan maksud dan tujuan tentang pemberlakuan
kawasan tanpa rokok.

- Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan kawasan
tanpa rokok.

- Meminta masukan tentang penergpan kawasan tanpa rokok,
antisipasi kendala dan sekaligus alternatif solusi.

Menetapkan pel ng jawab kawasan tanpa rokok dan

m

a0l karyawan maupun

k; i ’ elompok kerja
oem ﬁﬁﬂ*. 3 3Sal )
atan kebij :.\" tan 0

e atau KelgmpokiKer) a Puat kebi[ake asdlj uan dan

~eimnp

cara melaksanakannya.

d. Py apan i nfragicul '

L (] d .
Me S - 5 g penang awab  dan
pengawaskayd H‘ o# ifasilitaspel SO .
ar0h'

-r:n erokok di fasilitas

i tanpa rokok di sekitar
faslltas W

- Pelatihan bagi pengawas kawasan tanpa rokok.

- Pelatihan kelompok teman sebaya bagi karyawan tentang cara
berhenti merokok.
e. Sosiaisasi penerapan kawasan tanpa rokok anataralain:
- Sosidisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan internal

bagi karyawan.
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- Sogdisas tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan
kawasan tanapa rokok.
f. Penerapan kawasan tanpa rokok.
- Penyampaian pesan kawasan tanpa rokok kepada pengunjung
melalui  standar di  tempat umum  atau  kepada
karyawan/guru/dosen/siswa di tempat proses belajar mengajar

seperti poster, tai grangan merokok, pengumuman, pengeras

Suarg

Bl

kesehatan

peraturan

nepcatat pela
daerah sete

claperkan hasil pengawasan kepada otoritas asan yang

ftunjuk ol SgeemictiRtalifdagreh setempatiBaik. di minta tidak.

aa duas %card tentang
\31 tahap masalah yang

asalah kebijakan.

Pemant S

Ny .l

kebijak®

Petugas keseh

tempat proses belgar mengajar dengan menjelaskan perlunya kawasan

as kepada pimpinan/pengelola

tanpa rokok dan keuntungannya jika dikembangkan di area tersebut. Dari
advokas tersebut akhirnya pimpinan/pengelola tempat proses belgar
mengajar setuju untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok. Contoh
tempat proses belajar mengajar adalah sekolah, kampus, perpustakaan,
ruang praktikum dan lain sebagainya Yang perlu dilakukan oleh
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pimpinan/pengelola tempat proses belgar mengga  untuk

mengembangkan kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut:

a Andisissituas.
Pimpinan/pengelola tempat proses belagjar mengagjar melakukan
pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan kawasan tanpa rokok
serta bagaimana sikap dan perilaku sasaran

(karyawan/guru/dosen ) terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok.

Kajian ini ugi | = asar, untuk membuat kebijakan.
penyusun kebijakan

sen/siswa yang

berlakuan

kawasan

g a0an -h A I’OkOk,

antisi pagitkenda aljglSial ternatif solus

b kawasan W‘rokok dan
Y

3\ VAlgean. Efekiif  bagi

W Sariterpa rokok.

Pembuatan kebijakan kawasan tanpa rokok.

ite atau kelompok kerja

penyusunan

Komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas tujuan dan
cara melaksanakannya.

d. Penyiapan infrastruktur antaralain:
- Membuat surat keputusan tentang penanggung jawab dan

pengawas kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
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- Instrumen pengawasan.

- Materi sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok.

- Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok di fasilitas
pelayanan kesehatan.

- Mekanisme dan sauran penyampaian pesan tentang kawasan
tanpa rokok di tempat proses belajar mengajar melalui poster,
stiker larangan me dan lain sebagainya.

Pel atihan r X 80 tanpa rokok.

Sebaya bagi

}- i, merokok.
0 , jan internal

paflengoung awe
-_“ ‘-q,.

Brapan kawegsantey Q
kg tanp:

Pen y OC c
karyaws Uru H a empat prosau mengajar

seperti erokok, pean, pengeras

. P
- Pengawﬁ okok di tempat proses beagar

mengajar mencatat pelanggaran dan menerapkan sanks yang
berlaku.
- Meéeaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan yang
ditunjuk baik diminta atau tidak.
h. Pemantauan dan evaluasi.

kepada
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- Lakukan pemantauan dan evaluas secara berkala tentang
kebijakan yang telah dil aksanakan.
- Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang
ditemukan.
- Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan.
3. Di tempat anak bermain.

Petugas kesehatan melg Bkan advokasi kepada pimpinan/pengelola
tempat anak be g T an perlunya kawasan tanpa rokok
dan ) , 3 ' ersebut. Dari advokas
h g D oepain setuju untuk

S d 7 g anak bermain
g " P/ ) anak dan arena

Nz neri 2 3 c dla tempat
a rokok
gainberikut
fisis situas
Pimpinal |K . mel akut
tentang ada tid H ) d( gsan tanpa ro agal mana
sikap dan p fing) terhadapWan kawasan

1, . ,_.)'. I‘I'|.| ::: ill 9 :1‘.’-‘1-1 a MntUk membuat

[@atall Ke penyusun  kebijakan

Pihak pimﬂ‘ W }bicara pengelola yang mewakili

perokok dan bukan perokok untuk:

fian ulang

- Menyampalkan maksud dan tujuan tentang pemberlakuan
kawasan tanpa rokok.

- Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan kawasan
tanpa rokok.
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- Meminta masukan tentang penergpan kawasan tanpa rokok,
antisipasi kendala dan sekaligus alternatif solusi.

- Menetapkan penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan
mekanisme pengawasannya.

- Membahas cara sosialisas yang efektif bagi pengelola/pengunjung.

Kemudian pihak pimpinan membentuk komite atau kelompok kerja

penyusunan kebijakai asan tanpa rokok.

c. Pembuata ) X & rokok.
at ﬁ ) s n yang jelas tujuan dan
: . r ant
- 3 can NLki i tentang
nepaagguNng | i pengawas.kawasan tann di tempat
ahak berma
- fRen pengawe
Nateri SoSiE ‘ penerapaiikawasan ta ok OK.
 Pe dan pene a laranga di tempat
"1"4 - Mekani paian pr kawasan

:'--.1 ui p ; stiker larangan

taralain:
- Sosialisaspenctap anpa rokok di lingkungan internal
bagi pengel ola/pengunjung.
- Sogidisas tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan
kawasan tanapa rokok.
f. Penerapan kawasan tanpa rokok.
- Penyampaian pesan kawasan tanpa rokok kepada pengunjung

melalui poster, pengeras suara, dan lain sebagainya.
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- Penyediaan tempat bertanya
- Pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok
g. Pengawasan dan penegakan hukum.
- Pengawasan kawasan tanpa rokok di tempat anak bermain
mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi yang berlaku.
- Méaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan daerah

yang ditunjuk peas ah daerah baik diminta atau tidak.

h. Pemantauag

ara berkala tentang

E u s
|J ) {6 AK S
Wejc C > e ‘ p masalah yang
o skan apak e 2Ny esuaiapterhadadma bijakan.

Hat 1badan.

ugas kesehatan advokasi.. kepada pengurus

tem hadah denga anje perlunya asan tanpalrokok dan
Fmtunga -. ' fea terse advokasi
sebut akhir, tempat ib
"engembangk . Contoh t ibadah adalah
1%sjid ’,-L-". A gerga (termestk ke -\ \hu dan klenteng.
00 (K . 1“ cmpat, badah  untuk

: i berikut:

ju untuk

aVaSahl

a Ar'. '
Pengelola t doh. e

tidaknya kebijakan kawasan tanpa rokok serta bagaimana sikap dan

me

pengkagjian ulang tentang ada

perilaku sasaran (jamaah) terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok.
Kajian ini untuk memperoleh data dasar untuk membuat kebijakan.

b. Pembentukan komite atau kelompok kerja penyusun kebijakan
kawasan tanpa rokok.
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Pihak pengelola tempat ibadah mengajak bicara pengurus yang

mewakili perokok dan bukan perokok untuk:

- Menyampailkan maksud dan tujuan tentang pemberlakuan
kawasan tanpa rokok.

- Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan kawasan
tanpa rokok.

- Meminta masuk

Bptang penerapan kawasan tanpa rokok,

antisipasi ) 3 alternatif solusi.

—'

emudiaa. pihak prmpina emben comite“aia pok kerja

L gn tanpa rokok dan

gurus maupun

yusunan kel asaitenpa rokok:
Pembuaiiai.kebijakan kawasan tanpasekok

e atau kelompok/kerja membuat kebijakam.yang el asitujuan dan

e

pengelola teanah tentang
was kawasa tahokok di tempat
L4 Y

a rokok.
da larangan merokok di tempat

- Mekanisme dan saluran penyampaian pesan bagi pengurus dan

ara mels

. Penyiagpan

anak bermain.

jamaah, misalnya saat sholat Jum’at, misa gereja dan lain
sebagainya.

Pelatihan bagi pengawas kawasan tanpa rokok.

e. Sosiadisas penerapan kawasan tanparokok anataralain:
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- Sosiaisas penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan internal
bagi pengelola dan jamaah.
- Sosidisas tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan
kawasan tanapa rokok.
f.  Penerapan kawasan tanpa rokok.
- Penyampaian pesan kawasan tanpa rokok kepada jamaah melaui
poster, pengeras.g
Penyediz

dan lain sebagainya.

yadah setempat

daerah

akukan Pemants dall¥ evaluasi gara  ber tentang
keb

Minta péfdapat w 3 ankapanter“lahyang

ap rh‘ah kebijakan.

ditemuk

yang ditunfs
‘Pem al) dan eve
-
d‘

A .F ick da pemilik/pengelola
angku ; enjelaske cawasan tanpa rokok dan
keuntungannya hh-ﬂr* 0 di area tersebut. Dari advokasi

tersebut akhirnya pemilik/pengelola angkutan umum setuju untuk

mengembangkan kawasan tanpa rokok. Contoh angkutan umum adalah
bus, kereta api, angkutan umum kecil (angkot kijang), angkutan umum
sedang (kopaja, bus mini), dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukan
oleh pemilik/pengelola angkutan umum lainnya untuk mengembangkan

kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut:
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a Anaisissituas.
Pimpinan/pemilik angkutan umum melakukan pengkaiian ulang
tentang ada tidaknya kebijakan kawasan tanpa rokok serta bagaimana
sikap dan perilaku penumpang, supir dan kernet terhadap kebijakan
kawasan tanpa rokok. Kajian ini untuk memperoleh data dasar untuk
membuat kebijakan.

b. Pembentukan komite

kelompok kerja penyusun kebijakan
kaN AL

- DI ; gelola yang mewakili

\\ ; : pember|akuan
Aembahas renGanaskent) akan teatang pEMDe kawasan

anpa roko

Shifita mMasuk | ) a rokok,
antisipasi Kemada kaligus alterna
Me ] ' awasa okok dan
mekani INe pe

ektif bagi pr, supir dan
»

kelompok kerja

at kebijakan yang jelas tujuan dan
cara mel aksanakannya.
d. Penyiapan infrastruktur antaralain:

- Membuat surat keputusan dari pemilik/pimpinan tentang
penanggung jawab dan pengawas kawasan tanpa rokok di
angkutan umum.

- Instrumen pengawasan.
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- Materi sosiaisasi penerapan kawasan tanpa rokok.

- Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok di angkutan
umum.

- Mekanisme dan saluran penyampaian pesan tentang kawasan
tanpa rokok bagi penumpang, supir, dan kernet di angkutan umum
melalui poster, stiker larangan merokok dan lain sebagainya.

- Pelatihan bagi pe

e. Sosialisas p

gs kawasan tanpa rokok.
a rqkok anataralain:
a di angkutan umum.

0 dalam pelaksanaan

Vasan_tagpa, 1o0KOK~Kap )enumpang

a dan lain'sehe

VaSo tanp DK

., h2 ok di angkut‘mencatat

s yang berIH

rltahgawasan daerah
tau tidak.

. Ucara berkala tentang
kebijakariyang .

- Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang

ditemukan.
- Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masal ah kebijakan.
6. Di tempat kerja.
Petugas kesehatan melaksanakan advokas kepada pimpinan/manajer
perusahaan/institusi swasta atau pemerintah dengan menjelaskan perlunya
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kawasan tanpa rokok dan keuntungannya jika dikembangkan di area
tersebut. Dari advokasi tersebut akhirnya pimpinan setuju untuk
mengembangkan kawasan tanpa rokok. Contoh tempat kerja adalah
kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar. Y ang
perlu dilakukan oleh pimpinan/manaer untuk mengembangkan kawasan
tanpa rokok adalah sebagai berikut:

a. Andisissituasi.

Penentu_kebi I A mpal_kerja melakukan pengkajian
san tanpa rokok serta
ghijakan kawasan

ntuk membuat

kebijakan

empataseria men a serikat

an bukan perokek untuk:

an te berlakuan

- Membahas cara sosiaisasi yang efektif bagi karyawan.
Kemudian pihak manag emen membentuk komite atau kelompok kerja
penyusunan kebijakan kawasan tanpa rokok.

c. Pembuatan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas tujuan dan

cara melaksanakannya.
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d. Penyiapan infrastruktur antaralain:

- Membuat surat keputusan dari pimpinan/manger tentang
penanggung jawab dan pengawas kawasan tanpa rokok di tempat
kerja.

- Instrumen pengawasan.

- Materi sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok.

- Pembuatan da

kerja

fpatan tanda larangan merokok di tempat

bagi pekerja, yaitu
Iy, OSter, pengeras

kel ompok 2 CAET ntang cara
perhenti me ok.
SosialisasisRenerapal ki

50si ali sas perci@ 388N tanpa ro di_|lingkupgan internal
bag \
‘ - Sosialis W HI Aggung jawab dak&anaan
kawasa v‘
'dPen naih kawasan tanpa rokok h’
‘r'- <epada  karyawan

okok, pengumuman,

- Penyedia ""!'r""

- Pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok
g. Pengawasan dan penegakan hukum.
- Pengawas kawasan tanpa rokok di tempat kerja mencatat
pelanggaran dan menerapkan sanksi yang berlaku.
- Méaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan yang
telah ditunjuk baik diminta atau tidak.
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h. Pemantauan dan evaluasi.
- Lakukan pemantauan dan evaluas secara berkala tentang
kebijakan yang telah dil aksanakan.
- Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang
ditemukan.
- Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan.

7. Di tempat umum.

Petugas n : I advokasi kepada para penentu
Ol [

03 1 dengan menjel askan
dikembangkan di
tempat umum
& (@ ontoh tempat

*mal, pasar.serba o, ha minal bus

Oleh pengeré Hoaum untuk

4ifokok adakal schag

Penentu 3

‘ ulang  tentadgadal

bagaimana

mum dengkajian

an kawasan kok serta

Sasaran (kaWpengunj ung)

an ini  untuk

penyusun  kebijakan

pat-tempat  umum  mengajak

bicara/dialog serikat pekerjalburuh yang mewakili perokok dan bukan

perokok untuk:

- Menyampalkan maksud dan tujuan tentang pemberlakuan
kawasan tanpa rokok.

- Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan kawasan

tanpa rokok.
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- Meminta masukan tentang penerapan kawasan tanpa rokok,
antisipasi kendala dan sekaligus aternatif solusi.

- Menetapkan penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan
mekanisme pengawasannya.

- Membahas cara sosiadlisasi yang efektif bagi karyawan maupun
pengunjung.

Kemudian pihak piga i nembentuk komite atau kelompok kerja

penyusuna RA [OKOK.
Cc. Ps
yang j€las tujuan dan
. lfCsan dael . pemitK/Di tentang
‘ o N je efigetvas kawasa | tempat
strumen PeRga 0
Meate | & v tanpa ra
‘ - Pembuafal da HI tap ftanda larangan rdm tempat-
-, ! o
'4 . e&hhtang kawasan

yUluhan, penyebarluasan

kok.
e. Sosidisas p W rokok anataralain:
- Sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan internal.
- Sosidisas tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan
kawasan tanapa rokok.

f. Penerapan kawasan tanpa rokok.
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- Penyampaian pesan kawasan tanpa rokok kepada pengunjung
melalui standar tempat umum seperti poster, tanda larangan
merokok, pengumuman, pengeras suara, dan lain sebagainya.

- Penyediaan tempat bertanya

- Pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok

g. Pengawasan dan penegakan hukum.

- Pengawas kawas gnpa rokok di tempat umum mencatat

sapks sesual peraturan daerah

tentang
sal ah yang

erhadap hij akan,
pgas kesehata pengelola
bangan ka/\Wlpa rokok di

pdik IFiput, proses dan

AR

Indikator inpu
1. Adanya kmﬂ‘/'
2. Adanya tenagalpet
rokok.
3. Adanyamediapromosi tentang larangan merokok/kawasan tanpa rokok.
4. Adanyatempat khusus untuk merokok.
Indikator proses:
1. Tersosialisasinya kebijakan kawasan tanpa rokok baik secara langsung (tatap
muka) maupun tidak langsung (melaui media cetak, elektronik)
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2. Terpasangnya pengumuman kebijakan kawasan tanpa rokok melalui poster,
tanda larangan merokok, newsletter, mading, surat edaran, pengeras suara.

3. Terpasangnya tanda kawasan tanpa rokok di tempat umum atau di tempat
proses belgjar mengajar.

4. Terlaksananya penyuluhan kawasan tanpa rokok, bahaya merokok dan etika
merokok.

Indikator output :

1. Lingkungan di seki
2. Perokok
3. Adz
ang berusaha
g khusus

teredlisasi

2.5 Kebijakan fasan Tant -ﬁ

an tentang < © Setiap
wabRepublik | ndonesia M a# g sama atas baik laki-
laki perempuan, png muda, beWa dengan s

kaya dMISk ,“ hakh kesehatan dan

berupaya bai "f - 8510 - e sama Sama.dalam mewujudkan
dergjat kesena rupakan bagian dari
hak asasi manu 99 tentang Hak Asas

S 0 0 i
Manusia pasal 9 ayat 3 mﬂ W \ gap orang berhak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat sama seperti yang disebutkan juga dalam Undang-Undang

No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 yang menyatakan
bahwa setiap orang mempunya hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih
dan sehat.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang K esehatan pasal
113 sampai dengan 116 dinyatakan bahwa pemerintah mengatur produksi,
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penyebaran maupun iklan zat adiktif berupa tembakau dan lainnya untuk melindungi
kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungan di sekitar, dan Pemerintah Daerah
wajib membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing
guna menyelamatkan kesehatan orang lain. Kemudian pemerintah mendukung adanya
kawasan tanpa rokok dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan pasal _S@#Sampa dengan pasal 52 yang menyebutkan

bahwa kawasan tanpa rgkal di setiap daerah diperkuat dengan

adanya peraturg dan penyelenggaraan

kawasan tagp angan khusus yang

diperunt : .k «@dan berhubungan

di sebutkan

balk dan
al 65 ayat
1 dang No0.32 @ 1 g Péflihdungan Dan 2an Hidup.
Seti emiliki hak ngan anak-aWh karenaitu,
untuk mdlngl <es 3 .“-u nhediakan fasilitas
dan menyeleaggdral ‘ ya Kese aRg. Komprenensit agai.anak memperoleh
dergjat keseha

Tanpa Rokok WU‘

pemerintah atas perlindun

buki kan.balie sctiap or? dias lingke

-l-.. -. [SAS | N)E \ U tertu <

yan. Maka, Kawasan
k dari tanggung jawab
ghatan dirinya seperti yang tercantum
dalam pasal 44 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Kabupaten Lebak, kawasan tanpa rokok sudah diterapkan sgak tahun 2006.
Terbukti dengan adanya Perda No 17 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketertiban,
kebersihan, dan keindahan pasa 24 yang menyatakan bahwa (1) tempat umum,
sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses
belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan
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sebagal kawasan tanpa merokok, dan (2) pimpinan atau penanggung jawab harus
menyediakan tempat khusus tempat merokok serta menyediakan alat penghisap udara
sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. Upaya pemerintah
kabupaten Lebak yang patut dibanggakan dalam konsistensinya menyelenggarakan
kawasan tanpa rokok.

Meskipun kini, ada Peraturan Pemerintah N0.109 Tahun 2012 tentang
gt_adiktif berupa tembakau bagi kesehatan
a. Tanpa Rokok berlaku di fasilitas

pengamanan bahan yang mengandul
pada pasal 50 yang membak

pelayanan kese anak bermain, tempat
ibadah, angku ‘ D&l lain yang telah
i : 3 afokok juga harus

‘l\ t 'ﬂ Pal yang; ditetapkan

.--- " garatua

ngenaiftempat KNOSHe k antara

peffla no Lfsiahun 200 berlaku

di 'Kl | Nehj ot 52 ip arena bel tMgiterbitnya Pefia terbaru
. Bt b ; A gkhususi€ 0 Kawasan
menjadi - seslidfly h disigpkan bag Peuabupamen

Leb hal ini aka

dengan Man j-(

2.6 Kebijakal

yang dimaksud untuk
mengatasi permasal ahan an kegiatan tertentu, atau untuk
mencapal tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa
(Ayuningtyas, 2014). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari
pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan, dan
keamanan (militer), serta faslitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik)
(Ayuningtyas, 2014).
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Definisi kebijakan menurut para ahli (Nugroho, 2014) : Harold laswell dan
Abraham Kaplan (1970,71) mendefiniskannya sebagai suatu program yang
diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek
tertentu (a projected program of goals, value, and practies). David Easton (1965,212)
mendefiniskannya sebaga akibat dari aktivitas pemerintah (the impact of
government activity). James Anderson (2011,6) mendefinisikannya sebagai arelative

stable, purposive course of action fg g.by an actor or set of actorsin dealing with

aproblem or matter of conge ;
Thomas S - public sebagal segala
sesuatu yaaé kan, dan hasil yang

membuaised D is "whatever
govetAme H00SE : vhal nment do, why
the And™what difference i : ) ester dan ROBELLSt f (2008,18)
mende A'Sebagal ap B Seriiés™or patterie activities
or 0 at are desigi to reme: gipublic preblem, eithé magined.
Kebijake blik bersifet multidisipliner termasukdatam bidang kesehatan
ebijaka arena itu

akan k ; C a
keb Schatan adal allkonse M s‘; rencana suatt tah untuk

mengw mengawas funan kasetham rangka
mencapadajat rah\ya Kebijakan

kesehatan Jgie !‘f : 2ol 1“ 201_seilaua pembangunan
kesehatan,

pembangunan k
daerah.

0t sy penyelenggaraan

I;iUentralisasi dan otonomi

Karena begitu strategis dan pentingnya sektor kesehatan, World Health
Organization (WHO) menetapkan delapan elemen yang harus tercakup dan
menentukan kualitas dari sebuah kebijakan kesehatan, yaitu (Ayuningtyas, 2014):

1. Pendekatan holistik, pendekatan dalam kebijakan kesehatan tidak dapat
sematamata mengandalkan  upaya  kuratif, tetapi harus lebih
mempertimbangkan upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif.
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2. Partisipatori,karena melalui partisipasi masyarakat dapat dibangun collective
action (aks bersama masyarakat) yang akan menjadi pendorong dalam
pengimplementasian kebijakan dan penyel esaian masalah.

3. Kebijakan publik yang sehat, setiap kebijakan harus diarahkan untuk
mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yang kondusif dan
berorientas kepada masyarakat.

4. Ekuitas, yaitu harus terdapat.gitfileusi yang merata dari layanan kesehatan.

5. Efisiens, yaity, I3 berorientasi  proaktif dengan
mengopti )

6. alita esehatan  yang

i Pé F f . dengan

yalg™ ditetapk =g gkin dapat
ay AN Mas) andl akan eSEhGIan

andiri.

2.7‘<ebijakan L A -

tlan andlisis

gkandan dll’bw sgjak lama.
Sejumlaldrb .-' F [ JFIRLS .‘ g allsskebljakan,
antaralain sekagd™h “( *

1. Carl W4 7

Andlisis kU »
ebijaken, beik kesTHh g ol

sebagai konsekuensi dari kebijakan yang lama.
2. William Dunn.
Anadisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosia terapan yang menerapkan

di wilaye

untuk dibuatnya sebuah
ali atau kebijakan yang diubah

berbagai metode analisis, dalam konteks argumentasi dan debat publik untuk
menciptakan secara kritis kegiatan penaksiran, serta pengkomunikasian

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut.
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3. Quade (1982)
Analisis kebijakan sebagai bentuk aplikas penelitian yang ditujukan untuk
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu sosial-teknis
dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

4. Grindle dan Thomas (1991)
Analisis kehijakan pada dasarnya berfokus pada (aspek) kenegaraan-pada

sektor pemerintahan atau pada politisi, birokrat dan kelompok yang

memiliki kepentinga

5. Kunt(l
K g emic  disciplined
[ } )N isto produce

ie political
studi J Siste s i ordas, dan
ang dil akukamideng sud” untuk Mmenc cekomendasi

an andalmbeberapa. tindakan® untukamemecahka h-masalah

pol it JFKonkret).
analisis 3 i delag an, yaitu
mebkonteks, meietepkal ggali  bukti, bangkan
piIihaWkan yang be ak, menerap itéria evaluasi,
menimbaﬂdamp {f oll S2 1 atan htercakup dapat

direntangk gamutéispenelitian, ug g - emberikan  pandangan-

pandangan te erantisipasi  sampal
mengevaluasi su

Analisis kebijakan L W aryeng bersifat penanda (designative)

dengan pendekatan empiris (berdasarkan fakta), bersifat penilaian dengan pendekatan
evaluatif dan bersifat anjuran dengan pendekatan publik. Menurut Dunn (Dunn, 2013)
proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu :
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2.7.1 Penyusunan agenda (agenda setting) dan Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan
memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting).
Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asums yang tersembunyi,

mendiagnosis  penyebab-penyepal

memetakan  tujuan-tujuan  yang
memungkinkan, memao N e Blgan  yang bertentangan  dan
3). Karakteristik dalam
an masaah pada
agendap : | 3 3 jenda kebijakan.

merancang pel

e

tahap ini aglél a

u jgengan yang
ke dalam

[ isu akan

gpat perhaiie*dila meme

YU isu krisis da nat terlalu
‘ﬁdiamkan.
2."yBilaghsu tersebut

diWsu tersebut
Y

ularitas,

€ e -

faktor :
4. Mendoron”f Uasaan dan legitimasi, dan
masyarakat.
5. lsu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.
Kepempinan politik merupakan faktor terpenting dalam penyusunan agenda.
Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan
keuntungan politik, kepentingan publik maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi
masalah-masalah tertentu, menyebarluaskannya, dan mengusulkan penyelesaian
terhadap masalah-masalah tersebut. Roger W. Cobb dan Charles D. Elder dalam
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Winarno, 2014 mengidentifikasi dua macam agenda pokok, yakni agenda sistemik
dan agenda lembaga atau pemerintah. Agenda sistemik terdiri dari semua isu yang
menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian
publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang
pemerintah yang secara sah ada. Agenda lembaga atau pemerintah terdiri dari
masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat

pemerintah.

2.7.2 Formulasi
g penting dalam
san kebijakan
sekil . ; arnye va imerupakan
i ' an secara
A perumusa yangkut
BEgai g ikl disep masalah-

pangkan dais, J@ angerpartisipasi’; sedangkan pémbentukan

meruj uk-pada &sp PEX Sepertl bagalmana mase Alah publik

me atian para &, n j ki bagaimana. 3 kebijakan

di rumvntuk masala fiai mana proi'H"sebut dipilih

di antardb lgiel Lernel g <z DErKomipel] Sy, Pe kan kebijakan

b <ol RN *
merupaka sl Lroi 20 (2 ik Vg perupa rangkaian
keputusan.

Peramalan - evan dengan kebijakan

tentang masalah yang akan t [ w efidietang sebagai akibat dari diambilnya
alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulas
kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, potensial, dan secara
normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakanyang ada atau yang diusulkan,
mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan
mengestimasi  kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.
Karakteristik dalam tahap ini adalah para pgabat merumuskan alternatif kebijakan
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untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

Daam perumusan kebijakan, ada beberapa aktor-aktor kebijakan atau
pemeran serta yang terlibat di dalamnya. Perbedaan dalam perumusan kebijakan di
negara-negara berkembang dan di negara-negara maju terletak pada aktor-aktor yang
terlibat perumusan kebijakan dalam struktur pembuatan kebijakan. Di negara

berkembang, perumusan kebijakag a_dikendalikan oleh elite politik dengan

pengaruh masyarakat luas X . 0ses perumusan kebijakan |ebih

sederhana. Tetg

terhadap kel j: 2 3 dekong struktur yang

kompl ek Kt ot o 2 . kebijekan dibagi ke

dal ag

1 & armi Oalam _kelompoK *1iL_28 agen-agen
xuti fFegi sl atit dat

~

empunya kepentingan

NOK |

2. ta tidakaliesmi, yHig te dal anaskelo cl ompok-

el Ompok ke Ingan, pa ' I Mier ganegard idu.

2.7‘an K ebijakani(iielic dafRékomendasi. d

'wtahap ini S2 kan disusun,vutnya perlu
melakuanil' !f' : yang, Mas bentuk saran
sebagai alteinaiif ke .‘ ase aclopsi kebijakan
ini, perlu meng v . aNg berasal older. Rekomendasi

: * imtang manfaat atau biaya

mendatang telah diestimasikan

membuahkan pen
dari berbagai alternatif y.
melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adops kebijakan.
Rekomendasi dapat membantu :

1. Mengestimasi tingkat risiko ketidakpastian.

2. Mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

3. Menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan.

4. Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
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Karakteristik dalam tahap ini adalah alternatif kebijakan yang diadopsi dengan
dukungan dari mayoritas legidatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau
putusan peradilan. Rosedur rekomendasi meliputi transformasi informasi mengenai
kebijakan di masa depan ke dalam informasi mengenal aksi-aksi kebijakan yang akan
menghasilkan keluaran yang bernilai. Dalam upaya penetapan kebijakan, seorang
analis kebijakan selalu dihadapkan pada pilihan beberapa aternatif yang tersedia

Pemilihan alternatif merupakan sug ges penalaran yang meliputi tiga komponen

yang saling berhubungan,
1. Definisi i A
2. Perlé ifsuntuk pemecahan

yangydiinginkan

2.%; tasi Kebijakan (policy

Dalam mus Webs if ples  diartika 0 impkémentation”
(meng tasikan)dberarti ‘ ‘ carrying yediakan
alat ); “To give effect to”
(meniw dampak/f3 t tps.//pramasc dpress.com).

ImpIemeHber ; & 5 _--,_1,*‘_:. alk.latu dan dapat
meni mbul kamgedlal " : W" -
i, g bungkan dengan

pemahaman k&8 Y asi k publik dapat diartikan
sebagal suatu tind i

* U sarana yang disediakan
dalam rangka menimbulkan y W : an tujuan kebijakan tersebut.

Tiga generasi penelitian implementasi dapat dibagi menjadi tiga pendekatan

au Sarana un

teoritis yang berbeda pada studi implementasi (Baihagji, 2015) :
a) Pendekatan Top-Down
Pendekatan dengan cara ini menjelaskan bagaimana proses suatu
kebijakan diimplementasikan untuk dapat mencapai sasaran-saran
kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan Top-Down (model rasional)
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digunakan untuk mengidentifikasi faktor—faktor yang membuat
implementasi sukses. Cara pendekatan yang demikian ini sering disebut
sebagai pendekatan command and controll, dimana implementasi
dipahami sebagai proses administrasi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah
atasan kepada bawahan dan bagaimana cara atasan mengawas para
bawahan tersebuit.
b) Pendekatan Botte ;

Pendg i : k bergerak dari street
eputusan tertinggi

S {0 L 2 ini diperlukan
) ireaucrat) yang

ST mendueuki posis “ 3 enentUKall Laag tas suatu

akan. |mplementes hanye akan berhasi| apah vano terkena
ojak awal

tasinya.

pak uta@ia. dari MRplé S ijakan. ini di

Droses ; Ne n  imple
dekatan d

‘cenderungan ot

u kebijaka

‘Jngai ATercu

0 mnenge ~ ara dua pendekatan

tersebu del atas-bawah, bawah-
atas dan model , r erhadap tumbuhnya kegelisahan

atas perdebatan antara pendukung atas-bawah dan bawah-atas, pendliti

karena

s

Yiptive

N berbagai m

seperti EImore, Sabatier dan Goggin dkk mencoba untuk mensitesiskan
kedua pendekatan tersebut. Model ini menggabungkan unsur-unsur dari
kedua belah pihak untuk menghindari kelemahan konseptual pendekatan
atas-bawah dan bawah-atas.
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Dona S.Van Meter dan Carl E. Van Horn,

Menurut Donal S.Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat

beberapa variabel penting yang mempengaruhi implementas kebijakan

sebagai penghubung antara kebijakan dan prestasi kerja implementasi,
yaitu (Nugroho, 2014) :

a)

Komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan

Implementasi  akan_befj@ian._efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-

g

tujuan _dipah dividu yang bertanggung jawab
yrogram  implementasi

aR, perlu hubungan
pmunikasi  dan
g efektif
finyatakan
ikasikan

Kteristik da ,‘g‘ 1

Dalam t NL? en agar S herhasilan
maksima h gi M danidi ketahui kara dadan atau

lembaga nat polltlk'W(ras

-;r‘, stkand banya ‘ [ hadan administratif

[akaemereka.  Struktur
¢ 3 Karal ristik, norma-norma
dan * wg-ulang dalam badan-
badan ek ! kh‘?! ubungan baik potencial maupun
nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
Kondisi ekonomi, sosia dan politik
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat
mendukung keberhasilan implementasi  kebijakan, sgauh mana
kelompok-kelompok  kepentingan  memberikan  dukungan  bagi
implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung
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dan menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan
apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

d) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor
Daam implementasi kebijakan sikap atau disposis implementor ini
dibedakan menjadi 3 hal : respons implementor terhadap kebijakan,

kondisi dan intensitas disposisi implementor.

down menurut George
aarno, 2014) :

' herhasilan,

i apavane s dilakukan
an harus

diinfoumasikan kepadd Sai G sehingga
engurangiidi s asi
mber

‘ Dalam impjémenta #o‘ s ditunjang dber daya

sepertl su a dan metharan tujuan

w ol ara |elas dan

anganssumber daya untuk

fektif dan efisien.

c) Disp
Suatu dispos
dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, keujuran,

asl dan Kkarakteristik, sikap yang

komunikatif, cerdik dan bersifat demokratis.

d) Struktur birokrasi.
Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara
umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan
status relatifnya. Garis-garis interaks formal yang ditetapkan.

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



48

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, agar implementasi
kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka harus memperhatikan
faktor-faktor berikut ini yaitu:

a) kondisi eksternal yang dihadapi organisasi dan instansi pelaksana tidak

akan menimbulkag gan kendala;

b) untuk gisedia waktu dan sumber-

dana dan fasilitas-
ngan kausalitas

Ubungan kausa at langsung dan*hanya kit mata

rantai ghieioung

tingan, salind'ie ,

g pemahama g al: Epekatan terhatk 1A,
‘ tugas-tugas, 00l de ipatkan pada g tepat;
H komunikasi purna dan

p| i ‘ d@ 4 10% dar}' menuntut  dan

egagal D policy failure) dari faktor
. im kebijakan adalah :

yang 'h 2
a Non impl terimplementasikan) adalah suatu

PHa Dengertis

kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin
karena pihak—pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak
mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien,
bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya
menguasai permasalahan. Kegagalan ini lebih pada faktor teknis

pel aksanaan dan unsur pelaksana.
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b) Unsuccessful  implementation (Implementass yang tidak
berhasil)adalah tidak mencapai hasil tertentu manakala suatu
kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana,
namun mengingat kondis eksternal ternyata tidak menguntungkan
(misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan,
bencana alam dan sebagainya) kebijaksanaan tersebut tidak
berhasil dalam_.a iudkan dampak atau hasil akhir yang

dikehends
gagal itu disebabkan
(bad execution),
itu memang

enurutvieiill e S. Gkindlé balitva kebeiasilan imp ebijakan

e S. Grindle

publik dipentaruhi olehduavariabd' vano fundame yakni ;

ebijaka t lic el erenst d pentingan-

‘pentingan yailg berp M t)@ benefit (tipe , extent of

Hange envisio f) ingin dlcapw of decision
king .(lefak B [ EPULUSH 2 mph]ter (pelaksana
. --m,,f" SOLr Cex "*\‘ ¥ dayayang digunakan).

Li C 0 on), meliputi :power,

intermf ~ j‘ekuasaan kepentingan-

kepentingan dan Siiget W omyeng terlibat), institution and regime
characteristic (karakteristik

lembaga dan rezim yang berkuasa),

compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari

pelaksana).

Kedua variabel tersebut mencakup hal sebagai berikut :

a) Sgauh mana kepentingan kelompok atau sasaran atau group termuat
dalam isi kebijakan publik;
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b) Jenis manfaat yang diterimatarget group;
¢) Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.

Danielle A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Danielle A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, keberhasilan
implementasi kehijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, yaitu :
a. Karakteristik masalah
b. Karakteristik kebig

c. Variag ()
S e DE ONg
c b 3 " o pat variabel
i o : :

~

KK ondts lingkurga
pian antarorganisasi

ber dayas@kgani sasitntukli ementasigeLogram

d. Kag stik dan ke -— J i‘ aksana

o

dan R. Vi eberhasilan

tlgahmpok variabel,

c. Kemampuan impﬂt

Hoogerwerf
Hoogerwerf menyatakan terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan
implementasi:
a) Is kebijakan; implementasi kebijakan dapat gagal karena: (1) tujuan atau
is kebijakan tidak cukup terperinci, saran dan penentuan perioritas,
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program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. (2) kurangnya
ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (3)
kadang-kadang perundang-undangan yang begitu banyak kelemahan,
sehingga objek kebijakan dapat mengelaknya, (4) terbatasnya sumber daya
(waktu, uang, dan tenaga manusia);
b) Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan
atau struktur komunikasi
objek kebijakan;

Jrang antara organisasi pelaksana dengan

an untuk bekerjasama
kegiatan tertentu dan

j bertentangan
¢ ,/

N wewenand dan tangguis yab kurang

tugas*Seperti pefmbat yang

K yangilel evan dengaldw tentang

ketlda"an antara K i harapkan ov'benar-benar
s ‘h‘- haian kebijakan

dihasilk ‘
terhadap pie L& - ol dak _hanya menghasilkan

kesimpulan m hera n 2l al g selesalkan, tetapl juga
menyumbang paﬁ ( : al-nilai yang mendasari
kebijakan, membantu d penyesdalan dan perumusan  kembali  masalah.

Karakteristik dalam tahap ini adalah unit-unit pemerikasaan dan akutansi dalam

pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legidatif, dan peradilan
memenuhi persaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian
tujuan.

Evaluas kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan
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meraih dampak yang diinginkan (Lester dan stewart dalam Winarno, 2014). Secara
umum evaluas kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebigjakan yang mencakup substansi, implementasi dan
dampak. Evaluas juga merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena
melibatkan berbagai macam kepentingan-kepentingan individu-individu yang terlibat
dalam evaluasi.

Menurut Lester dan Stewa
dibedakan dalam dua tuga
konsekuensi apg of ; ) cara menggambarkan
| suatu kebijakan
a. Pengetahuan

inarno, 2014; evaluasi kebijakan dapat

ntuk menentukan konsekuensi-

dampaknyg

dampak yang

. engubali.atau mempese 1 |jakan di

diperluka h evaluas

p kebijakai 2 3 i: akukan mempel gjar kegiatan
ya ¥ ilakss n ngetel fimana 4 nokatkan
Kiné an ini adal api@lasa # g, @lesan yang ket asi akan

menywI data tentang Sehingga kitw mengetahui

sgjauh crhasila aLomketiga, uas dilakukan
L% 3

~ndapa uasi itu sendiri.
James Ande

alam 3 tipe (Winarno,
2014): "v"

A. Evauas kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

karena permaiatad ggi atan. Sedangkan

alasan keempat

Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-
pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan,
program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak
memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada

bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para
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pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Sedangkan nilai-nila dan
kepentingan-kepentingan individu akan mempengaruhi keseluruhan proses
kebijakan. Oleh karena itu, evaluas seperti ini akan mendorong terjadinya
konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-
kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya berbeda
mengenal manfaat dari kebijakan yang sama.

B. Evaluas yang memfokuskag nada bekerjanya kebijakan atau program-

program tertent
Evaluas cjujuran atau efisiens
emahan  yakni

ikit mengenai

T prograrmg bijakan yang

ya bagimiasyaraka auh mana
Sebut terGapai.. Evaluasik Sistematis

tlari sud A dengan

han atau

Ed r ‘ m n/ xq’%ﬁ‘ Ianb'dalam evaluas

EFCIan D o8 VAt e

Andli < Steihadep ma
Deskripsi dan standagi sé \keoidts

d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

scbut  menj awt

€) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

Beberapa sifat evaluas (Dunn, 2013), yaitu :

a. Fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk usaha untuk menentukan
manfaat atau kegunaan sosia atau program dan bukan sekedar usaha
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untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aks kebijakan yang
terantisipasi dan tidak terantisipasi.

b. Interdependensi fakta-nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau
program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah
diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi
sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat harus didukung

oleh bukti bahwa hasil®h@sil kebijakan secara aktual merupakan
konsekuensi_dagi ap_untuk memecahkan masalah
terteg

C. i Ait, berbeda dengan

epan. Evaluas
s i ANy ex  post).
D premisspremis nital, be prospektif
ptal sebelu i ak ke (ex antey:

Nilai-ria g AMendasakimtuntutan empunyai

aitas ni
ali ganda, kares areka dig Sop i jan sekaligus
Nilai- 2tu hirark reflesikan

‘penti ngan rel diiffda h ergafiflingan antar tuj & saran.

Daam engenai kin ijakan, andlis

'4"99 ’ uk hgevaluas hasil

ehij kAl ) ova rapka ' Tetr@spektif (ex post),

kee ol
alternatif mencapa hasil
) capai tujuan dari diadakannya

a) Ef
tindakan. Penilaian terhadap efektifitas ditujukan untuk menjawab

(akibat) yanz

ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah
ketepatan waktu.

b) Efisiensi. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiens merupakan

hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur
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dari ongkos moneter. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk
menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai
hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio, keuntungan dan
manfaat.

c) Adequacy/ketepatan dalam menjawab masalah. Berkenaan dengan
seberapa jauh suatu efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan yang _méAlmbuhkan adanya masalah. Kriteria ini
menekanka I L BN antara alternatif kebijakan dan

of: guacy ditujukan untuk

dapat memecahkan

Ot 8o € ' ng 2 Alitas legal dan
S0s al_.dan..menu pada’ distribusi.. akibat” _dan ha antara

Sfompok-kel OMipok berhégld dal am masye bijakan yang
berori gatasi, pada ‘Pemerataall adal alaadeebijakan etnya atau

& secara a0ildli Qi st Penilaia edap equiiy ditujukan
ntuk

‘ proporsiona ﬂ( ﬁ

H Responsive
e
-hr

kegiatal S secara
erlibat.

berapa jauh Wijakan dapat

AelPani| ol hrhpok-kel ompok
.

nalis yang dapat

S efisiensl, adequacy,

i@( | kebutuhan aktual dari

kelompok yane W an dari adanya suatu kebijakan.

Penilaian terhadap responsiveness ditujukan untuk mengetahui hasil

rencana/kegiatan/kebijakan sesuai dengan preferensi/keinginan dari
target grup.

f) Appropriateness/ketepatgunaan biasanya bersifat terbuka, karena per

definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau ke luar kriteria

yang sudah ada. Penilaian ketepatgunaan ditujukan untuk mengetahui
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kegi atan/rencana/kebijakan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan

manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat

sangat relative sesuai dengan system nilai yang berlaku pada target

grup tersebut.

Kriteria evaluas dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan,
tujuan yang hendak dicapai, dan alternatif yang tersedia, namun demikian

Patton dan Sawicki dalam [\
| dibadapi pada waktu mendisain

e

' ’ K ] an impak

014 mengutip pendapat Eugene Bardach,

memaparkan empadl
kriteria
3pijakan mencapal

practices dan

an politik'Sepe alkebijakan,

slator, Jkealis wargane Jan aliamsizalians [ Kriteria

ang pergunak il o ksgptabilitas gptabilit etepatan

propiate PDE Si , dukurig legality),
‘n keadilan (eguis . J
ﬁ?nomic and | 2naan dengaLWﬁan manfaat

no ri-kebijakal :

4 Adn L . ‘“J bilitas kebijakan
dal 8 olitile, SO birokrasi. Kriteria di
sini b inikewer Fkomitmen kelembagaan
(institutional  cormmait W an (capability), dan dukungan

organisasional (organizational support).

Pendekatan dalam evaluasi kebijakan dibedakan menjadi tiga jenis (Dunn,
2013), yaitu :
A. Evaluas semu (pseudo evaluation)
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Evaluas semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha menanyakan
tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu,
kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Sifat dari evaluas
semu ini adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter tertentu
yang secara umum_gi ai (self evident) dan tidak kontroversial.
publik dan tidak terlalu rumit.
Pseudo evaluation ini

HaSI evgd ""

DAIEOri NQ.

an metode

dan cepat

Ehijakan tete yalas hasl

00ram kebijakan yar mumkan

0Ijakan dansaemi nistraf@isprogram.
mumkan
enfaat atau

I ujuan da

aa an yang tepa
forma m

an undang-
.‘ an&ﬂengan pembuat
1 engidentifikasikan,

3 : i, target kebijakan.

. i S (Debis ¥c Evaluation/ DTE).
Pendekatan engglinak etode-metode diskriptif untuk
menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid
mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh
berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan evaluasi ini dengan
pendekatan sebelumnya adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis
berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target
dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Sifat
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dari DTE adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang
disepakati pihak-pihak yang terkait secara langsung/pihak yang
bersitegang. System nilainya juga berdasarkan kesepakatan antara
pihak yang bersitegang. Biasanya berkisar antara “benar” atau “salah”.
Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi (Ayuningtyas, 2014) ada enam
jenis, yaitu :

a) Before vs after ison (pembandingan antara sebelum dan

gtan jenis ini antara lain hanya

engan membandingkan

a dengan atau
S Nl antaralain
1) dengan
cAsi dengan
ktu yang
ersamaan.

Actue Dl annec rny ompar handingan

‘ antara % rep a). Karakterisk )endekatan
ini atara 0 tara rencana Wenyataan di

W U

alterisiik dari pendekatan

an kebijakan/policy

éndar ketat. Dampaknya

Bfatan tersebut.

dilihat sesidan fasi|

e) Quas experimental (uncontrolled) models. Karakteristik dari
pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan
kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki
estandar. Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya sgja,
sedangkan prosesnya diabaikan.
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f) Efisens penggunaan dana (cost oriented approach). Cost oriented
approach terbagi tiga yaitu ex-ante evaluation adalah evaluasi yang
dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, on-going
evaluation adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut
sedang berjalan dan ex-post evaluation adalah evaluasi yang
dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

Penelitian evaluas dampa

gnaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini

menggunakan teori yang .8 3 i oleh William N.Dunn, 2013
bahwa tahapan g nusan masalah, adopsi
kebijakan, [ - ang, yang ada dalam
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Bab I11
Kerangka Konsep dan Definisi Istilah

Pada bab tiga ini peneliti berusaha menampilkan kerangka konsep penelitian.
Peneliti menggunakan variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi efektivitas
dan responsivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sehingga dapat diketahui evaluas

dampak pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

3.1Kerangka Kqg

Indones : berkembang terutama
dalam segtior k : ) ? 5 dan sekarang
telah a tujuh belas
tuju J security),

kese IE ., Ketersedi i energ,

pemBangunan , inklusif yang i ‘ ' sas dan

INQYAS gurangdi kesenjang - gu : ng ar itkonsums,

aks§ Jetas pe ' - 3 ' pangunan

magyarakdl yang inklusif g ntuk menci ptakal™ peabangunan
berkelam@tan (https.//susta 2 gprnent.t sdgs).

kesehatan. saea aad | a5, THahkS 2. menuwm‘ ang-Undang
Kesehatan No.36 6’&? 3 R adale ; :

mental, S fsSIelVang Mo NUNCkinice 2ng untuk  hidup

produktif secara

pel aksanaan kebu
Daerah No.17 Tahun 2006 tentang
Keindahan peneliti menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan meninjau

kontent dan konteks kebijakan.
Konten kebijakan adalah hirarki kebijakan yang mengharuskan ditetapkannya

k secara fisik,
Isa evaluas dampak

ertl” yang tertera dalam Peraturan
elenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan

Kawasan Tanpa Rokok untuk dapat melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan
yang mengancam jiwanya untuk mencapai kesegjahteraan dalam kehidupannya sesuai
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dengan apa yang dinyatakan pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang tertulis “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum... “. Kemudian UU
Republik Indoensia N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bentuk kebijakan
turunan yang dapat menguatkan dalam hal pengamanan zat adiktif ditetapkannya
Kawasan Tanpa Rokok seperti yang aRg pada pasal 115 dan 116.

Untuk itu Peraturag \ ha 2012 Tentang Pengamanan
Bahan Yang ‘ / - pakau Bagi Kesehatan
mengarahka 3 : ; Aya, penyelenggaraan

pengama 4 3 embakau tidak

meng t. 2 K ' asyarakal dan
ling 3R, DEraluran JRaerah i : 5 Tentang

etertiban, 1Kes ) 3 pan yang di

da gatur Jkebersihanida henetapan

Bsan Tanp ok seperifyangiierte ' ap orang
g balk da sl 22 ayat

m G AKX yang Sé
1).

w lingkup da tujuh area Wtetapkannya
aiK‘%n Na Rokolk tempal fe s pelayane esehﬁ,tempatproses

sebag ’(

belajar mengaia ), e : i berma angkutan umum

dan tempat lai Ken agal bentuk tanggung
jawab Pemerint

ahﬂ Sy .Pemberian informasi dan
pelaksanaan mengenai K W ) gat perlu ditingkatkan. Dengan
pemberian informasi akan meningkatkan sumber daya manusia pada masyarakat
Lebak sebagal pelaksana program ini, dan pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan
dapat melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Konteks kebijakan yang akan dianalisis adalah keadaan lingkungan di
Kabupaten Lebak yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pel aksanaan kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok ini meliputi: a) strategi pimpinan di Kawasan Tanpa Rokok
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dan b) tingkat kepatuhan dari masing-masing individu dalam pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok tersebut melalui pengetahuan tentang bahaya yang
ditimbulkan dari rokok dan Kawasan Tanpa Rokok; perilaku merokok yang ada
dalam masyarakat.

Hasil dari analisis kedua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
dapat menjadikan kriteria evaluas dampak dari pelaksanaan kebijakan, vaitu:

efektivitas pelaksanaan kebijakag asan Tanpa Rokok, dan responsivitas
masyarakat terhadap kehij B Rokok. Dalam gambar dapat
diperlihatkan kej

¢
>
<

2
=
s

L ZaS>>
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep Evaluasi Implementasi K ebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak

Kontent | |

K ebijakan

Hirarki Kebijakan Kawzse
Tanpa Raka

Konteks
Kebijakan

v

e : o D

a Adiktif yang
Bagoi K

_____________

__________

rtiban, Keberw
Keindahag :

v

Evaluasi Dampak Pelaksanaan
Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok

Efektivitas Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok

Responsiveness terhadap
Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok

\"h‘ e “;1

ROkek

vV ASA OKO C
e ———— =

pokakK epatuhan

awasan
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3.2 Definisi I stilah

1. Evauas implementas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Definis . Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok dinilai dari pencapaian hasil
implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Cara Ukur . Diukur dari _pencapaian hasil implementass melaui

Kawasan Tanpa Rokok dan

kebijakan Kawasan

20
% ) okumen
sdla |V Pemda
‘.c\ )
vitaskebijakan Al s Rokok.
i a1 i ilan atal iSas yang

. me prang keluaran

*F : ko denigen meihat strategi pimpi #san Tanpa
‘ aCatadnendalam d dokumen.

Alat U ' 5 Dok Pelaksanaan  Anggaran

l-\-lu-qg]iT.mEilllih‘l

Informan -. ﬁ' baltgaal<enalaDinas K esehatan

3. Responsivitas/K etepattangddy erhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Definisi . Gambaran tentang kondisi Kawasan Tanpa Rokok dalam
pel aksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Cara Ukur . Dilakukan dengan observas tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap pelaksanaan kebijakan di Kawasan Tanpa Rokok

dan wawancara mendalam.
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Alat ukur :  Lembar observasi, panduan wawancara
Informan : Tujuh Kawasan Tanpa Rokok, dan pimpinannya.

4. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Definis . Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang
diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perda No 17
Tahun 2008
dag ], . | o Strategi  pimpinan  dalam

B0 penyelenggaraan ketertiban, kesehatan

epatuhan masyarakat

OKOK serta
pedoman BV ancara )okumen

M Pemda

Tanpa Roko

aporan

I Y

Definis 5 Ao KES prmpinan/pengelola

& ' Uan dengan perencanaan
d el w =0

Kawasan Tanpa Rokok dalam
kurun waktu tertentu, dinilai dari adanya peraturan Kawasan

Tanpa Rokok, sosialisas kebijakan, anggaran yang
disediakan dalam melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok.
Cara Ukur :  Wawancara mendalam dan telaah dokumen.
Alat Ukur : Panduan wawancara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran
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(DPA), laporan tahunan.
Informan : Pimpinan tujuh kawasan tanpa rokok, Asda IV Pemda
Lebak, Kepala Dinas K esehatan.

6. Tingkat Kepatuhan
Definis . Sebuah potret yang didapatkan oleh pendliti dari hasil

observasi _ie g, Delaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa

Cara UKur, awasan Tanpa Rokok

Alpinan/pengelola
laporan

Dr = gilla median):

ika@skor < pidd@imedian)’
aSA T

-’
i‘ oIeIEyarakat dalam

CaraUk kuesioner  kepada

P&aﬂ Tanpa Rokok saat

Alat Ukur : Kuesioner
Hasil Ukur : 1. Positif (jika responden tidak merokok).
2. Negatif (jikaresponden merokok).
Skala Ukur : Nominal
Informan . Masyarakat di sekitar Kawasan Tanpa Rokok
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8. Pengetahuan

Definisi . Segala sesuatu yang diketahui responden tentang bahaya
rokok dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten L ebak.

Cara Ukur : Dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada

masyarakat yang berada di Kawasan Tanpa Rokok saat
dilakuka

Ne ian

Alat Ukur
Hasil Uku

o

-
“w LY.
P/ N\

1-1;—-'

-
—
>
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Bab IV
Metodologi Penelitian

Daam bab ini akan dibahas tentang desain, lokasi, waktu, responden yang
merupakan sampel dan informan dalam wawancara mendalam, dan metode

pengumpulan data yang digunakan.da genelitian ini.

4.1 Desain Peng

Penelit - g eriggabungkan  unsur
pendekal valitatif untuk
kep ) ini adalah
Tria it nethode desig ) , ! kuantatif

alua K ek AL it

dil A'beErsama-sal i | : oinkan hasi|
atif dan alitati 0. dampak

en L ebak.

fhg |ebil

sanaan kelijakan Kawasa gkokdyfang berlagstiag,.di K abyg
fantitatif bagika 2, kepada
sti angkan pendekate M a# dengan observasi ggunakan

akan pedonWancara
L

lemb as dan wa
4.2 Lokasi
Lokasi

bulan Mei 2016. "(

4.3 Sampél dan Informan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang stimulan,
menurut Frankel dan Wallen ukuran sampel minimum untuk penelitian deskriptif
adalah sebanyak 100 orang (http.www.eurekapendidikan.com). sedangkan teknik
pengambilan sampel dilakukan secara nonprobability sampling, yaitu dengan

sampling insidental dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa sgja yang
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secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila
dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011).
Informan kunci (key informan) atau situasi sosial yang sarat informasi sesual
dengan fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif.
Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan prinsip
kesesuaian (Appropiateness) dan kecukupan (Adegquacy). Informan dipilih secara

sengaja sesuai dengan kebutuhan pea aR._Dalam pengumpulan informasi bila tidak

ditemukan lagi varian infors mpulan informasi dianggap selesai.

Informan dala F

Pimpinan dalam .m

'.-.-

an dalam Sanakan
sk aiSavwasan TanpaRoKOK

el aksanakan
asan TanpasRokok.
e
lindhailelan  melaksanakan
A ROKOK.
dalam melaksanakan

awasan Tanpa Rokok.

7 | Kepaa Bidang BinaT"rategi Pimpinan dalam melaksanakan
Kesehatan Masyarakat Dinas | kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, anggaran
Kesehatan Kab.Lebak dalam pelaksanaan kebijakan, peran penentu
kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok.
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8 | AsdalV Pemda Lebak Strategi  Pimpinan dalam melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, peran
penentu kebijakan terhadap pelaksanaan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

4.4 M etode Pengumpulan Data

4.4.1 CaraPengumpulan Dal
peObservas di tujuh tempat

kaw, [ ' epada seratus orang di

peri) aku dan tingkat
5 na Rokok di

Famends akukan kepada

& PUSKES pkashitung,

, Pengelola Tempat“Berman Anak,
B, pool JU, Kepala

~ Ranok

gdan tel aah dokt
bstrumen
H Data obsa

Jenoa awg observasi
'da ti oF S Ak Uesion akukan dengan

&

lebilitasnya pada
eps Pegawal Terhadap
Kawasan 209 Tahun 2012 di Kantor Dinas
Kesehatan Provins "Be 4 oleh Sulandari 2015. Data hasil
wawancara mendalam didapaltkan dengan menggunakan panduan
wawancara, aat tulis dan aat perekam menjadi alat bantu dalam
melakukan wawancara mendalam.
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Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri  dengan
mengunakan lembar observasi, lembar kuesioner, alat perekam, aat tulis
dan ada satu orang yang menjadi asisten untuk mencatat saat wawancara
mendalam. Sedangkan data sekunder didapatkan dari instans terkait. Pada
lembar kuesioner pengetahuan, masing-masing pertanyaan diberi nilai 2
ika tidak tahu dan O jika jawaban salah,
memperoleh nilai 40. Pada

jika jawaban benar, nilai

sehingga jikajay
lemba sponden tidak merokok
ahgoap negatif. Pada
2an diberi nilal 1 jika

a aban ada

iditas Da

far data di@ %, hilgs, maka dif? an strategi pengujian

fitas dat

2 3 ] S Strateg hil adalah
‘gan menggunaken ke ﬂ fgrMidh yang berbed al ini ada

4.4.5.

epala Pusk I Puskesmas

1dgk ...r e 1\::” wohngelola Tempat
Berma “ angguig. jawab Pool Bus

1 Lebak, Kepala Dinas

an sumbe

K esehat Uan terdapatnya delapan
kelompok infor edatersebut dapat memperkecil bias
informasi.

Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah teknik pengolahan data yaitu:
1. Transkrip wawancara
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Langkah pertama setelah melakukan wawancara mendalam adalah
menyusun kembali catatan-catatan atau membuat transkrip

2. Pembuatan Kode
Pembuatan kode dibuat untuk memberi kode pada masing-masing
informan yang berbeda. Informan wawancara mendalam diberi kode
dengan urutan angka yaitu 01 sampai dengan 08.

3. Peringkasan Data
Setelah_seless yayancara dan pembuatan kode.

Lg ( ) i 3l ui matriks.

3\; an analisis
isl, [anokah-laagkahnya adalah

SAEtaan kemDallse forrgast yang dikKtmg
engelompekkan Bexdasarkantopik

3. Mengfdentifikas A0S ngtlmb
sel

"'Tn angulasi ¢

m

1-1;—-'

el anjutnya

E!"’
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BabV
Hasi| Pendlitian

Daam bab hasil penelitian ini akan dibahas tentang apa yang didapatkan
peneliti selama melakukan penelitian berrdasarkan hasil observasi, jawaban kuesioner
yang dibagikan kepada responden, telaah dokumen dan wawancara mendalam
terhadap informan yang ada.

5.1 Gambaran
K abupa : provins Banten dan
merupak aiiisa - ‘ apat «dalam  wilayah

Providisi "‘ . ? : (’ 23 ahun 2000

tent hentukan provins Banten vang mengkoordinas ag meliputi :

K abtipaten Randeglang, K abupaten ek fangerang,
K g, Kota Cilegon.
upatgilflFebak M ; | Sebessr 3.02% 2 atau

pfis te 05925" —

clatan. Secara istrasi batas-

batas ; baran-umuig- ah.blogspot.

S0 N
- 0tPaten -1:“ Tangerang

kewenangannya adalah 588,74 2 dengan panjang pantai 91,42 km
Sedangkan keadaan topografi wilayahnya cukup bervariasi pada ketinggian O-

200 meter dpl di wilayah sepanjang pantai selatan, ketinggian 201-500 meter dpl di

wilayah Lebak tengah, ketinggian 501-1000 meter lebih dpl di wilayah Lebak timur

dengan puncak gunung Sanggabuana dan gunung Halimun.
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Orbitas kota Rangkasbitung sebagal ibukota kabupaten Lebak dengan pusat
pemerintahan provinsi Banten di kota Serang berkisar antara 35 — 50 km dengan
waktu tempuh sekitar 45 menit. Sedangkan orbitasi dengan ibukota negara di Jakarta
hanya berkisar 90 km dengan waktu tempuh sekitar 90 menit.

5.2 Efektivitas K ebijakan Kawasan Tanpa Rokok

hanpa Rokok di Kabupaten Lebak
B.talun 2014 Tentang Percepatan

5.2.1 Pelaksanaan Kebijakan K aw

Berdasarkan Peial
dalam kategori daerah

B Q ) ar NORian masyarakat,
| : angan daerah,

Pembangunan
tertinggal
sumber :
e | (scikab st fcllip6/5/2016).
M Sl : a WS g pemerintah

program

Jjetahuan,

anggaran 'me 3 dianggap pe ayal alasan
ya kebijakan | Kabupaten L

segala SESLUQ diketahui

elitian ini yang

dimaksud des seseorang yang

berkaitan denda OROK dan ann ®Pengetahuan menjadi
tolak ukur suatu W * : au tidak karena dengan
mengetahui akan bahaya y d W da¥@m rokok dan mengetahui kawasan
tanpa rokok yang diterapkan dapat menjadikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di

Kabupaten Lebak bisa berjalan dengan efektiv.
Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 100 orang responden

yang berada di Kawasan Tanpa Rokok, didapatkan sebagian besar (58%) masyarakat
Kabupaten Lebak memiliki pengetahuan tinggi tentang bahaya rokok dan kawasan
tanpa rokok.
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Gambar 5.1 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Rokok dan Kawasan Tanpa
Rokok di Kabupaten L ebak

Pengetahuan Responden
70%
58%

60%

Pefllaku dalam KBBI ofiline 308 Nggapan atau reaksS TNdi il terhadap
enur 8\Vrence ean  dalam

aku.comi201.3/04/ c berhuB tml

garuh| seseor Phatan adalah : Fakter peedi sposisi

factor), fa % pefigetahuan  dan 0 masyarakat
terhad atan, tr \._“_‘...m‘ e fHasyarakat terﬂ hal-hal yang
berkaitan dengag ‘\‘V‘; Ingkat pendidikan,

tingkat soq@le flinClelll SEOEY -m-vrizum- eNURY abling factor), faktor-

faktor ini mencakUp Ketersediaan sarer sargna didll fasilitas kesehatan bagi
masyarakat seperti, PUSKESMa v ik |1 AT POsyandu, polindes, pos obat
desa, dokter atau bidan praktek o, ‘Faktor penguat (reinforcing factor),

faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama
dan para petugas kesehatan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang didapatkan adalah sebagian besar (58%)
masyarakat Kabupaten Lebak memiliki perilaku positif. Gambaran distribusi yang
dapat digambarkan adalah :
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Gambar 5.2 Distribusi Frekuensi Perilaku Merokok di Kabupaten Lebak

Perilaku Merokok Responden
70%
58%

60%

ka dihubungkan kedua®eri al : [ K ebijakan
K awe fnpa Re g 1k PSy oL g di a8l bahwa
i : :

defjgansieerT yang diungk

meng thi perilaku s didapatkan p 0,075 yang

berartﬁidak ada hubtngan'g ngetahuien dengan per'_r
An d&heian da : 2ioh (A ":;‘W‘_ o uH Undang-Undang
No0.23 Ta 2014 ientang Pe erahn adal aliie a keuangan tahunan

LU .m‘ A 285 mpa‘ dengan
gitl atas. a. pendapatan adli

pemerintahan dagra™yang ditekepke i )
289 disebutkan baltwassimbel 1
daerah meliputi: 1. pgjak daerdh; si ah; 3. hasil pengelolaan kekayaan
daeran yang dipisahkan, dan 4. lain-lain pendapaian asli daerah yang sah; b.
pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Anggaran yang
diaokasikan untuk pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten
Lebak termasuk dalam Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari cukai tembakau
yang penggunaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan seperti yang dijelaskan pada pasal 289.
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Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimiliki oleh dinas
kesehatan Kabupaten Lebak pada tahun 2015, ada sembilan kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok yaitu: peningkatan sumber
daya kesehatan, pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat,
pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan, pengadaan
sarana dan prasarana puskesmas pembantu, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas, pemeliharaag alberkala sarana dan prasarana puskesmas

pembantu, pengadaan g dan operasional, rehabilitasi dan
pembangunan p - gk remagja.
Junié Kok sebanyak Rp.

ratus juta lima

; am tahun 2015
Al .m*‘ a menjadi

ta enam

= (tujuh e

h satUgdibil Seratlis ) pial). Pa N progres

pefgfaatan _dafi@®oagi hasi KUp untuks mendanai
pela progra i , g A sebagai
ber

1

promosi al  sebesar

untuk membiayal kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan.

4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarrana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya sebesar Rp.9.948.864.500,-
digunakan untuk membiaya 8 jenis kegiatan yaitu : pengadaan sarana dan

prasarana Puskesmas, pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu,
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Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu,
pengadaan kendaraan Puskesmas kelilingdan operasional, rehabilitasi rumah
dinas, rehabilitass dan pembangunan Puskesmas Pembantu, rehabilitas
Puskesmas dan Puskesmas Perawatan.

5. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak sebesar
Rp.100.000.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kesehatan

anak remaja.

Beberapa keluaran dari keg
1. Pada peng sadar hidup sehat,
keluarg aSnisasl masyarakat
ting 12 il 3 > L Y. aan PHBS di
' KQg gan lintas
Kpva pokj artelil - if_tiagk ' bentuknya
F'Saga akiTgingka N, {/kesehatan
ia celakatlan ele i i D& kesehatan
gerupa bal etak, tersat ) S gl Li ling sekolah,
petuga . Oskesdes.

Z.van sumber d aadalah : pe ebutuhan

atan di F tenaga keseW‘an penilaian
tenadd f (clarlap sekanyak 6 katEoe:i h
3. Pembaggund 21 m ] i S . anan kesehatan,

keluaranny eMUcaeval Uas an operator SIKDA,

tenaga inputi a W dan evaluasi operasional

SIKDA, penyusunan profili201dsnes ebsite dinas kesehatan.
4. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas, keluarannya adalah : proyektor dan

layarnya, perawatan set, poliklinik set, UGD Kit, tempat tidur pasien, ogsigen
konsentrat.

5. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu, keluarannya adalah :
terlaksananya pengadaan filling kabinet, meubelair, alat kedokteran, kebidanan
dan penyakit kandungan.
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6. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas, keluarannya adalah :
terpeliharanya bangunan Puskesmas se Kabupaten Lebak.

7. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu,
keluarannya adalah : terpeliharanya sebagian bangunan Puskesmas Pembantu di
Kabupaten L ebak.

8. Pengadaan kendaraan Puskesmas kedliling dan operasional, keluarannya adalah :

adanya 5 unit ambulance.

9. Rehabilitasi rumah gdi 3 i terpeliharanya rumah dinas yang
mengalami engawasan rehabilitas
ruma

10. Reh nya adalah :

ANg dan adanya

huskesmas

Bsi Sa ¥ adalah
er| aksanag Ehabilitasl lop#ied ¢ : pengavwasan

dan pe

an kesehata o, \keluzranny a adalah : pdenguatan

, pertemua 3 aWna kegiatan

a, uan sosialisasi

alisasi Puskesmas

mampu pe ! < ; ter kesehatan remaja,
dan peningkatd
Sedangkan pada Anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016, beberapa kegiatan yang didanai dari dana

bagi hasil cukai hasil tembakau. Diantaranya adal ah:

1. Pengembangan media promos dan informas sadar hidup sehat sebesar
Rp.559.075.000,-

2. Pembinaan Usaha K esehatan Sekolah sebesar Rp.250.000.000,-

3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp.557.300.000,-
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Pengawasan dan pengendalian lingkungan sebesar Rp.192.880.000,-
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu sebesar Rp.1.043.814.000,-
Pelayanan pemeliharaan kesehatan sebesar Rp.141.500.000,-

Peningkatan kesehatan anak remaja sebesar Rp.97.500.000,-

N o g &

5.2.2 Strategi Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok
Penelitian yang djlg akan di Kabupaten Lebak menggunakan

beberapa informa Tanpa Rokok yang ada di

W|Iayah | ‘ > ntu kebijakan dalam
& AN 3 sk informan pada
\ x

\ abata LLama Bekerja
(Tahun)
)., Kepdla s R g rﬂ 10
an STIE ‘ 42 12
4 ola Tempat @ ﬁ u 27 6
BBrL apangan)
Bl - --w\*«-x
5 | Kep ‘! 5. ‘ 10
6 | Kepala aKesal " - S2 19
Masyarakv L!J
7 |Kepda UPT. Stas Besal 41 S1 21
Rangkashitung
8 | Asisten A% Administrasi L 54 S2 24
Kesgahteraan Rakyat dan Humas

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh pimpinan kawasan tanpa
rokok yang berada di kabupaten lebak, sebagian hanya mengikuti perintah
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dari pusat yang merupakan instansi yang memiliki kebijakan vertikal seperti
Puskesmas Rangkasbitung, stasiun Rangkasbitung, Pool angkutan KJU,
tempat bermain anak Sky Games. Masing-masing pimpinan mengatakan
ketika ada perintah dari instans yang berada langsung di atasnya, secara
otomatis mereka harus menjalankan kebijakan tersebut.

Informan :

... Kita juga punya aratan ketentuan untuk penumpang kereta
api i tiap lemlg & seperti ini ... mana ya ... ini yang
bi sai : angubisa menimbulkan ini apa
)y 1 | perbolehkan diangkut
b, ika, psikotropika dan
| hda yang mudah

. 4 ANg iJganggu  atau
PuUS yang menurut
i ar en 2aclaan _da nya tidak bisa

jusat lyadari pusa

M ur itu berlaku u Semda. KJU ...
]

fn tanpa rokfw;hnya sudah
dh\ menempelkan

AN

0kl ataupun dengan

mela uluhan yang menjadi
aktivitas ti g dile pimpinan Puskesmas
Rangkashitung. 3 W en ah daerah melakukan sosialisas

secara berkala bersamaan dengan evaluasi terhadap masyarakat yang terlihat
langsung saat merokok di kawasan tanpa rokok.

Informan :

“... Penyuluhan yang dilakukan Puskesmas kita ga ga ngajuin karna
kita sendiri aja ...”.
Informan :
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... Sosialisasi dah mulai udah lama kan..., untuk tempelan itu
langsung dari pusat ya.. dari Cikini ...”.

Informan :
... Untuk sosialisai kita yang itu dari awal-awal seminar.. seminar
untuk bahaya rokok untuk sosialisai peraturan khususnya ga ga kita
ga ada khusunya sekalian disitu ...”.

Dana yang dibutuhkan oleh masing-masing Kawasan Tanpa Rokok,

menjadi kebutuhan masig stansi, karena sebagian besar pimpinan

kawasan tappasiok Alteiscbut dikeluarkan dari kas
mereka ( : ataupun pusat hanya
instansi  milik

3 abagl hasil

LN,

armudan dan membuttihka a g terkecil untuk*dapa

pinan atau

3l Tanp ara yang

nelaksanakan

an k apa rakokiini .

‘... Sumber dana = an Da 1 okok itu da
dari lembag

haga pribadi

oY ah ridalui mubﬂ apa dari dinas
e
awasan tanpa rokok ini

Peran para pimpina™Kawasan tanpa rokok terhadap kebijakan
kawasan tanpa rokok sebagian besar diawali dengan himbauan bukan secara
ketegasan dalam bentuk larangan, seperti yang dilakukan oleh pimpinan pada
tempat sarana belgjar mengajar Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro. Tidak
ada pernyataan yang jelas dalam bentuk larangan baik dalam komunikasi dan
sosialisass masupun dalam kalimat yang tertera dalam banner, karena

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



85

pimpinan merasa bahwa masyarakat perguruan tinggi merupakan masyarakat
intelektual sehingga cukup diarahkan dan dihimbau dalam pelaksanaan
kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini pun sudah memberikan hasil yang
cukup memuaskan karena selama kebijakan ini diberlakukan dengan cara
demikian tidak nampak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yaitu
merokok di sembarang tempat.

Informan :

“... Yangbel : S wOan evaluas.. ini satpol pp suatu
| ntuk penegakkan perda

ahasa-bahasa
ke bahasa
gfuwes gitutonie j anyaman ...”.

... Karna itu sebefiny
udak an . e

seminar

tugas kita tugasn

arana s diaka impinan

Kawasan tanpa rok s ﬁ 3 fah dilakuka cSKipun  belum
]
an secara e BV/3 yang berada drdalam kawasan

ﬁokok g |tung penyediakan sarana
kawasa Am tasiun, hal ini dilakukan

karens seperti stasiun pusat

yang ber n adalah kawasan tanpa

rokok dan tidak ada.igliéfa 'tw di kawasan tersebut.

Informan :
... Saya sampe tereak kemaren apa itu merokok sono pindah ke
belakang ...”.

Informan :

*“... Untuk smoking area yang disiapkan udah banyak yang pake ...”.

Informan :

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



86

*“... Sarana tempat khusus untuk mematikan rokok itu ga ada, ...ga ga
ada paling ke tong sampah umum iya disitu ...”.
Penerapan kebijakan yang belum secara maksima dilaksanakan

terlihat dari minimnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pada setiap
kawasan tanpa rokok, begitu juga dengan laporan tertulis tentang adanya
pelanggaran secara berkala menjadikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini
masih belum dianggap penting bagi masyarakat kabupaten Lebak.

Informan :

ggaran belum ada sanksi ya
iNng saya negur

anpa
K epatuiian Vs 8 hadao. K eb : Tanpa

‘ Berdasark agipehi K

vas tingkat an yang
H an di setiap inda pa Rokok Ukkan bahwa
4;1"".1 ~-1""""1¥-- iMmpin atau pengelola

Ecl tentang™ peraksanaan—Keot | kel C Tanpa ROkOk,
kesel urunanya mas Urteic™tTdak merokok di setiap

instansi tersebtitya |! okok.

Informan :

“Kalau saya perhatikan.. kita itu lemah di e...lemah di pengawasan
dan lemah dalam memproduksi e.. surat-surat aturan-aturan.. sudah
ada payungnya jarang kita buat yang lebih aplikatif lagi”’.

Informan :

... sementara ini memang kita di puskesmas belum sampai kepada ee..

surat keputusan ya.. sk tentang atau surat edaran tentang larangan
merokok..”.
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Informan :
*“... belum tau peraturan daerah sama itu juga belum tau...”.

Sosidlisas yang dilakukan oleh setigp Kawasan Tanpa Rokok adalah
tempelan tanda larangan merokok atau Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan

sosidlisasi secara khusus baik sosialisas tatap muka maupun penyebaran

brosur tentang bahaya L@ ika merokok yang menjadi dasar atas

kan oleh sebagian besar

kebijakan ( ) diig
o *aakan sampe

empelan di@mobil bus itu sOprrAYye iri yang
35| pEfUMpaRgiiya. mung pIr sama
sama pifysudaldi pa i

an
‘ . penyul baj A SMNS ngadajndg aktif ya

"' petugas kes Al ee. setau : gif.. paling di

keca ala . i anyiSpkan gitu kalo
' N i K'ee.. tidak hanya
200 Dhannes arf [Ni@ari bantuan Dinas
"'"-—— ecil ya larangan

arang me .» F [ he em.. stiker-stiker
Iar . K k& * i 3. |
‘g

Laporan tertulis tentang pelanggaran yang terjadi belum dilaksanakan

oleh setigp instasns Kawasan Tanpa Rokok, dikarenakan sanks yang
diterapkan hanya berupa teguran antar individu. Baik teguran antara pengelola
dengan karyawan, karyawan dengan pengunjung, maupun karyawan dengan
karyawan. Sanksi masih belum nampak secara tegas bagi pelanggaran yang
terjadi. Teguran merupakan sanks yang diberlakukan oleh seluruh Kawasan
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Tanpa Rokok yang menjadi informan dalam penelitian ini. Berdasarkan pada
Perda yang berlaku, maka sanksi yang diberlakukan adalah denda sebesar
Rp.2.500.000,- (dua jutalimaratus ribu rupiah).

Informan :

*“...Kalau ada pelanggaran, belum ada sanksi, ya persuasif ya ...”.

Informan :

¥a yang masih merokok tidak di

a lah makanya
difsana. Lebak

.. Kalo ada
ada sanksi... iya gaiada

aja.. ga

as ke gari te ang  baik

akan ia men

lalamnya, namuitempat tersebut

oleh orang-oran@aeang berada di
i di H Kesehatan

ya baik _dakk=h -“'V I hRR.pegawai as :
Terbukti glen @ ;‘\“_1. ’ ero!ok di luar area

smokit alva-puUntUNALoKOK Al SEkitaki anpa Rokok.

belum diper

Informan

.. gau g *\ a mau ngomongin yang lain,
ini Dinas K di jalan lewat umum ga tadi? hhh

masih ngerokok di sitU.. pengembangannya masih ngerokok yang
ingin saya bilang satpam yang kuduna ini masih ngerokok di
depan ...”.

Informan :
“... jadi karyawan yang ngerokokpun ee.. ga sampe keluar pager

kawasan ini cuma di luar ruangan gitu karyawannya masih ada yang
merokok ...”.
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Informan :

*“... ditempatkan area merokok tempat area khusus merokok sekarang
udah total ga boleh gitu walaupun di rangkas masih ada ya area
merokok tapi kalo di stasiun dalam kota mah udah ga boleh total ga
boleh, ...area merokoknya di sebelah ujung barat dan sebelah ujung
timur stasiun ...”.

Dari observasi kepatuhan yang dilakukan oleh pendliti, didapatkan
hasil bahwa sebagiag
terhadap }
medig i : saiy Instansipun yang
ersebut  sudah

‘ akadll e R Ok Dalam
gembanga !" Aafpa Roko eh penditi

NOINt-pOoi N hut paerupa S ada dalam

anpa Rokok masih belum patuh

i ditandai dengan nilai

awasan Tanpa Rékokissepertt adanya kaw
ata Jaar > (o)

ar 5.3 Distrilg ir ﬁ k3 atuhan KMaRokok
) 1e

cl )AL C

I tempat

Tidak Patuh
71%
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Bab VI
Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang keterbatasan pada saat dilakukannya
penelitian, kesesuaian dan ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil penelitian dengan

teori yang ada. Perbandingan diantaranya ditinjau melalui teori-teori kebijakan, hasil-

hasil pengkajian yang dilakukap.i itian yang terdahulu dan sudut pandang

peneliti sendiri atas cpawa -\ jomgyang dil akukan pada saat ini.

6.1 Keterbagas
Penelitiag
tiag ini hanya
cOkiyarg berada dreiagiai™Del AN sebagal

waktu
in d jemperoleh
g patut

jellimbangkan  dal agil me atu BpPenyel esaian aksanaan
keDl[akaadi Kabupate . H
Sulitr.Wnensi cioni sktu daia DAl ngu kebijakan
tertinggi di -".’o‘?q ‘ ggape elit' aemeperoleh informan

yang membi dq.

6.2 Efektivitas Kebijakan Kawasan
6.2.1 Anggar an Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

pa Rokok

Untuk mencapai efektivitas organisasi dalam membangun keberhasilan di era
otonomi daerah tergantung pada efektivitas dinas-dinas sebagai institusi pemerintah
daerah yang hadir untuk melayani masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai
pemegang saham, sehingga perlu perhatian serius dalam memberikan pelayanan.
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Semuanya memerlukan aparat pelaksana yang mempunyai hubungan kerja sama
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan visi, mis serta
rencana strategik organisasi (Tangkilias, 2005).

Menurut Griffin, 2004 Efektivitas adalah melakukan hal-hal yang benar dalam
kaitannya dengan interaksi antara organisasi dan lingkungannya, terutama
berhubungan dengan seberapa baik suatu organisas dapat memashami, bereaksi

terhadap dan mempengaruhi lingl mnya. Oleh karena itu mempertahankan

keselarasan yang tepat ante | . gkupgannya merupakan ha yang

penting untuk 3 53 ara organisas. dan

} (DBHCHT) tertuang

dal agfis U Konstitusi
No 3 g a ah telah
arsen)  dari

lingkunganig/s

a provins

»yang
Sd C & PI’O NG 12 SA gkut kepaja
prov fipaten/ kota disii Lo ﬂ oa posisi 30% Ih persen)

untukw penghasil, ) untuk kaWkota daerah
penghasif® 3 Y Atk ! kel Iairh
L% §

DBE ] gLKe = sifair "Specifie,. grand, dimana

penggunaanny ek Ui

diatur dalam P
peningkatan kualitas bahan , W |

sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai
ilegal. Selanjutnya kelima kegiatan tersebut dirinci lebih detil menjadi 21 (dua puluh
satu) sub jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam PMK 84/PMK.07/2008 jo. PMK
Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanks atas
Penyalahgunaan DBHCHT.

da ertentu sebagaimana

i‘) yaitu untuk mendanai

ri, pembinaan lingkungan sosia,
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Penggunaan dana tersebut salah satunya adalah untuk kegiatan pembinaan
terhadap lingkungan sosial. Kegiatan pembinaan lingkungan sosia pada dasarnya
mengatur dua hal, yaitu pertama ; pembinaan terhadap petani tembakau dan kedua
perlindungan terhadap dampak buruk dari rokok dalam bidang kesehatan. Pada
pedoman atau panduan penggunaan Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau
(DBHCHT) di hidang kesehatan dijelaskan tentang penggunaan DBHCHT terhadap
dampak buruk dari rokok terhadap
diperuntukan; pertama,_keg ¢ enetapan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) dan pe

penyedi aangfas r o) 2 2 arpak asap rokok.
\ - j ‘) N dan kegiatan
yangiidil3 Ja [ 3 DI S2 paten Lebak

sebd e Y G L et AN bidang
peféne g Derada d '
ditg eh Kemenikia

sehingga kegi aian ya gterenc 2

., di telah
m kan tentang 5 A ang patut dibiayai, tu | aksanaan
keg atwut indikatc h dicapai, stWan langkah-

langkah har f-#'f. . capal tuivan dari egiaherikllt kegiatan

L ¢

an. Dalam hal ini penggunaan dana dapat

empat umum, kedua ;

yang ditetap
1. Penetapa nNa
tempat umumﬂ
Tujuannya adalah: m a anpa Rokok (KTR) di berbagai
tatanan sebagai bentuk perlindungan pemerintah pada masyarakat terkait dampak

khusus merokok di

asap rokok, meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan KTR, membentuk sistim
pemantauan, pembinaan dan sanks terhadap pelanggaran KTR, sedangkan
indikator keberhasilan dalam kegiatan ini, terbitnya peraturan daerah tentang
KTR sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap dampak asap rokok,
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adanya peraturan daerah tentang KTR di berbagai tatanan, adanya sistim
pemantauan, pembinaan dan sanksi terhadap pelanggaran KTR yang melibatkan
masyarakat, meningkatnya perilaku kepatuhan terhadap KTR di berbagai tatanan.
Strategi yang direncanakan oleh Kementrian Kesehatan terkait dengan
pel aksanaan penggunaan dana bagi hasil cukal hasil tembakau diantaranya adal ah:
5.3  Upaya untuk membuat Peraturan Daerah tentang KTR, dengan langkah-

langkah yaitu : menyusun.a g.akademik tentang KTR guna memberikan

dasar ilmiah da pentingnya  pembentukan KTR,

: S dengan undang-undang

. ngPeraturan Daerah

D i3 / sun  pedoman

5. \ nada mnasy arok a6 langkah-

te 0 kawasartote ok pada
ppalidli | ak ukamsantara | a okakarya

N teptang kawasan tagpa rokokgddak dalam

K Papan, ku balik’ nenandaan

v pada masi §| R ¥y ukan penyebé informasi

wﬂg peratura fnpa. Asap chlda masing-

Ionbmba penerapan

55  Pemb psyar akai URITK dalam perencanaan,
pelak&an‘U“.t b I “langkah: Pelatihan bagi
pelatih (TOT) ten L"‘# akat setempat, pelatihan tentang

KTR yang dilakukan oleh masyarakat pada kelompoknya, memfasilitas

masyarakat untuk melakukan diskusi kelompok tentang KTR, memfasilitasi

masyarakat melaksanakan ketentuan KTR pada ruang lingkup yang telah
disepakati, memfasilitasi masyarakat membentuk kelompok kerja yang
memonitor pelaksanaan KTR dalam ruang lingkupnya.
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5.6  Monitoring dan evaluasi penerapan KTR dengan langkah-langkah: bersama
instans terkait menyusun sistem pemantauan pelaksanaan KTR yang
melibatkan berbagai komponen di masyarakat, meningkatkan kapasitas
SDM terkait pemantauan pelaksanaan KTR, menyebarluaskan informasi
tentang sistem penegakan hukum, pemantauan KTR, melakukan edukasi
pada pelanggar KTR tentang dampak dari pelanggaran yang dilakukan

secara berkala.
2. Tersedianya fasilitas p ) t Bgi penderita akibat dampak asap

bagl pere un pasif

rokok yang : pat dampak asap rokok

bak bagi D

ias perilaku baik

0 menimbulkan

kany perawatan

K aSap T0ka ingkatnya

ndikator asilan da { adalah igkatnya deteks dini
pak aSa ban d|

Vs’perilakuy ;« f“i apdi d pak asap 1t a perokok

gsarana pel ayWsehatan baik
Sapekok. h’
LY

2 pak asap rokok baik

ui‘an langkah-langkah

dampak asap rokok terhadap

erjadinya

At
N

kesehatan, membangun sistim rujukan untuk kasus yang tidak dapat

ditangani di tingkat pelayanan primer ke tingkat yang lebih tinggi,
melakukan ekspansi deteks dini pada unit usaha baik pihak swasta,
profesi maupun masyarakat madani, monitoring dan evaluasi kegiatan
deteksi dini.
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b. Meningkatkan akses terhadap konseling rehabilitasi perilaku baik pada
pada perokok aktif maupun pasif dengan langkah-langkah sebagai
berikut : menyediakan fasilitas konseling, meningkatkan kapasitas
konselor, rehabilitas perilaku bagi penderita akibat dampak asap
rokok bak aktif maupun pasif, menyusun jadwal dan sSistim
penerimaan klien, melibatkan masyarakat untuk  membangun

konseling, dan rehabilitas perilaku

monitorig se L € anseling.

kebutuhan (create g Ad
kesehatan balk bagi
asap rokok dengan
itas perawatan
aupun pasif di
el ayanan “Kest A ai K a perokok
aupun pasif, pée ek TOr e K membahas

kebutubaiedi da - feROgi : maupun

- 2kibat damieaks ag 1 A0 PeErawe khUSUS,

eralat O H > 0!- - a.aklbat
K .

‘ dampak asagifigkok
6.3 Resp itas Kehijaka sap Tanpa Rokok
6.3.1 Hubungaa '-1{:‘( : : “

Hasil pé endapal kahwa adal adlanya hubungan yang

secara signifikan lan per |
Lebak. Terbukti dengan an lv edeffiana yang digunakan menghasilkan
nilai signifikan adalah 0,075 (p value = 0,075). Hal ini senada dengan penelitian yang

i masyarakat Kabupaten

dilakukan oleh Dewi Seftiani dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Tingkat
Pengetahuan dengan Perilaku Sadari Pada Mahasiswa Fakultas IImu Keperawatan
Universitas Padjgjaran bahwa perilaku SADARI mahasiswa tidak berhubungan

dengan pengetahuan mereka.
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Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Sufra Rizkani
tentang Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Asertif Perawat dalam Membina
Hubungan Interpersonal di Ruang Rawat Inap Mawar dan Nusa Indah RSUD. dr.
Djulham Binjai bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan
dengan perilaku asertif perawat dalam membina hubungan interpersona di ruang
rawat inap mawar dan nusaindah RSUD. dr. Djulham Binjai (p value = 0,350).

Dalam hal ini peneliti berpemigigal_bahwa tingginya pengetahuan seseorang

tidak berpengaruh terhadag y I annya dalam melakukan aktivitas
merokok. Karey ang didasari dengan
pengetahugil ) : K ; i

perilaku of G 3 2 ] Phiasaen dan melekat

gpa Rokok, tetapi

pads 3 DAl ' : Uif@n sehingga
50l a0 Mencobs e - 2 i Ang disebut

Sy < IKOK.
an |amaana ! grsebut @ ergantung

dafiliberapa | aadiye. seseorarTgiind ) g@irokok. JikanSesmakin laméiSeseorang
me as rokd semaki herat juga
mel gdsa syndrom it ﬁk % aat perokok men nti karena
pengé“ya akan bah§ Kok, kerap k okok tidak

kuat dal

e d|h~ Hal ini yang
menyebabkag.s u-,,.,, #ﬂl\*‘w x—- .
6.3.2 Tingkat Kepe asyai * ‘
riﬁ

Responsivitas "Biggk "'!#"' juga banyak disebabkan oleh

belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran

birokras pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi
eksternal secara efektif oleh birokras terlihat pada masih besarnya gap yang
terjadi. Gap terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan
hahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan
birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Wahyuni, 2010).
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Dalam mengukur daya tanggap birokas terhadap harapan, keinginan
dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat merupakan tindakan responsivitas
pemerintah. Responsivitasjuga diperlukan dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan. Menurut Tangkilias (2005), responsivitas adalah kemampuan
oraganisas untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan
prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik

sesuai dengan kebutuhan dag s masyarakat. responsivitas dimasukkan

sebagal salah. . t sgiu indikator kinerja karena
responsivig : an orgashisasi publik
dalag aenuhi kebutuhan

ctidaksel arasan

Kukan oleh K adek™ Wik awardani

garun  Respensi vita8Petugas™ Pajak puasan Dan
an W ailmiaj ak Pad] ajikaRaiak Kantt an Pajak
PratamaaBafiting Selatal) TCiketalti dochwa reSpRsivitas petddes pajak

ruh seca if wajill ponsivitas

‘ pajak berpedgarh ifikan terhad an wajib

'Wlan ...' ji ) Wan terhadap
k . J

ol nya res erintah daerah akan
vHasil observasi tingkat
hatau pengelola di setiap Kawasan
Tanpa Rokok memiliki skor yang sebagian besarnya adalah kurang dari nilai
median (5). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar Kawasan Tanpa
Rokok yang ada di Kabupaten Lebak masih belum menganggap pentingnnya
mel aksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai kewajiban mereka.
Berdasarkan teori tentang responsivitas, maka Pemerintah Daerah
sebagal organisasi publik harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
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daam hal ini adalah penyelenggaraan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.
Pemerintah Daerah seharusnya memiliki kejelasan program. Kejelasan program
yang dimaksud dapat berupa adanya peraturan yang khusus mengatur tentang
Kawasan Tanpa Rokok, sumber dana yang digunakan dalam penyelenggaraan,
pedoman penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Tim Pengawas Kawasan
Tanpa Rokok serta bentuk sanks yang diberikan jikaterjadi pelanggaran.

Daya tanggap pemetis gacrah terhadap kebijakan kawasan tanpa

rokok dirasa masi
kebijakan

( BOnya kendala dalam pelaksanaan
) 5 AS am pel aksanaan secara

S } POlis Pamong Praja

y | EQ raturan daerah.

) [ ? ’@‘f C dukung dengan
pala € T afgkei ah sebagai

i daerah.
ga dengaiilel um diberikan,

mengingaildPenwa masy ﬁu cfipaken sasara am  penyeléngoaraan

I ini.
‘Bentuk penya M kepadla masyarakat r‘;ian yang
Wdalam pelak Tanpa ROWI penelitian

di an :"‘”r ehagtaldbesa™ mosyarak nbtahui peraturan
daerahgyaio menga i < Gk abupaten Lebak
meski  pé arstidalibes! arostme 0 tahun. Hal ini

terjadi kar i g .Wmemberikan informasi-

informasi tersebut. Mas mengatahul-peraturan tentang larangan merokok

atau Kawasan Tanpa Rokok hanya sebatas dari tanda peringatan larangan
merokok yang tertempel di tempat-tempat yang mereka datangi, bukanlah dari
pengetahuan yang mereka punya setelah mereka mendapatkan penyuluhan.
Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan menghirup udara
bersih dan sehat perlu ditingkatkan lagi, karena tidak sedikit dari mereka yang
memiliki pengetahuan tinggi masih melakukan hal-hal yang dapat
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menyebabkan dirinya dan lingkungan sekitarnya menjadi tidak sehat seperti
merokok di sembarang tempat. Kesadaran bahwa perilaku merokok di
sembarang tempat dapat membahayakan orang lain harus diberikan melaui
penyuluhan tentang bahaya rokok dan etika merokok, sehingga para perokok
mau melakukan aktivitasnya di area khusus merokok yang telah disediakan.

(N2
> <
< s

L ZaS>>
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Bab VI
Penutup

Dalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan
yang didapatkan dari penelitian serta saran yang bisa diimplementasikan untuk
meningkatkan efektivitas dan responsivitas kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai
eintah Kabupaten Lebak saat ini.

dengan kemampuan yang dimiliki

7.1 Kesimpulag ( )
Daiiff h ol D PS3 i , dapat disimpulkan
I 4

sebagai |
3 ! a0 ija anpa Rokok di

ang difa : : ' 3Us tentang

aweasan | anpa Rokok ‘dalam

kok dalam

seluruhn¥e san Ta R G nsK awasan

a Rokok.
4.? efektifnya lebijake sanakan di
K ateg Le ' 0 tara pemangku

kehi ctang pengo N da Faata H asi| Cukal Hasil

o
5. Belum respoensifnva .pe i

Kawasan Tanpa RokO

-}-l- \ = '.' =18

ak terhadap kebijakan
maksimalnya kinerja satuan Polis

Pamong Praja sebagai penegak peraturan di daerah.
7.2 Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian dan anaslisa peneliti tentang penelitian ini,
maka rekomendasi yang dapat diagjukan oleh peneliti adal ah:
1. Membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (terlampir).
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2. Pelaksanaan edutainment dalam sosialisasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
kepada masing-masing pimpinan Kawasan Tanpa Rokok dan masyarakat
sehingga menarik perhatian dan memiliki keinginan untuk menwujudkan
Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten L ebak.

3. Dibentuknya tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan pemeberian insentif
dalam melaksanakan tugas mereka agar dapat meningkatkan kepatuhan
terhadap kebijakan KawasagdigipaRokok di Kabupaten Lebak.

4. Mengadakan jejaring ebijakan yang diawali dari Pemda,
DPPKD patan Dinas Kesehatan

pemanfaatan dana
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Lembar Persetujuan

( Informed Consent )

Saya yang bernama Nurhasanah / 1406595041 adalah mahasiswi Pasca
Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kebijakan dan
Hukum Kesehatan Ugi 2. Penelitian ini dilakukan sebagai
slah sat 2 i menye'e ;
prograng ' : s asyarakat Peminatan
K ébija

u : S : Aan kebijakan
pkok di Kabuals s UK kepe Ay agterseout, saya

belajar mengajar pada

helitian ini.

bersedia, mohe angani  persetujuan ini_.sebapai  bukti
Org aan d N Ssemua
bu/bapak
berh ikut atau tidlak iKut befpertisipan tanpa ada sanks' dan konsekuensi

g diberikan By R SN untuk penelil X

buruk di dian hari, Jikasedaaiclyengkiskaigsaipaiami ibu/ dapat bertanya
langsung kepadz :ﬁ :i_\

Atas'pe eSeli aan 10U iTien;adi pa niPenelitian ini saya

ucapkan terima kagiia Ir . 11‘

b
Nama

Pernyataan : Bersedia/Tidak Bersedia

Lebak, 2016
Pendliti Informan

( Nurhasanah ) ( )
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Lembar Observasi Kepatuhan Di Fasilitas Pelayanan K esehatan

1 | Adanya Surat Keputusan dari pimpinan instansi tentang Vv

Kawasan Tanpa Rokok.

2 | Adanya tulisan/tanda kawasan tanpa| V

" ¢ 4 b 3
Lo N

8pada karyawe

S

o Wily
Bporan | _‘wi an F_ akhir.

adanya samyj ﬂ ﬂ lingkungan Vv

8 V

9 V

10 V
rokok
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Lembar Observasi Kepatuhan Di Tempat Proses Belgjar Mengajar

1 | Adanya Surat Keputusan dari pimpinan instansi tentang Vv
Kawasan Tanpa Rokok.

2 | Adanya tulisan/tanda larang ok ok/kawasan tanpa v

rokok yang tertera
Terseleng

rokg

adanya  samy.

¥ tempat prose
8 H pengawas v
9 TiH; hafriye’
seki et D
observast”
10 | Adanyakawase v
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Lembar Observas Kepatuhan Di Tempat Anak Bermain

L I A B R

Adanya Surat Keputusan dari pimpinan instansi tentang
Kawasan Tanpa Rokok.
2 | Adanya tulisan/tanda larang

3 okok/kawasan tanpa v

rokok yang tertera di
Terseleng
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Lembar Observasi Kepatuhan Di Tempat Ibadah

1
Kawasan Tanpa Rokok.
2 | Adanya tulisan/tanda larang ¥okok/kawasan tanpa Vv
rokok yang tertera di
4 | Adanya Vv

diba

b

ikl ol
terlihatnya o El g -@ I
v

ingkungan

asl.

10

&Kt (empat ibada i :
d#: e

A
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Lembar Observas Kepatuhan Di Angkutan Umum

1 | Adanya Surat Keputusan dari Organda tentang Kawasan
Tanpa Rokok.

2 | Adanya tulisan/tanda larang ¥okok/kawasan tanpa Vv

rokok yang tertempe

@8k terlihatnya g a-

H umum.
9 TiHJ:rn ano sedangeiner okok N

angk LI

10

Tidak tée

dalam angku
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Lembar Observasi Kepatuhan Di Tempat Kerja

1 | Adanya Surat Keputusan dari pimpinan instansi tentang
Kawasan Tanpa Rokok.

2 | Adanya tulisan/tanda larang ¥okok/kawasan tanpa v

rokok yang tertera d
yang ‘,

3 | Tersdleng i v
rokg ‘i ~- )

A ‘

.OOW! ‘ﬁrﬂ

cdanya Al gkungan
I tempat kerja K

pengawas

8 "Waail
9 Jerll JEW-@%\;‘: Vv

—II“.“ C

10

Adanya kawasal 5uS. per ok
Y -

‘.’
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Lembar Observas Kepatuhan Di Tempat Umum

el e YT

Adanya Surat Keputusan dari pimpinan instansi tentang
Kawasan Tanpa Rokok.
2 | Adanya tulisan/tanda larang

okok/kawasan tanpa| Vv

rokok yang tertera di
Terseleng

pengawas

9 Tl ik i'.r' =02 2 32 0% .\/
%k' gal UN
10 | AdanyaKawe v
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—

KUESIONER PENELITIAN

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI
KABUPATEN LEBAK

Petunjuk Pengisian
Isilah kuesioner ini secara berurutan

Sebelum mengisi, bacalah perintah atau petunjuk pengisian jawaban.

Isilah jawaban yang sudahi glengan menggunakan pul pen.

Berilah tanda € pOlEmea anggap paling sesuai

h d A | i am. kuesioner.

I it ?
1. Naka ' ...... NC sidoleh peneliti)
2, . e
3. 2iUS Kepegawaian : ‘
4. 1l akhir : Saller o8
- \
o L

| P8l Sedega
L eSS

LS/ [ Sederaldl

. Perilaku I\W . F

5. Apakah saat ini anda merokok.
Ya Tidak (langsung ke pertanyaan 15)

6. Apajenisrokok yang anda gunakan
Rokok filter Rokok Non-Filter
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7. Sudah berapalama anda merokok

|:| 1 -5 tahun

6 — 10 tahun
8. Apakah alasan utama anda merokok
Menambah kenikmatan

Menyenan

Men r )
d [

anro
n-lain an ...
9. ab ya
atang
10 batang
10. M erkiraan an
memu)ko
[ ]
[ ]500

11. Apakah peng
Ya

11 - 15tahun

> 15 tahun

)
-,

arinya

a ang

abiskan dal i untuk

L=

i iuatkan bagi anda

12. Apakah ada anggota keluarga/teman yang menasehati anda untuk berhenti

merokok

Ya

Tidak

13. Di manakah anda mel akukan aktivitas merokok

Ya

Tidak

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



14. Apakah anda sudah mengetahui kawasan tanpa rokok
Ya Tidak

[11.  Pengetahuan tentang bahay rokok dan kawasan tanpa rokok.
15. Berbahaya bagi siapa

Perokok itu sendiri
[ ] Orang di sekitar g

A

£

ang te falam

[ g

19. nda, apakah zatKi A rlaa p yang terkand rokok
-_ ? Tahu

20. MenMda, "r : [aiC o B Darayayalituier kan dalam rokok
[ ] 4 ‘:: » ki 0ok Tahu

21. Jikamenu ok dapciimenbahayal
keinginan unt 0 P
E Ada keinginan unttikille W ]
|:| Adakeinginan berhenti merokok dalam jangka waktu yang lama
|:| Belum ada keinginan untuk berhenti merokok

22. Orang yang menghisap asap dari orang yang merokok disebut
|| Perokok Pasif
[ ] Perokok Aktif

23. Menurut anda, seperti apakah kawasan tanpa rokok

apakah ada
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[ ] Areatidak boleh merokok
[ | Areatidak boleh berjualan rokok
[ ] Areatidak bolen memproduksi rokok
24. Y ang termasuk kawasan tanpa rokok adalah (jawaban boleh |ebih dari satu)
[ | Fasilitas pelayanan kesehatan
[ ] Tempat proses belajar mengajar
E Tempat bermain anak
E Tempat ibadg

25. 1 N 1 “a aite an kawasan ta _Eﬂm U abupaten

anda, af a0l ah yang

an rokok bagi

- tentang
L g o

27.MenM1d fr ada pe Ut yane i\ rtehg kawasan tanpa

rokok

[ ]Ada % | Tidak Tahu
28. Peraturan D g kawasan tanpa rokok
E Perda No.17 T O 0 enggaraan ketertiban, kesehatan

dan keindahan

[ PP N0.109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan makanan yang
mengandung zat adiktif bagi kesehatan

|:| Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
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29. Menurut anda, siapakah yang bertanggung jawab atas pel aksanaan kawasan tanpa
rokok
[ ] Unsur pimpinan
|:| Unsur pimpinan dan semua masyarakat
30. Apakah selama ini informasi mengenai peraturan larangan merokok sulit
didapatkan

EYa

31. Tujuan didirikannya

[ ] Tidak Tahu

*’ﬁmm apakal sosialisa

0SES belaj i
Pat kerja

ruh kawasan
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Pedoman Wawancara Pimpinan Fasilitas Pelayanan K esehatan
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan
Instansi

Pedoman wé il implementasi
k, sedangkan

vasi, kuesioner

009 tentang
paaran bahd 2ngandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl kesehatan da a | ebak N0 17 tahun

ang Peé

00 til ebersha eindahan
upasal 24 di pa HI “) g : pelaksand jakan KTR

d turunan)

2. Bagalﬂ -?—: A an ke ] “~-.,\F pahbk yang ada di
instansi Oh\.“ 8 DEASAr 3 -1

3. Jelaskan s kpe awasan Tanpa Rokok
di tempat yan ‘
4. Apayang telah Andal d "‘F'.‘I"‘ Sasikan kebijakan K awasan Tanpa

Rokok di instans Anda? Siapa sga yang terlibat dalam mensosialisasikan
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di instansi Anda? (probing :
insentif Pengawas)

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi)
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Pedoman Wawancara Pimpinan Tempat Proses Belgar Mengajar
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan
Instansi

Pedoman wé il implementasi
k, sedangkan

vasi, kuesioner

10 009 tentang
tang pengaimanan baha ’ngandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl kesehatan da a | ebak N0 17 tahun

ang Peé

00 til ebersiha eindahan
upasal 24 di pa HI “) g : pelaksand jakan KTR

d turunan)

2. Bagalﬂ -?—: A an ke ] “~-.,\F pahbk yang ada di
instansi Oh\.“ 8 DEASAr 3 -1

3. Jelaskan s kpe awasan Tanpa Rokok
di tempat yan ‘
4. Apayang telah Andal d "‘F'.‘I"‘ Sasikan kebijakan K awasan Tanpa

Rokok di instans Anda? Siapa sga yang terlibat dalam mensosialisasikan
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di instansi Anda? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara Pengelola Tempat Bermain Anak
Karakteristik Informan
No ;
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan

Instansi

Il implementasi
k, sedangkan

kuesioner

SRdcpat Ande < , s 009 tentang
PP No,1088.tahun 20 20an bahdt ngandung
iktif befgpa produk temba gi' kesehatan da ga Lebak NO 17 tahun
eindahan
an KTR

ang P 00 ik ebersina

Vpa&al 24 di k

turunan)

di tempat yan
4. Apayangtelah Andal ikan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di instanss Anda? Siapa sga yang terlibat dalam mensosialisasikan
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di instansi Anda? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara Pengurus Tempat |badah
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan

Instansi
Pedoman wé il implementasi
k, sedangkan

vasi, kuesioner

009 tentang
*ngandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl kesehatan da : NO 17 tahun

eindahan
jakan KTR

ang P¢ ebersina

bla pasal 24 di

turunan)

2. Bagalﬂ d
tempat jbada u.

3. Jelaskan s ang di Ounakar
di tempatibadﬂ =

4. Apayangtelah Andal 0 “-‘ﬂ’
Rokok di tempat ibadah? Siapa sgja yang terlibat dalam mensosialisasikan

g : pelaksané

.
?-i‘ pahbk yang ada di

sasikan kebijakan Kawasan Tanpa

awasan Tanpa Rokok

kebijakan ini? (probing : peran pengurus)

5. Jelaskan mengenai pengawas kawasan tanpa rokok di tempat ibadah? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara Pimpinan Tempat Kerja
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan
Instansi

Pedoman wé il implementasi
k, sedangkan

vasi, kuesioner

009 tentang
t _J‘ pen “ r_-.ﬁ bah el gandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl kesehatan da a | ebak N0 17 tahun

ang Peé

00 til ebersiha eindahan
upasal 24 di pa HI “) g : pelaksand jakan KTR

d turunan)

2. Bagalﬂ -?—: A an ke ] “~-.,\F pahbk yang ada di
instansi Oh\.“ 8 DEASAr 3 -1

3. Jelaskan s kpe awasan Tanpa Rokok
di tempat yan ‘
4. Apayang telah Andal d "‘F'.‘I"‘ Sasikan kebijakan K awasan Tanpa

Rokok di instans Anda? Siapa sga yang terlibat dalam mensosialisasikan
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di instanst Anda? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara Pimpinan Angkutan Umum
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan
Instansi

Pedoman wé asi| implementasi
yang di e, pk, sedangkan

vasi, kuesioner

009 tentang
paaran bahd *ngandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl keésehatan da a | ebak N0 17 tahun

ang Peé

00 til ebersiha eindahan
upasal 24 di pa HI “) g : pelaksand jakan KTR

d turunan)

o~ -
2. d os. ) A yre G ] . 3 k aj d
Bagal ﬁ ‘ ‘B “ pahb yang ada di

angkut iRkl

3. Jelaskan s

di angkutan uﬁ'. ‘ .

4. Apayang telah Andal g H-‘ﬂ’

Rokok di angkutan umum? Siapa sgja yang terlibat dalam mensosialisasikan

awasan Tanpa Rokok

N ol

} Sasikan kebijakan Kawasan Tanpa
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di angkutan umum? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara Pimpinan Tempat Umum
Karakteristik Informan
No :
Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir :
Lama Bekerja
Jabatan
Instansi

Pedoman wé il implementasi
k, sedangkan

vasi, kuesioner

009 tentang
tallf pengammaran bahd *ngandung
gt adiktif berupa produk tembakall bagl kesehatan da a | ebak N0 17 tahun

ang Pe ebersiha eindahan

00 til
upasalmdi pa HI “) g : pelaksand jakan KTR

d turunan)

.
2. Bagalﬂ --‘,,; an ke | .- il ?-‘.‘ pahbk yang ada di

instans (ara

3. Jelaskan s kpe awasan Tanpa Rokok
di tempat yan ‘
4. Apayang telah Andal d "‘F'.‘I"‘ Sasikan kebijakan K awasan Tanpa

Rokok di instans Anda? Siapa sga yang terlibat dalam mensosialisasikan
kebijakan ini? (probing : peran pimpinan)

5. Jelaskan mengena pengawas kawasan tanpa rokok di instansi Anda? (probing :
insentif Pengawas).

6. Bagamana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).
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Pedoman Wawancara ASDA 1V Pemda L ebak

Karakteristik Informan
No :

Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir
Lama Bekerja
Jabatan

Instansi
Pedoma * . = of 3 | il implementas
di dal e, P : ‘ : bk, % sedangkan

apaian hasi| ’ : Nila i lembe e kuesioner

I
Eol Ul el e

pa pendapat Anda gigksanaan UU No 3 9 tentang

09 tahlig pengamananibahan v gandung

3 upa p o) —— plan Peré 17 ta.hun
W‘xtang Penye % “ a Kebersih
kW pasal 24 di v JaK'? ()

g : pelak
i i N
2. Bagaimana -deng -w’-f:- aksanag gkl Kaw -L' na Rokok yang ada di

milik swasta?
(probing : sar
3. Jelaskan sumber dana i

di Kabupaten Lebak baik di t
(probing : Dana).

eindahan
ijakan KTR

sanaan Kawasan Tanpa Rokok
milik Pemerintah maupun milik swasta?

4. Apa yang telah Pemda lakukan dalam mensosialisasikan kebijakan Kawasan

Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak? Sigpa sga yang terlibat dalam
mensosialisasikan kebijakan ini? (probing : peran Pemda)
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5. Jelaskan mengenai pengawas kawasan tanpa rokok di Kabupaten Lebak baik di
tempat milik Pemerintah maupun milik swasta? (probing : insentif Pengawas).

6. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).

¢
>
<

“w
>
L ZaS > 7
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Pedoman Wawancara Dinas K esehatan Kabupaten Lebak

Karakteristik Informan
No :

Nama
Tgl Lahir
Pendidikan Terakhir
Lama Bekerja
Jabatan

Instansi
Pedoma * . = of 3 | il implementas
di dal ' ; 3 : Dk, sedangkan

apaian hasi| : Nilai | lembe > kuesioner

I
Eol Ul el e

pa pendapat Anda gigksanaan UU No 3 9 tentang

09 tahur gengamananbahan y gandung

rupap s g jlan Pere > 17 tahun
W‘xtang Penyg % “ a Kebersih
paml 24 di 0 0ak? (p

g : pelak
dan pwuru A "-s‘}
2. Bagaimana -deng "-f:- aksanaag aka -v}h' na Rokok yang ada di

milik swasta?

(probing : sar
3. Jelaskan sumber dana [ sanaan Kawasan Tanpa Rokok

di Kabupaten Lebak bak di t milik Pemerintah maupun milik swasta?
(probing : Dana).

eindahan
jjakan KTR

4. Apa yang telah Dinkes lakukan dalam mensosialisasikan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok di Kabupaten Lebak? Siapa sga yang terlibat dalam

mensosialisasikan kebijakan ini? (probing : peran Dinkes)

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



5. Jelaskan mengenai pengawas kawasan tanpa rokok di Kabupaten Lebak baik di
tempat milik Pemerintah maupun milik swasta? (probing : insentif Pengawas).

6. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?
(probing : Sanksi).

¢
>
<

“w
>
L ZaS > 7
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Matrik Wawancara Mendalam Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Lebak

No | Pertanyaan Al Araf SKY
Games
1 | Pelaksanaan Sudah Belum
dari Perda mengetahui | mengetahui
No.17 Tahun perda tentang
2006 Tentang tentang K3, | peraturan
Penyelengga- tapi kawasan
raan pelaksanaan | tanpa rokok,
Ketertiban, -nya belum | pelaksanaan
Kebersihan, maksimal. | sebatas
Dan penempelan
Keindahan. tanda
larangan
merokok
merokok | di
H dosen da
saung
2 | Sumber dana | Sumber  danag, Penve "“"*'Ell'::_:_:,.@f:- Tanda Tempelan | Tempelan
yang baik untk  an kawasan | larangar 0" arangan tanda tanda
digunakan sosialisasi ANPATOK OK =M ESOKE . mal_Ol Gl OKESIKS merokok larangan larangan
dalam KTR, maupun | did& oF * Hlis dan merokok merokok
menyelengga- | pembangu-nan | pihak lembagal| d !Ww penyelenggara | kawasan dan didanai oleh
rakan area smoking asing | an sosialisas | tanpa rokok | kawasan kantor Pusat
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Kawasan didanai  oleh supir,  dapat | Kawasan didanai oleh | tanpa rokok | di Jakarta
TanpaRokok | Dana Bagi diklaim kepada | TanpaRokok. | kantor Pusat | didanai oleh
Hasil  Cukai penanggung yang berada | Pemda
Hasil j di Cikini. bagian
Tembakau. Kesgahtera
-an Rakyat.
Upaya yang | Penempelan Penempelan | Tidak ada| Tidak ada
dilakukan tanda larang anda upaya lain | upaya lain
dalam merokok eringatan | selain selain
sosiaisas kawasany b angan penempelan | tempelan
kawasan asap (0] DK tanda tanda
tanpa rokok, | pelati hao larangan larangan
dan yang | petuges merokok di | merokok di
terlibat dalam | pro "\ dalam arena
sosiaisas kese . magjid dan | bermain.
tersebut Kawasan
Tanpa
Rokok.
Insentif Tidak Aok ada | Pengawas | Tidak ada
Khusus untuk | insentif kh sentif di dalam | insentif
pengawas dialokasikan khusus magid khusus bagi
Kawasan untuk jahitaST ISR BRIV S, - ntuk merupakan | pengawas
TanpaRokok | pengawas are ugas mengawasl | pengurus KTR di
KTR di dinas| Ta < NE kawasan magjid arena
kesehatan, | apa tanpa rokok | sendiri, bermain,
karena pada stasiun | tanpa ada | karena
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mengawasi
adalah bagian
tugas dari
satpam kantor
Dinas
Kesehatan.

Jka terjadi
pelanggaran

mengawasi
KTR  ddam
bus.
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adau insentif mengawasi

rangkaian khusus adalah

kereta api, | untuk bagian
karena kegiatan pekerjaan

mengawasl | mengawasi. | bagi

karyawan

tersebut.

Sanksi Sanksi

berupa berupa

o |ika | teguran. teguran.

datan
pertama di

5 , gkaian
kerata api.
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NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
Bab | Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan
Yang Mengandung Zat Adiktif JB8mipa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
menyebutkan bahwa Kawass adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang ‘ I memproduksi, menjual,
mengiklankan, tembakau. Dalam
penyelenggaraz ajib  mewujudkan
Kawasan

da s perokok,
okok. Menurut
obacco use and
eninggal
r . 8 detik))
gho/tobacco/en) Sgumi an akibat rokoK teres"meningkat dari

ahun 1998 E : 2007 (Renstra Ke ). Perilaku
pendud - ' asi 1 belting, terj a0iep nan dari
0 Cerunggaeni Ngke er seistahun enjadl’ 36,3 persen

tant Skesdas,

aten L ebak ' palegil yang memllw perokok
terti ua menurut :-' adausia 10 tahun Riskesdas
2007): pentingnya an diantaran terjadinya
pening@esal perokekes : Batallin seb. a kasus-kasus
yang seringe beyj f:i': : , '-',]';* hasarTokok dunia yang

paling lemah m.______; S 2 i PTM_ (kanker, jantung,

hipertensi StFok OKSfMenempati urutan

nomor 2 belanja/p fa 5 o-

Penetapan anp "ﬁ’ ya perlindungan untuk
masyarakat terhadap ristka.gi \gw;i* ; an karena lingkungan tercemar
asap rokok. http://dinkes.tabalOfgka 12/kawasan-tanpa-rokok/).Beberapa
Bahaya menjadi perokok pasif adalah paparan asap rokok orang lain merupakan
penyebab dari kanker paru-paru, penyakit jantung, kelahiran bayi dengan berat badan

rendah, dan penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis, serta masalah kesehatan
lainnya.

1.2 Identifikasi masalah

Tingginya persentase penduduk kabupaten Lebak sehingga menduduki
peringkat kedua dalam kebiasaan merokok pada usia di atas 10 tahun (29,4%)
membuat pemerintah daerah harus berusaha menurunkan angka persentase kebiasaan
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tersebut terlebih pada usia sekolah. Peraturan pemerintah No 109 Tahun 2012 telah
mengamanatkan bahwa masing-masing daerah agar membuat peraturan daerah
tentang kawasan tanpa rokok.

Murahnya harga rokok membuat peningkatan pada perokok pemula yang
umumnya adalah generasi muda. Banyaknya anak usia sekolah yang sudah mengenal
dan merasakan rokok akan membuat mereka merasa ketagihan dan kecanduan segjak
dini sehingga para pemuda yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa
Indoensia tidak lagi dalam keadaan sehat secara optimal. Tidak adanya pengawasan
ketat terhadap konsumsi rokok di kalangan pelgjar juga membuat mereka dapat
menikmati rokok secara bebas.

Tidak ada tingkat paran asap rokok orang lain bagi
nonperokok. Setiap i ( 4 acfnggel. Dari semua kematian
dini perokok pag I*'- ) angan perempuan dan
28 persen (166 E Isiko terkena kanker
paru-parugSebe 3 ) dan.jantung koroner
akut sebeSamP" I A )a-foKok/).

13 g 0 T ujuag

i stisur \aske acuan atau

Sepenyusunan dan cangan Peratlran Daegdhl Tentang

anpa Roke

i Ofta dari pamitcian Pelg erall | nigéelal ain:
juic m:

)Er| pea

penyslenggaraan Ka

an Khusus:

: anya pening
- va Peratuii
- -- Aﬁf

dalam

itu sumber hukum material dan
Ka ah akademik ini disusun berdasarkan
logika input-proses-output, sebagai berikut:

a. Input, ialah segala sumber informasi yang tersedia untuk membangun justifikasi
adanya masalah kesehatan di Kabupaten Lebak, upaya promos kesehatan yang
sudah dilakukan, kebijakan dan strategi yang sudah ada, dan pemanfaatan
perkembangan teknologi/ ilmu pengetahuan. Jenis data yang digunakan ialah data
sekunder, yang terdiri dari literatur atau bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier yang diperoleh dengan melakukan penelusuran melaui bahan-bahan
kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan (dalam dan luar negeri), pusat
dokumentasi hukum, dan mediainternet.
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b. Process, ialah kagian justifikas perlunya Kawasan Tanpa Rokok, serta
inventarisasi peraturan yang relevan.

c. Output, ialah hasil kajian berupa argumentasi, arah pengaturan, dan ruang lingkup
Rancangan Peraturan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan
Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalg
1.3 Maksud dai

1.4 M ol ,

8 1.|

Ban V'L andasan Konstiision |I
4.1 L apdasan Konstitusonal
4 dasa 0SOfIS

andasan

4.4 |and
4.5 Peratura
Materi Mug
5.1 Kawasal
5.2 Pembes

S, Sosu ologis, da
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Bab |1 Tembakau dan Rokok

2.1 Dampak Negatif Rokok Bagi Kesehatan

Tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang dapat dicegah.
Konsums tembakau merupakan hal yang umum karena harganya yang relatif
terjangkau, pemasaran yang tersebar luas dan agresif, kurangnya pengetahuan akan
bahaya yang ditimbulkan, serta inkonsistensi kebijakan publik terhadap penggunaan
tembakau. Kematian prematur Kai kau biasanya terjadi rata-rata 15 tahun
sebelum umur harapan hidug _ p.diperkirakan terdapat 6 juta orang
di dunia meningg : .‘ ! lonesia). akibat penyakit terkait
tembakau. Um ; te 1 memerlukan waktu
bertahun-tal F DK pi msehingga epidemi

penyakit ; k& KE }- ang akan terus
meningk
iyl i a Kenker paru,

gangguan
fan insiden
ang pada

Ngat besar,
merokok
ematian

000 bahan

berbahaya padesseiateng rokok,

$ atang rOKe
yang memh

1. Kw?noksda v
erap N Knalp Sbwleini Di gikat diri pada
hemoglobl r, W ) ?k enghalang penyediaan
oksige aham tibt

Tar.
K etika merokgk, Kanduiil akan ikut terhisap. Zat ini akan
mengendap di paru-part d o Olainp 20 a kinerja rambut kecil yang
melapis paru-paru. Padigha ‘*”mﬂ"‘ 2 bertugas untuk membersihkan
kuman dan hal lainnya keluar da 0-parul.
3. Gasoksidan.
Gas ini bisa bereaks dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih
meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat penggumpal an darah.
4. Benzene.
Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada
tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti
kanker ginjal dan leukimia.
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Kandungan zat kimia dalam sebatang rokok dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :
"f. — mﬁmmﬂﬁﬂﬂ]

Tohu ke

TimeilinArosamine
Mipthes | en =
|l g

ThE
ol ninin Lol konnib sipl

LI
= 7o Pokrnium -2

Biaya kegehaie atke k Tam e Myang dikaitkan
dengan peagguinat ilunesat 2p_tahen. Sementara itu,
data Bada™ E ) menterian  Kesehatan
menunjukkan MeSKT Penetliigs G mencapa triliun pada 2010,
pengeluaran makra .'fr’ ' a triliun, yang mencakup
pembelian rokok dari masyiak BR(RPL38N trililmy; hilangnya produktivitas akibat

cacat di usia muda (Rpl105,3™tri flan " pengeluaran untuk perawatan medis
(Rp2,11 triliun). Fakta ini sgatinya memberi konfirmasi bahwa kerugian yang
ditimbulkan oleh rokok lebih besar ketimbang manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Porsi pengeluaran untuk rokok pada rumah tangga perokok juga cukup
dominan sehingga mengurangi porsi pengeluaran untuk kebutuhan yang esensial
dalam pengembangan dergjat kapabilitas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
dan asupan protein. Pada 2005, pengeluaran untuk produk tembakau—termasuk
rokok— mencapai 11,5 persen dari total pengeluaran rumah tangga perokok, lebih
tinggi dari pengeluaran untuk pendidikan (3,2 persen), kesehatan (2,3 persen), serta
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sumber asupan protein seperti ikan, daging, dan susu (11 persen). Sebanyak 68 persen
rumah tangga di Indonesia memiliki pengeluaran untuk rokok (Susenas, 2009).

Prevalenss merokok pada penduduk kelompok usia muda juga sangat tinggi.
Hasil Global Youth Tobacco Survey 2014 menunjukkan bahwa 19 persen penduduk
pada kelompok umur 13-15 tahun adalah perokok. Padahal, kerusakan yang
ditimbulkan dalam jangka panjang akibat kebiasaan merokok pada penduduk usia
muda merupakan potensi yang hilang. Prevalensi merokok pada masyarakat miskin
ternyata juga sangat tinggi. Hal itu tercermin dari tingginya pengeluaran penduduk
miskin yang dialokasikan untuk membeli rokok. Hasil perhitungan Badan Pusat
Statistik (BPS) memperlihatkan, sum g pengeluaran untuk rokok terhadap garis
kemiskinan menempati posisi gl uaran untuk beras.

BPS mencaiaigpéd 0 C aran untuk rokok terhadap
garis kemiskings ; 7 persen di pedesaan,
jauh lebih ting 3 ; |dikan yang hanya
sebesar 2,46 1 . arakat miskin

Indonesi alebi / ' k pendidikan.
23 ol VIerOKO \

erupakan regpon/réaks sedfeng indivic
be daciletar maupun dari dale iny&" Respon_ini dapat
tingiake Derpi s erpenadepat; bersike N it (M
| kesgh dapat_ dirdmuSkanlsebagel’ beptuk e

ingku 2 3 pNgKut 18
gsehatan. Perilaku @k f d gkan perilaku pas
tahuan, persey w -
u manusia : v kebutuhan. gMenugut Abraham
Harold'Mesiow, manusia "h"“:iﬂ 2 .'"'n.l....n... , yakni :
h h S Q @Ng ok utama, yaitu

H2, H2@ dita kebutuhan ini tidak
terpent aeterjedi ketrdakseimbangan fisielegi Asalnya, kekurangan
02 yarfe N sesala 5 dan Keke O dan elektrolit yang

b. Kebutuhan r w ) terhindar dari pencurian,

penodongan, peramp ain. b) Rasa aman terhindar dari
konflik, tawuran, kerusuhan, peperangan dan lain-lain. ¢) Rasa aman terhindar
dari sakit dan penyakit d) Rasa aman memperoleh perlindungan hukum.

c. Kebutuhan mencintai dan dicintai, misanya : @ Mendambakan kasih
sayang/cinta kasih orang lain baik dari orang tua, saudara, teman, kekasih, dan
lain-lain. b) Ingin dicintai/mencintai orang lain. ¢) Ingin diterima oleh
kelompok tempat ia berada.

d. Kebutuhan hargadiri, misanya: @) Ingin dihargai dan menghargai orang lain
b) Adanya respek atau perhatian dari orang lain ¢) Tolerans atau saling
menghargai dalam hidup berdampingan.

lus yang
if (tanpa
ndakan).
amnan_dan interaks
dan sikap
tampak,

i -
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e. Kebutuhan aktualisasi diri, misalnya : a) Ingin dipuja atau disanjung oleh
orang lain b) Ingin sukses atau berhasil dalam mencapai cita-cita c) Ingin
menonjol dan lebih dari orang lain, baik dalam karier, usaha, kekayaan, dan
lain-lain.

Menurut Green dalam buku Notoatmodjo (2003), menganalisis bahwa
perilaku manusia dari tingkatan kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat
dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni faktor perilaku (behaviour causer) dan faktor
dari luar perilaku (non behaviour causer). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan
atau terbentuk dari 3 faktor yaitu :

1. Faktor—faktor predisposisi posing factors), yang terwujud dalam
pengetahuan, sikap, kepel ilai-nilai dan sebagainya.
2. Faktor—faktor pemdtl ) t grwujud dalam lingkungan

fisik, terseg aS glau sarana-sarana 17

trasepsi, jamban dan

0

alam sikap dan
kelompok

kan oleh
# arakat

aku para
emperkuat

A perlindungang u masyarakat

ﬂ'“-.M..r lingkungan asap rokok.

2' 8K aNasar Tanpa ROkO

K A\ ASA Tar]pa -i
terhadapisike ancaman o....u#,—.n k

Tujuan e Al unk oka kesakitan
dan/atau anka If ‘ J}-‘m asyarakat untuk hidup
sehat, mening ARPLOOQUKHVIEES KE! 2 Vang=opttTIcl sl vl kualitas udara
yang sehat da beS_Tarl FOKO! angka perokok dan

mencegah peroko : aryang sehat.
Menurut Un W a 009" Tentang Kesehatan, yang
merupakan kawasan tanpar aadal ah:

1) Fasilitas pelayanan keﬁehatan.
Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah seluruh tempat pelayanan
kesehatan baik milik pemerintah maupun milik swasta seperti : Puskesmas,
Rumah Sakit, Klinik, dan lain sebagainya.

2) Tempat proses belgjar mengagjar.

Tempat proses belgjar mengajar yaitu sekolah milik Pemerintah dan swasta dari
tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat pendidikan tertinggi, baik
terselenggara secara formal, non formal maupun informal.
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3)

4)

5)

6)

Tempat bermain anak.

Tempat bermain anak adalah tempat yang biasa anak-anak gunakan untuk
bermain bersamabaik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Tempat ibadah.

Tempat ibadah yang dimaksud adalah seluruh tempat ibadah yang agamanya
diakui oleh Negara Indonesia seperti masjid, gereja, vihara, pura.

Angkutan umum.

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kendaraan darat, air, dan udara.

Tempat kerja
Tempat kerja adalah tiag pgan tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimanasteq i poesering dimasuki tenaga kerja
untuk kepe UG g | e atau sumber-sumber
bahaya.
Tempat u
Te

)leh masyarakat
untuk kegiatan
kal. Yang
ntu  yang
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Bab |11 Evaluas dan Analisis Peraturan Terkait

3.1 Proses Pembuatan K ebijakan K esehatan

Pada bagian ini disgjikan beberapa proses dan model pembuatan kebijakan
secara umum. Selanjutnya disgjikan proses pembuatan kebijakan kesehatan sesuai
dengan naskah akademik yang dibuat.

Kebijakan publik pada dasarn
mengatasi permasalahan terteg
mencapai tujuan tert

am yang

dalam rangka p i
bangsa(Ayum ‘ 'l
dari pem
dan k
ak-praktek

ed prograntafigoal SVl ue AN practies). Ja 'son (2011,6)
jkannya sebagai a reldive StéblefPurposive course of action owed by
Set of 20l | NGPyvi B a robl emmie & of CO [homas R
endefinisik c0ij ax Lblik  sebapal wsegala_seSuetu yang

adal ah suatu keputusan yang dimaksud untuk
gkukan kegiatan tertentu, atau untuk
baga pemerintah yang berwenang

> ara dan pembangunan
|jakan yang berasal
asi, pertahanan,
(ar bersh,

d laswell dan

Yintah, o 3 al hasi al sebuah
kehidtpan bersama tampil herbeda(puk lic atever gove sichoose to
do @ do. Public g i : enment do, why the And what
differ kes”. JameSilEe ard (2008,18)gmendefinisikannya

sebag ess or a ey [ESIOF Rc -. eFfimenta activi!’ decisions that
are desig emeg seie :"’f S Ragin

Menurutia w\k— Ibublik sebagai alokas
nilai-nilal Seca ofitatif “tntukkeseluruhan masyarakal NI didasarkan pada

ntan " sayale ) dapat bertindak secara

argumentasi E&8 a ha ‘?"

otoritatif terhadap .E a tindakan pemerintah
itu merupakan hasi™p w wm Robert Salisbury
(Luankali, 2007) mengemu 3 an publik terdiri dari keputusan-

keputusan yang bersifat otoritatif “etau mengandung sanksi atau aktor-aktor
pemerintah sebagal outcomes atau outputs dari proses-proses pemerintahan. Outputs
mengacu pada keputusan-keputusan sebaga hasil dari kebijakan publik dan akibat-
akibat dari hasil-hasil yang ingin dicapai dan outcomes mengacu pada outputs politik
yang sifatnya sekunder, tersier dan seringkali mengacu pada konsekwensi-
konsekwensi yang tidak terduga dari suatu output.

Menurut Dunn dalam Winarno, 2014 proses kebijakan publik terdiri dari lima
tahapan, yaitu :
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1. Penyusunan agenda (agenda setting), adalah suatu proses agar suatu masalah
bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Para pejabat yang dipilih dan
diangkat menempatkan masalah pada agenda kebijakan. Sebelumnya
masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke
dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda
kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin
tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi
fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan terteentu
ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi kebijakan (poli gulation), adalah suatu proses perumusan

pilihan-pilihan atau g asalah oleh pemerintah. Masalah

yang telah g : dibahas oleh para pembuat
kebij ak o VIEs; 2F . uk kemudian dicari
pemeca as : preebut  berasal  dari
beiligg . halnya dengan
bijakan, dalam
g funtuk dapat

ood

s dimana
gan kriteria

yang tarus dipenuhi, ; gfsebut, dan
jMana prosessatau Stral ij i ari sekian

it kebijekan yang , : ebijakan,

ya sala ‘ L ehiia . ' dengan

Jon dari
Keputiisan peradilan

Daga atau

- ementasi kebij antaiion), adalah & roses untuk
akan kebi asi|. Pada t iipperlu adanya
w sumbesi¢ =NYUSUn&i-organi sas p{.% kebijakan.
Suatt’ prg iﬁi’ : m;:‘.] *Catatan elite, jika

progra _terseg k Kakena itu, keputusan
progFery e giover SOt eI o massizh
harus di 25 3 dilek sapakan "o hatlan-badan administrasi
maupun ad pee * ‘ﬁ . Kebijakan yang telah
diambil dilaksanakagel g tradministrass yang memobilisasikan
sumberdaya finansial da Padd tahap ini, berbagal kepentingan akan
saling bersaing.beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para
pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentag oleh para
pelaksana.

5. Evaluas kebijakan (policy evaluation), adalah suatu proses untuk memonitor
dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah
dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sgjauh mana kebijakan
yang dibuat telah mampu memecahkan masaah. Kebijakan public pada
dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini,
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu,
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ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk

menila apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Di Indonesia, proses perancangan kebijakan melibatkan 2 lembaga negara
yaitu DPR dan presiden. RUU yang digjukan baik dari DPR, presiden maupun DPD
akan dibahas pada rapat paripurna DPR, hal ini karena DPR yang berwenang untuk
membentuk UU dengan persetujuan Presiden. Mekanisme penyusunannya tertuang
Undang-Undang. Metode perancangan peraturan perundang undangan di Indonesia
tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan.

Berdasarkan paparan di aias 8t _dismpulkan bahwa dalam penyusunan
suatu kebijakan/Undang undai waturan hukum yang berlaku di suatu
negara dengan meamperk 3 y ang ada seperti  hukum
adat/norma/huk

3|

i

3.2 Metod

suetu kegiatan

mik yang

s normatif

< der yang
pengadilan, perfanyran; rak, atau
itian, hasil pengkeyi referens

kap melalt i@n Informasi
r, tinjd k@ y ganisas ur, tugas
pokek “dan fungs terhadap, aga o -4- 5 yang terkait di_bidanggikesehatan

masy Penulusuran raa ” D) ¢ eektrionik elektronik.
Penul engan medi’ jurnal, artikwun database
jurnalh%g berbaya ANQOE piversitas Ind maupun yang
tidak ber . Med ‘f i amio 1 Jurn aupun peraturan

perundang-undanéi
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Bab IV Landasan Hukum

4.1 Landasan Konstitusional

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana warga negaranya
harus hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan hukum yang ada
dan UUDNRI adalah sumber hukum tertinggi dimana seluruh peraturan yang ada di
bawahnya harus mengacu pada UUDMNRI yang berfungsi sebagai aat kontrol bagi
norma-norma hukum yang lebihy san tanpa rokok wajib diselenggarakan
oleh Pemerintah Pusgl de t 8l sesual dengan amanat yang
terkandung dalarg A . kemudian daripada itu

untuk memben S| melindungi segenap
ayak bagi
dkan 'ngkungan yang B h N seéhat dengan membatas Kawasan Tanpa

tuk memajukan
tiap e g ’W
' 28H ay? \ g berha lahir dan
4.2% 1losofis H
-kok pada ds e - megtip: bentuk pedng dapat

kawasan tanpa

. ment an ling dan sehat

meng kesehatan ftan masyar bentukan
rancang uran_Da wadan. Rokok m an bagian dari
pemenuhantuj uag ﬁ aten |gebak, i ] \?‘ paten yang aman, amin

s

pahwa ““tiap-
eroleh pel@d ataif® Upaya yane kukan untuk

dan uman. gsa ..,, 2bupai ebak_agei. terciptanya rasa
aman dikta =1 perlindungan  diri
pribadi, keluarga ™ Kenormaten, dmartahal penda  yang dibawah
kekuasaannya, serte alas | * da etakutan untuk berbuat,
atau tidak berbuat sesuaty, -y h]w:* AKlisasi, hak hidup sejahtera lahir batin,
bertempat tinggal, dan mendapatka pkungan hidup yang baik, dan sehat, serta

berhak mernperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.3 Landasan Yuridis
Aspek yang berkaitan dengan hukum dalam pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, dikaitkan dengan peran hukum

baik sebagal pengatur perilaku, maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu
masal ah, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum. Aspek yuridis ini sangat
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diperlukan, karena adanya peraturan dapat menjamin kepastian
dan keadilan dalam penanganan akibat mengkomsumsi rokok ini. Peran dan fungsi
hukum berguna dalam pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap
penggunaan rokok masih bersifat sektoral dan parsial, sedangkan kebutuhan akan
pemenuhan aspek tersebut adalah adanya Peraturan Daerah yang menjadi payung
hukum di Kabupaten Lebak dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa Indonesia
di masa mendatang.

4.4 Landasan Sosiologis

Pertimbangan  sosiolggi
kebutuhan yang dialaii
pengendalian. O :
Tanpa Roko

s gan permasalahan empiris, dan
0 - Y agkut tentang pengaturan dan
D erah tentang Kawasan

el ahan yang berkaitan
KBRK ebiasaan dari
fianggap merupakan
ana mayoritas
schagian  ulama
fdanp ruk yang
sangat

dampak
deagan cara

4. Roattlra Taka”:

B epagapa peratura 1 diterbitkan te engan penyel Kawasan

Tanpa ROKOKgdi antaranyaadatal Wan

a. Undang®®ndag ublTk SF: 1 Tant tent

b. Undang-Unda f ﬁﬁkﬁ"

113 sampa

Undang-Undal
Anak.

d. Undang-Undang Republi
Manusia

e. Undang-Undang Republik Indones
Konsumen.

f. Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

g. Peraturan Pemerintah No0.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi
K esehatan.

h. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.

umah Sakit.

C. ahu 02"tentang Perlindungan

Ahth 1999 tentang Hak Asas

a No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
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i. Instrukss Menteri Kesehatan No.84/Menkes/Inst/I1/2002 tentang Kawasan Tanpa
Rokok di Tempat Kerja dan Sarana K esehatan.

j. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No0.4/U/1997 tentang
Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.

K. Instrukss Menteri Kesehatan No.161/Menkes/Inst/I11/1990 tentang Lingkungan
Kerja Bebas Asap Rokok.

(N2
> <
< s

L ZaS>>
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Bab V Materi Muatan

5.1 Ketentuan Umum

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan
spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa
bahan tambahan. Sedangkan Kawasanglanpa Rokok adalah kawasan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiai s, penjualan, iklan, promosi, dan/atau
merokok.
Kawasan tanparg

.di pergunakan untuk
Deinerintah dan/atau

2. Bl G ¥ d faatkan untuk
- e ﬁ/ﬂ agelolaan spendidikan

atau B pulnya
grarperuntuk bagEkeni
ibadahadalaht at viang di ) ke .
tan ch ale ' - - apét berupa
kendargafiidlerat, air da
erja o

ak dan/atat} 110U akan un
atkan konp . ) termasuk
oleh peke

umum  adae r m 2 utup yang Hlakses oleh

keglatakat &f%‘;m "h hm a-sama untuk
ya .

untuk menggunakan
8 LClL1 T1CU LA Uet ...“,‘Iﬂ

Pengawasan dan ﬁd akdalah proses untuk mengamati

secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah
disusun dan mengadakan koreks jika terjadi. Robert J. Mocker sebagaimana
disampaikan oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan definisi pengawasan yang
di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa: “pengawasan
mangjemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan
dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik,
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan

7

5.2 Pembentukan
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koreks yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan
dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan
perusahaan”.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan
agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah
tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak
penyimpangan itu dan bagai mana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.
Selanjutnya dikemukakan pula olen T. Hani Handoko bahwa proses pengawasan
memiliki limatahapan, yaitu:

a) Penetapan standar pelaksanaz

b) Penentuan pengukurag

c) Pengukura ,

d) Pembandi [ £ ar dan penganalisaan
penyi

e) Pe

avr ¢ S

jkan tanggung

e adai dan
an kegiatan

yang sebenarnya secara'
enil aapakah setiap

Vall0 Mas Al 1(J0 0

prosedur
laan telah

= - Secaka :}\ 0.
eneliti ate tif yaitu
mencapal tujuan yangitel a '

Pawasan dapat : e ppa metode, A aln sebagai
berik
Maratif: K oimparaiiipvaty i PENQEWSSS ywkan dengan
C ‘réﬁﬁg 2o jgana. -.‘i_\ ‘
b) ~--.n|,.“_"*_-____A A DemerkSaan™ sclempa berguna  untuk
menge AGSUNg  Keadaal | genal pel aksanaan

&Jatu " ol .

c) Verifikati secara pemeriksaan,
biasanya menyan

941 ’iwﬁ' ) material.
d) Investigatif: Investig 3 pefigawasan yang dilakukan dengan

mengadakan penyelidikan.
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Bab VI Penutup

6.1 Kesimpulan

1. Merokok pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan
rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa,
khususnya bangsa Indonesig

2. Saat ini belum adag Ge! Kabupaten lebak yang mengatur

tentang Kawa ! ) g sudah diberlakukan berupa

Perat ) ' - ertiban, kebersihan dan

AN asa ( ¢
Un uk melaksanak ama S i ]
1 : - ! ' at Adiktif
‘ s ke ! S x 5ot i 5 emiliki
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DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR ... TAHUN ...

¥

eningkatkan T Kesehatai asyarakat

abug Kk, dipérlo einahaman,
esada EMaua@iFdan kemampua asvaiakat untuk
senantia biggakan perlaku sadsehi ersih dan

L S5 etentud Undang-
or 3 hun 2009  tentang 4K esehatan,

#-""" A_- garise mahl maksud pada
D DerlLdi -' ergiuran Bupati Lebak

oty .u-‘ﬁmﬂ'"ﬂ---r‘ :

Mengingat :ﬁi /3 'ﬁ!‘ ﬁ! Mang Dasar Negara Republik
Indo

2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas
Manusia,
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4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahag . Negara Republik Indonesia Nomor

924

ahun 2012  tentang
Zai Adiktif Berupa
( baran Negara

‘#- 78, Tambahan
eSlaé 5 ),

Menetapkan ‘ KN okok

UAN UMUM
Pasal 1

Daam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
Bupati adalah Bupati Lebak.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang

APWONPE

o
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merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau
organisasi sgenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan lainnya.

6. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang
terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah paten Lebak dan/atau individu yang
ditunj erah

kau terbungkus termasuk
pasilkan dari tanaman

: esies lainnya atau

d : danktar dengan atau

%. P 0 : all, area yang

9 “ﬁ anNg | Keo ks penjualan,
j sndan/atau merekok

an, pro

I fa ot nNe 1S Tanpa.
Rokok "ggal aRora ang karena jdbata v'.‘f emimpin
glan/atau Pertangoun) avwabgaias, kegiatdl ! usaha di

ANaSs 0 difetankain sehadal asan Tanpa Rokok.
kéaflagnaschat D3 g I mental,
da | ANG dngkinka ang untuk
hi d@igforo ara $08lal dan ekonomy
pgiietany membakar da menghisap

[0
i@9=02N] Y ara langsung
T‘h agiangdibakar.

ang secara tidak langsung

) 888 perokok aktif.

e DElAYallen . wleseiatam™adalah tempat  yang
ﬂ : * g Jarakan upaya kesehatan
yang ~ w pémerntah dan/atau masyarakat.

15. Tempa™ p peldar mengajar adalah tempat yang
dimanfaatkan untuk kegiatan belgar dan mengajar dan/atau
tempat pengel olaan pendidikan dan/atau pel atihan.

16. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah
tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan
anak-anak.

17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
keagamaan.

18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang
dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
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19. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau
terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan konpensasi
normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh
pekerjadi Kawasan Tanpa Rokok.

20. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat,
terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang
dikelola oleh 8o, Swasta dan/atau masyarakat.

21. Ikla egiatan  untuk  memperkenalkan,

Apromosikan rokok dengan

pengaruhi konsumen

ea yang khusus

bahwa
Tanpa Rokok,semgiasata untuk
8 kesehatan asyarakat;

anpa rokok
-besarnya bagi
agi setiap warga

bahwa k

anggota masyarakat
didorone Kirfsdefam proses pengambilan
# Tanpa Rokok, baik

"b idak langsung;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian
dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup
sehat,

2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal,
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3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari

asap rokok,
Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula,

Mewujudkan generas muda yang sehat

oA~

BAB Il
HAK DAN KEWAJBAN
Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 4

gersih dan menikmati udara
ukasl yang benar

as  mengenai

jib igek merokok di tempal
jai K avw asaaakanpa Ro
Olflak al]

aktivitas
hell rokok

Kedua

ad"*"hr

( oda” Kawasan Tanpa

iciiteiap an 'sevagal Kawasan Tanpa Rokok

."“ o fa tempat dan/atau |okasi
iy n@jawabnya.

: daffatau badan pada Tempat Umum dan
Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa
Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking
area).

3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa
Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 7
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1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat,
antaralain:
Fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belgjar menggjar;
tempat anak bermain;
tempat ibadah;
angkutan umum
tempat kerja; dan
tempal
awae sebagalmana dimaksud dalam ayat 1
¥ A Okok sampal batas pagar

xQ@ "o ap o

nana dimaksud pada
rumah sakit, balai
i kesgjahteraan
atan, penderita
yi/dokier hewan,
esta, klinik
Kesenatan;

r

<sud pada

(M) atau

Pertama, Mag
0 sedergjat,

sanawiyah

U ((

Afas Madr lyah, Sekolah
{S\R), dart Madrasah Aliyah
z N0 a:a-_

00i, Institut atau

annya.
: . pformal, yaitu :
1. "te frstiS/pel atihan;
2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk
lain yang sedergjat;
3. tempat pendidikan non formal lainnya.
5) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a  Kelompok bermain anak (play group); dan
b. tempat Penitipan Anak (TPA);
6) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d, meliputi masid/mushola, gergja, pura, wihara,
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klenteng dan tempat ibadah lainnya.

7) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(1) huruf e, meliputi:
a Bus;
b. df;
c. angkutan antar desa
d. angkutan umum lainnya.

8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
huruf f meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tempat kerja
di kantor-kaat@fsaosta, dan pabrik.

9) Tempe fana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)

al, hotel, restoran, rumah
P ) inal, stasiun, tempat

Ruangan/tempat
cteniuan schdgal

hat kh merokok

' pembuangMokok.

ayat (1) sesual persyaratan harus dipasang di tempat yang
strategis dan mudah dilihat serta jumlahnya disesuaikan
dengan luas ruangan.

3) Persyaratan tanda peringatan larangan merokok sebagaimana
dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
a. Untuk jenis papan pengumuman:

1. Menggunakan tiang kerangka dari bahan besi dan plat
seng/alumunium tebal yang dicat putih.

2. Ukuran panjang minima 100 cm, lebar minimal 75
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cm, tinggi kerangka minimal 145 cm.
3. Warnatulisan utama merah.
4. Materi tulisan disesuaikan.
b. Untuk jenis stiker:
1. Bahan terbuat dari HV'S dilaminating.
2. Warna mencolok.
3. Ukuran minima 35 cm x 21 cm.
4. Materi tulisan disesuaikan.

BAB VII
RLA MASYARAKAT

U udkan Kawasan

d pada ayat (1)

da mereka

p orang yang ht elanggar
pimpsaan. |emb au  badan

ffdaa sal ketenttian Pasal 5.

sarana . untuk
pa Rok ok
)i ngan, pen dan
5 kepada mas alnnya.
am mewuju asan tanpa
akukan secara

/b
0 vidl/ perorangan.

AWASAN

1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok
dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kabupaten Lebak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebaga Kawasan
Tanpa Rokok.

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan
pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

Universitas Indonesia

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku

pada Kawasan Tanpa Rokok.

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepaa Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas
pelayanan kesehatan;

b. Kepala Dinas pendidikan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat
proses _élgear mengajar dan tempat anak bermain

A anak-anak;
kukan pembinaan  dan
anpa Rokok tempat

kan. pembinaan dan
pa Rokok angkutan

ANC

binaan seluryh Kawasan Tanpa
paten L ebak.

aan dan p , Kepaa
ak prinsip-prinsip

3 )

w' @ Uak%\naan pengawasan
'Tq‘;' g dilakukan oleh Kepala Satuan
Kerja Perang aerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
11 ayat 3, Bupati membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa
Rokok.
2) Tim pengawas Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan
terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa
Rokok.

c. Méaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.
d. Membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap
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pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan
pengawasan.

3) Daam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tim pengawas dapat dibantu oleh tim pengawas
pembantu yang dibentuk di setiap kawasan tanpa rokok.

4) Pembentukan tim pengawas pembantu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing

pimpinan/ penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan
dilaporkan kepada ketua tim pengawas Kawasan Tanpa

Rokok.

Tim g

sebagaimana dimaksud pada ayat

; Sl pengawasannya minimal
tu sesuai  kebutuhan
anpa Rokok atau

Rokok

san Tanpa

la SKPD t emberikan
<epada pinan atau

; dan
i, Sejak  peringatan
LI *Spenanggungj awab
vv RokoK balum memenuhi  ketentuan
ehap '9 peringatan tertulis, maka
ggungjawab kawasan dimaksud

dibe |k pa pencabutan izin.

3) Sanks sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

SANKSI PIDANA
Pasal 14

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yaug dinyatakan
sebagal Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 7 ayat (), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus
ribu rupiah).

Pasal 15

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan
pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak
memasang tanda peringatan larangan merokok di area yang
dinyatakan seb awvasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksug at (1) dengan pidana penjara paling
gnda paling banyak Rp.

S engiklankan,
g alau: area yarg

dinvatakan Sebaga (0’ agalmana
ksl oan pidana
penjara palthg a belas) hari danfatatr denda paling
haiyak Rp. (Limadelas juta rupi
BAR. | X
~ PENUTY
\ r sal 17
=
"' Pada mulal berl a peraturan

A Tahun 2006
‘r"'r Pe h dan Keindahan
siakan o rm idak bertentangan

Peraturan ™Pe
diundangkan.

mulal  berlaku pada tanggal

Agar  setigp  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten L ebak.

Universitas Indonesia
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Ditetapkan di Rangkashitung,
Padatanggd ...........

BUPATI LEBAK,

Ttd

Diundangkan di Rangkasbitung,
Padatanggd .................

Hj. ITI OKTAVIA JAYABAYA

2
=
s

SEKRETARI A
LEBAK

ot
-
%

L ZaS>>

Universitas Indonesia
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 17  TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LEBAK
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

DENGAN RA ANG MAHA ESA
Menimbang o ; 1d efabteraan masyarakat
a : n demokrasi dan
Mls 2 1y daya, melalui
gkata 3 ana : any peran serta
hahwa Perat Daerg gkat 1l Lebak
Nomor Ta 198#¥ tentang Perubahg aturan Daerah
abupatemiDaerah Fingkat IL Lebak NoiRe DPRD/1979
fang  Ketertiban, eseha mu pefsihan  dan
Keindahan dé ilayah Kabupaten aerah Timgkat |1 Lebak
3 id denogs utan P an Otonomi
Dar e | dilakeah perbaika
- C. ba At A uak@mssebagaimana ‘d pada huruf
' ada tm Peraturan'v.

Mengingat 4: ang an omoi 4 % teh;g Perumahan dan
Permukimag Baran _NegagaWRepublik Indonesia Tahun
$90.2 NOMaL 23, Tdibakai Al Negara Republik

gonesia NQ 350 ”

w £ . « . 11992 tentang Lalu Lintas dan

Ang Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomo ;. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

3.

o
-’
=

[ D

16.

17.

18.

&

Indonesia Nomor 3699) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
dengan Undang-undang
gara Republik Indonesia
ran Negara Republik

entang Jalan
al) Nega g 4 Nomor 132,
Tambaha , Jegara Repu 3 omor 4444);

Perat Pé inta omor 0 tentang
Penangg gamiGelandangan dan Pengemis ran Negara
Dlik donesia® Tah 580 N ~ 1 Tambahan
Lembata 0 Rep K IndonesiaiihNomo T

: ) or 27 83 tentang
Pela : )g-Undang Huku Atara Pidana
(Le ' Indonesia T3 83 Nomor 36,

Ta Republik InWNomor 3258) ;

:’,u-". aturan P o Y., D6 ahMS tentang Jalan
emba ggara_Re "ﬁ‘ﬁ 2 Tahun 1985 Nomor 37,

aslstel gesia Nomor 3293) ;

Perg ]’ % ah.Nemor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

5 3 » A egara Republik Indonesia
ahugifto9 rwf 53, Pambahan Lembaran Negara Republik
Indoneste 52 OF

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lebak Nomor 2
Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



Dalam Peraturan Daerah ini yang dirftak

o powbdE

~No

Menetab . PERATU
b/
=

Daerah Tingkat Il Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64
SeriD) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2005
tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 12
SeriE);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 2 Tahuii, 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten
Lebak 206 smbaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

006

L Nomor 8 Tahun 2006

1 03 (Lembaran Daerah
' : : i).
5 2 Ak 5
TENTANG

HAN, DAN

BUPATEN
PENYEL IBAN, K

KEINDAHA

77 > G

Daerah adalah Kabupaten Lebak ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;

Bupati adalah Bupati Lebak ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah Daerah yang
berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari
Bupati ;

Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang berada di Daerah ;
Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk
apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah ;
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai
kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri ;
Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Lebak ;

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan Rw adalah
Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah ;

Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama,
norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi
kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah ;

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan
masyarakat yang dinamis, aman, tentraman lahir dan batin ;

Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan
sampah ;

Keindahan adalah lingkungan yang nyaman, estetik dan proposional ;

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan
mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain ;

Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan
pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya ;
Baku Mutu Emisi adalah batas k
ke dalam lingkungan ;

Tuna Sosial adala gsial termasuk diantaranya
Gelandangan, Pg

tidak sesual dengan

tidak mempunyai

mengembara di

UM emisi yang diperbolehkan dimasukan

apa eminta-minta

2N (0
an berba *-&1, anralasan untuk ol belas kasihan

dalah anak 10 sebagian sar wak . lanan atau

umum (bisa berpindal ndah’) serta menggang umum ;
200 YARY dapatkag aasilan ja bernyanyi

A, baik mengouna a pa alat™® dimu aum ;

dang tamah. dahiga afipa eangunan © i Daerah baik
goal, te Sa Keg ainnya, K ;
ah"adalah limbah yangiBersifatpadatyangiterdiri dari Zat Qrgarii
yang ap tidak bergupalagi ; 8
Limbal Bahan Berbahaya e c tnya disingksg

< dan Anorganik

B3 adalah suatu sisa

usaha damffetau kegiatan yana™miar ing,.r-ll berbahaya atau beracun yang
karena sife atu :’-v A 5 "-u hnhlk secara langsung
maupuna tida m "m sak lingkungan hidup,

dan/atau A _.,wx:h elangsungan hidup
manusia serta §

Tempat Sampah _adala : “ nemalpund sampah yang disediakan dan
digunakan oleh pe ,
Tempat Penampungan Sag '-Iwi'! , g selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat yang disediakan oleh™Pe ah atau partisipasi masyarakat untuk
menampung sampah buangan dari maSyarakat ;
Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau
memusnahkan atau mengelola sampah ;

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan
memindahkan ke TPS ;

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan
bagi lalu lintas umum ;

Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar
daerah manfaat jalan ;

Daerah Manfaat Jalan adalah sustu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan
terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya ;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

45,

46.
47,

48.

49.

50.

5l

52.

Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan
untuk pelestarian lingkungan ;

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi
dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang
bersangkutan ;

Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar
perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan ;
Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan
pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga,
pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga
dan lapangan terbuka serta pemakaman umum ;

Fasilitas Umum adalah bangunan—bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan
lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain :
Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, Jaringan Listrik, Jaringan Gas, Jaringan
telepon, Terminal Angkutan Umum/Bis Shelter, Kebersihan Pembuangan Sampah dan
Pemadam Kebakaran ;

Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran
tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air ;

Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan
dan Kkirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;

Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air
buangan domestik, tidak tema A industri dan air hujan ;

Ari Buangan adalah se ang berasal dari seluruh kegiatan
manusia, baik yang aupun sumber air lainnya ;

Air Buangan Ing ad ; : : u proses industri ;
Air Tanah ada anah atau batuan yang
mengand : % . pif yang muncul secara

alamiah < .
Jaringp ]

Tang g C ,# S : y suatu persil,
yan( k proses pengoiahan a manusia ;
Gagi ab garis uar pe g kiri kanan;

Jaring adalah salt ya erupaatau konstrt ang digunakan
ha ntuk pembuangan air kot@r damair hujan ;
Bagt dalah seti ang dibang difatas p ang me
kaRtor, Pagar da gunan“Bapgufafilai Aihyadfdng seje

Ba NP an adale nfasaraiag,pengs ai g berwujud
sal N bangu
Surker ‘Air adalah tempat §
atas' di bawah pery
Angk syarakat yang

um adalah ' g dip tukan melaw
memili Eesuai perundaf@*tig VeNguer laku antara i , Angkutan Kota

ah, gedung,

atau buatan yang texdapat pada, di

atau Ang lainpya = i

PPNS adalah Pe lf,{ ai Negeri S : .?"gh i Pemerintah Kabupaten
Lebak vyay efpganakats etap sestial“dengair aturan perundang-
undangan.

1-1?

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan di bidang ketertiban umum
di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
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Tertib Jalan Raya ;

Tertib Lingkungan ;

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air ;
Tertib Penghuni Bangunan ;

Tertib Tuna Sosial .

Bagian Kedua
Tertib Jalan Raya

Pasal 4

Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat
perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur
lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyebrangan orang,
serta melindungi kualitas jalan.

Dalam rangka peg erah melakukan pengaturan
rambu-rambu I

Jalur lalugiint oar.diperuntukan bagi
pejalan
E i . j sarana marka
: \ : o agi ped yang akan

SeMai jasa angk naik atau tudendaraan di

tempat,pe rhentian ya H
Setiap anﬁan upati.narus be de alari. Van telhetapkan dan tidak
diperbolehkan k aﬁ%n ) : \‘- elah ditetapkan.

Dalam rangka m Wemerintah Daerah dapat
menetapkan jalan satu ar jalur bebas parkir dan kawasan tertib
lalu lintas pada jalan-jalan terteat aMKemacetan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang
datang dari luar maupaun dari dalam Daerah.
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Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang
mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan
dampak yang merugikan bagi masyarakat.

(2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan
keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-
tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan
peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan
jalur bebas spanduk pada tempat-tempat tertentu.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana disaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

in
(1) Pe nt he 00 C 23 . ’ luran irigasi,
salu 2 rainase da =X stmber air.

(2) Pe _
m

r,
ora bersama-sa ma akat me nam dan
an pohon pelindung dgempatanSifngai, saluran air dan s ir.

Pasa it 4

Dalam angi be a AN : Daera laksanakan
programrya penghija pé an da engerukan sungal” sepid@ saluran air
dengan me ertakan masyarakaisp nge dan RW.

S\ g
‘_Zg

(1) Pemerintah Daerah me “wi Dr

tertib penghunibangunan bagi
masyarakat di Daerah.

(2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :

a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung
hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan ;

b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang
ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku ;

c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan ;

d. memelihara trotoar, selokan (drainase), nama gang ( brand gang ), bahu jalan
yang ada di sekitar bangunan ;

e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar
bangunan ;
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f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar,
benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan ;

g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk
bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol
dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya
setiap awal Bulan Agustus.

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan
Pasal 16
Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

a.  tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan,
serta tempat lain yang bukan peruntukannya ;

b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil
dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light) ;

c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak
jalanan, gelandangan, orang gila dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan cara
meminta-minta atau mengamen untuksditarik penghasilannya ;

d. tuna susila yang berkeliaran dita asjlitas umum, fasilitas sosial dan tempat-
tempat yang digunakan perl

O [ i : pg dank keterampilan bagi
tuna sosi :
ale ) 7 a is{pengamen, dan
¥€T)jalananny . ya.
Pemerinkmen pat-tempatyangrdipekg R untu an perbuatan
asusila d kegia yang mengarahpada perbuatan asus

Pemerinbn atau Pejabgtiyang M elakukan tindakan‘an terhadap

berkembanwbuatan asus i€ : D L

a. Peredaral nog dar :
b. Tempat-tempa -1' an engarah pada terjadinya

perbuatan

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 20
(1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.

(2) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas
kebersihan.

Pasal 21
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Kebersiha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi rumah atau bangunan masing-
masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi,
kendaraan dinas dan angkutan umum.

)
(2)

)

()

©)

4)

M)

(2)

M)

()

3

Bagian Kedua
Bersih Udara
Pasal 22
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai
sumber pencemar bergerak maupaun sumber pencemar tidak bergerak.
Pasal 23
Penertiban pencemaran udara darigsumber pencemaran tidak bergerak meliputi

pengawasan terhadap penataag emisi yang telah ditetapkan Pemerintah,
pemantauan emisi yang ke mutu udara ambien di sekitar lokasi

kegiatan serta jp i N ) ntuan  persyaratan  teknis

pengendalian pg g

Setiap p DQ encemaran tidak
ji i ; da ayat (1) dan

urang-kurangnya

engawasan
gas@b@iang, peMme gas buang
a mutu udara ambien di jalan.

nelaksa irapibaku mut isi kendaraan
gukuameizu lisSekitaigalan se J-K ya 1 (satu)

Temp'alluI , sarana kesehatar, tamp gw..u tempat yan
tempat FJ belaja¥ imenga : pa’h
umum dinyata fd.' as m \
Pimpinan ata

serta menyediaka

yang tidak meroko:

spesmk sebagai
ah dan angkutan

nusus tempat meroko
mengganggu kesehatan bagi

Bersih Air

Pasal 25

Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan
prasarana air kotor.

Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil
lainnya.

PDAM memproses dan memberikan ijin penyambungan jaringan air kotor persil ke
jaringan air kotor PDAM.
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Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun
sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.

Besarnya biaya penyambungan air kotor dan supervisi pembuatan tanki septik, diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Setiap golongan niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta
pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya
pembuangan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara
pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.

Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari
jaringan persil ke jaringan air kotor.

Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik
bangunan wajib membangun tanki septik yang memenuhi persyaratan.

Penyele ingsi RT dan RW

. [) a a
meliputi 0 pewac : ‘.16 i , penyapu engumpulan serta
pe a pan dari lingko g

Pefiye eoersihan*digkendai@an pgibadi, kendarae
de a menyediakan tempaisa .
Pe garaag bersinamieli  aflgKltafy ugalm yang aggun

di i d cara memyediaka aipewadahan ba

ang pun koto i A s d
o

Pelak;”Pengolahan sampai padavdmesnya meliputi
pewadaha (‘é; aha -

O~

C. pengatur,
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :

utan umum

aga hewan
pengguna

oo

yang tidak mengganggu
lalu lintas (QUKEN padasbad
d.  pengolahan &
pengangkutan ;
pengolahan akhir.

~h o

penyapuan jalan utama ;

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;

pengaturan, penetapan danpenyediaan TPS dan TPA ;
pengolahan dan pemanfaatan sampah.

aoo

Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan biaya
jasa kebersihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29
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(1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertujuan untuk
memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah
dan limbah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh
Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 30

(1) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas
perabotan, berangkal dan/atau sisa bangunan, tebang dan/atau pangkas pohon dapat
minta jasa pengangkutan kepada Dinas Kebersihan atau membuangnya langsung ke
TPA.

(2) Untuk pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa
pelayanan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di

Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.
Setiap perusahaag 3 bahaya dan beracun
wajib menyedi

g

\ . Pasal 3 . J
Pemeri rah bg fJgung jaWab até inda Ingkune i Daeran.

€] PeHaerah dan masyanak: M jilgalilintuk mewuju Udahan
2 Upayﬁ meWUJudk --.,_.;u- nn-p.ri sanakan Pv ah Daerah dan

a. bang Blai m.

b. secara

C. saluran draiQgase Jalan,.ele

d. trotoar dan ba

e. perkerasan jalan da

f. jalur hijau jalan yang ter , median jalandan pulau jalan ;

g. taman lingkungan ;

h.  lahan kosong dan kavling kosong ;

i. lampu penerangan jalan umum ;

j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam
hias, air mancur, reklame dan sebagainya ;

K. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya ;

ruang terbuka hijau.
Pasal 35
Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka

Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota dan
keseimbangan pembangunan.
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Pasal 36

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan
pemeliharaan RTH yang meliputi :

RTH Kawasan Lingkungan Permukiman ;
RTH Lingkungan Perindustrian ;

RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran ;
RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan ;

RTH Kawasan Sempadan Sungai ;

RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas ;

RTH Lingkungan pendidikan ;

RTH Gerbang Kota ;

RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

ST, QOO T

BAB V

LARANGAN

Dalam rangka mencipta
dan/atau Perkumpuls

etiap Orang, Badan Hukum

a. iri i akan untuk melakukan
i t n atau mengarah

b. z i 7 : lut petasan tanpa

C. aijin;

d. el seKitar tempagitingg au puat sestiat atimengganggu
ke aman grang lain seperti Sllara atang, suara musik, suara kendaraan dan lain-
laig

e. mémperjtalka an-hewe g dilestarikan da au nbigrkan hewan
pe 1 aran digtempa

f. m N meme ina - g gdilestarika

g. mefabuang benda yang bert 3 apaMengganggu pepghdni sekitarnya ;

h.  ber ngan, ketepelfPamal gle , Senapan an enda-benda

lainy lalu lintas.

Dalam rangka daers [
Daerah, setiap Orang

a. mempergunakan U

m dan jalur hijau di
dari Bupati ;

j umum tanpa mendapat ijin
b. mempergunakan kendaraan pang maupun pengemudi di ruas-ruas

jalan bebas becak yang telah dltetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

C. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum
lainya ;

d. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-
tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati ;

e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-
tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik,
papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan
oleh yang berwenang ;

g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran
jalan;

h.  mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek ;

E',"'
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membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat
umum sehingga mengganggu ketertiban umum ;

buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat
umum kecuali di MCK ;

mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun
yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainya ;
berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di
taman ;

mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam
keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan
mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar ;

memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin.

Pasal 39

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah,
setiap Orang, badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :

a.
b.
C.

mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha ;

melakukan pengusahaan sungai dan baigunan pengairan tanpa ijin ;

mengubah aliran sungai, eil engubah atau membongkar bangunan-

bangunan di dalam ataume .

mengambil dan 0 e an usahanya yang bersifat

komersial tanpa

membuang beg 3d : aupun berupa limbah ke

dalam a >

membua 0 2 A | sumber air yang

mengali ISUNG 0 i um, sumber mata

air, Kols B Al s eparn he Ja,

&r (hajat bera ailvggalKeCil dan/atat ’ otoran lainya
air m SUNgaie -

empatkan Ke ba ambalikan di salura i;

il atau memindahkan tltup selokan saluran air lainya leh petugas

glokan de anah enda lainya

o- -

Dalam rangMJudkan Dae r....,.,p:j b-“,.,-u- W|sma tu Imrdan tuna susil,
setiap Orang, Pg rL‘

a.
b.
C.

Hu ’i

menggela FEengemis of: eile itas sosial lainnya ;
menggelanda

mengamen, mencgt-upah
jalan, lampu meraf
tiduran, membuat gubug N ggal di_bawah jembatan, di atas jembatan
penyebrangan dan taman-tam as®imum lainya ;

menghimpun anak-anak jalanan uhtuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen
untuk ditarik pengasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak ;

melakukan perbuatan asusila ;

menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan
kepada khalayak umum untuk berbuat asusila ;

menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan
berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainya serta tempat-tempat yang
dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila ;

menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian ;

menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

e |apan,obil dan usaha lainnya di simpang

Pasal 41
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Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau
Perkumpulan dilarang :

a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan,
berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang
mengganggu Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ;

b.  mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah
disediakan ;

c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan ;

d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun
tidak ;

e. menyambungkan jaringan persil air kotor pada jaringan PDAM tanpa seijin PDAM.

Pasal 42

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung
jawab keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :

a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau
kain gambar, spanduk dan yang sejenisfiya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu
lintas, tiang penerangan jala @il ataupun di bangunan-bangunan lain,
fasilitas umum dan fasiljtas . .

b. merubah, merusa g : c ( a) dan tanaman lainya yang
merupakan fasj ) ] embongkar, mewarnai

yang memberil : z bersih ;

C. mengotor;j ’ [ ' a dan bangunan
pelengkapnye, 3 . 9 I bangunan lain,
fasilitgds O :

d. mengbant N gkasie nilikpe ah to

=
e

Pembinaan penyeleng 1’4:; etert

melalui kegiata

an di Daerah dilakukan

sosialisasi produ
bimbingan dan pe
pendidikan keterampilan
bimbingan teknis kepada apar

aooyw

ngkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian
Pasal 44

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui
kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
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Pengawasan

Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan
keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

)

()

3

4)

M)

()

3

o))

()

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 46

Dalam melakukan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya.

Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan
berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur
masyarakat maupun aparat.

Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dapat berupa
pemberian sanksi.

Dalam hal tertentu, dalam | g etertiban Pemerintah Daerah dapat
meminta bantuag an S e 0 ia dan Tentara Nasional

Indonesia.
jgu awab da 1 Orang/Badan
enyglenggaraan ketert an sihan dan

dalah pemberian

™ S

'\

S rt 'ﬁwﬂ n !emermtah Daerah dapat diberi

Pejabat Pegawai Negerl
wewenang khusus sebagai pefyid akukan penyidikan terhadap tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
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e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah
ini;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

J. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

Peraturan Daerah ini menurut  ketentuan hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB VIII
KETENTMAN PIDANA
(2), Pasal 22,
3 ,'Pasa 3 AS? Pasal 31, Pasal
36, , Pasal 39, al 40 a Pasal 41 ebanan biaya

-TINGGINYA
BIAYA
HUKUM

BESAR

g jalan
erangan
sud telah

bu rupiah)

5. NO] D

€ | Rp. 100.000,-
tidak | (seratus ribu rupiah)

gl tempat

Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Rp. 100.000, -

(seratus ribu rupiah)

ehaga
ap pejalan ka
ape
pemberfEAtIAMYang tela
r"‘@
diperbolenkan  be w
harus berjalan pada ruas jalan yang telah
5. Kewajiban menanam pohon pelindung/produkti,
pekarangan bangunan.
Merusak trotoar, selokan (drainase, brandgang,

Y ¥ N
DA RANGAN
RP
arys mengguna

2. Sgiig 00.000,-
Setiap ar
pemberhentian yang telah drt€tapkan.
ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki
tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup

6. Kewajiban menyediakan tempat sampah di dalam
bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.

Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)

B L A
O d 0
E@ ﬂ #"&i R
o, cross)
na - ( aa sefatus ribu rupiah)
jalan  yang ela
4, Setiap pengendara roda dua, motor dan sejenisnya
ruas jalan jalur cepat.
serta tanaman produktif di halaman dan
pekarangan bagian depan
Kewajiban memelihara rumput, pohon dan

Rp. 100.000,-
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tanaman lainya di halaman dan sekitar bangunan.

(seratus ribu rupiah)

9. Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan | Rp. 100.000,-
dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, | (seratus ribu rupiah)
bangunan bagian luar, secara berkala dan
berkesinambungan.

10. | Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan | Rp. 250.000,-
dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, | (dua ratus lima puluh
bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan | ribu rupiah)
dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan
jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap
awal bulan Agustus.

11. | Setiap pelaku kegiatan/usaha yang berpotensi | Rp. 50.000.000,-
sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib | (lima puluh juta rupiah)
melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud
Pasal 22 ayat (1) dan untuk melakukan pelaporan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

12. | Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan | Rp. 500.000,-
air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor. | (lima ratus ribu rupiah)

13. | Bilamana di suatu tempat ti erdapat jaringan | Rp. 2.500.000,-
air kotor, maka seti agunan wajib | (dua juta lima ratus ribu
membangu R emenuhi | rupiah)
persyarg

14, Setlap Rp. 100.000,-

i ekatus ribu rupiah)

15. k . 0Q0.000,-

IUb juta rupiah)

.@00,-
' juta rupiah)

Rp. 2.500.000,-

A ratus ribu

rupte

jual minuma ﬁ- ﬂ u

dﬂm‘%

Rp
(li

DOO,-
juta rupiah)

buat gadu
uat <

a atau
ggu

R
(

0,-
ribu rupiah)

20. Nerjlialbeitkaie.BowanheWal memmyalgh R D22’ 500.000,-
dilesa e atau pbiarka dua juta lima ratus ribu
pelihara3 i |@ rupiah)

2L Menangkap dan—sjj pDinatang-binatang Rp. 2.500.000,-

. . (dua juta lima ratus ribu
yang dilestarikan. rupiah)

22. | Meroko di tempat umum, sarana kesehatan, | Rp.2.500.000,-
tempat kerja dan tempat yang secara spesifik | (dua juta lima ratus ribu
sebagai tempat proses belajar mengajar, arena | rupiah)
kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan
umum.

23. | Membuang benda yang berbau busuk yang dapat | Rp. 100.000,-
mengganggu penghuni sekitarnya. (seratus ribu rupiah)

24. | Bermain layangan, ketepel, panah, pistol angin, | Rp. 100.000,-
melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur | (seratus ribu rupiah)
lalu lintas.

25. Mempergunakan daerah milik jalan selain Ej%az'ﬁ?aolli?ﬁf’r;tus ribu
peruntukan jalan umum tanpa ijin dari Bupati. rupiajh)

26. | Mempergunakan kendaraan becak baik | Rp. 100.000,-
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penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan
bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

(seratus ribu rupiah)

27. | Mengotori dan merusak perkerasan jalan, | Rp. 500.000,-
drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya. (lima ratus ribu rupiah)

28. | Berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan | Rp. 500.000,-
jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain | (lima ratus ribu rupiah)
yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin
dari Bupati.

29. | Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan | Rp.500.000,-
peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati | (lima ratus ribu rupiah)
atau Pejabat yang ditunjuk.

30. | membuka, mengambil, memindahkan, membuang, | Rp. 2.500.000,-
dan  merusak penutup riul, tanda-tanda | (dua juta lima ratus ribu
peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas | rupiah)
persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan,
lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu
yang ditetapkan oleh yang berwenang.

3L Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka Rp. 2:500'.000" .

) . (dua juta lima ratus ribu
yang dapat menimbulkan pengotoran jalan. rupiah)

32. Rp. 2.500.000,-
Mengotori jalap 3 prgyek. | (dua juta lima ratus ribu

rupiah)

33. | Merus l Rp. 50.000.000,-

ima puluh juta rupiah)
34. 30.000,-

sSR!

agar pada jal

tus ribu rupiah)

J

ruplah)

bu rupiah)

(sere bufrupiah

cuci mobil, garasi, | Rp#2:500/000,-
*mbiarkan ke rusak, | (dua’jutatima ratus ribu
fsokan, memp engecat ru“
kendaraan dizge

39. 'h p 0.000,-
pada - (lima ratus ribu rupiah)
Pejaba

40. Mendirikall banguna Intuk | P 2.'500'.000'- .
keperlua (duz_:ljuta lima ratus ribu

A rupiah)

41. | Melakukan penguSahaafiisungdi¥ daR™ bangunan | Rp. 50.000.000,-
pengairan tanpa ijin. (lima puluh juta rupiah)

42. | Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah | Rp. 50.000.000,-
atau membongkar bangunan-bangunan di dalam | (lima puluh juta rupiah)
atau  melintasi  sungai, mengambil  dan
menggunakan air sungai untuk keperluan usaha
yang bersifat komersil tanpa ijin.

43. | Membuang benda-benda/bahan-bahan  padat | Rp. 50.000.000,-
dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam | (lima puluh juta rupiah)
maupun di sekitar sungai.

44. | Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia | Rp. 50.000.000,-
berbahaya pada sumber air yang mengalir atau | (lima puluh juta rupiah)
tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air
minum, sumber mata air kolam-kolam air minum
dan sumberair bersih lainnya.

45. | Membuang air besar dan/atau air kecil dan | Rp.2.500.000,-
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memasukan kotoran lainnya pada sumber mata

(dua juta lima ratus ribu

air, kolam air minum, sungai dan sumber air | rupiah)
bersih lainnya.

46. | Memelihara, menempatkan keramba-keramba | Rp. 2.500.000,-
ikan di saluran air dan sungai. (dua juta lima ratus ribu

rupiah)

47. | Mengambil atau memindahkan tutup got selokan | Rp. 2.500.000,-
saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk | (dua juta lima ratus ribu
keperluan dinas. rupiah)

48. | Mempersempit, mengurug saluran air dan | Rp.2.500.000,-
selokandengan tanah atau benda lainya serta | (dua jutalima ratus ribu
memasang utilitas bawah tanah sehingga | rupiah)
mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

49. | Menggelandang/mengemis di tempat dan dan di | Rp. 100.000,-
muka umum serta fasilitas sosial lainnya. (seratus ribu rupiah)

50. Menggelandang tanpa pencaharian Rp. 100.000.-

' (seratus ribu rupiah)

51. | Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan | Rp. 100.000,-
mobil di simpang jalan, lampu merah. (seratus ribu rupiah)

52. | Membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah | Rp. 2.500.000,-
jembatan, di atas jemba penyebrangan dan | (dua juta lima ratus ribu
taman-taman serta fasi rupiah)

53. | Menghimpun Rp. 50.000.000,-
dimanfa (lima puluh juta rupiah)
ditaril
p

00.000,-
54. a Jima ratus ribu

£
igai aka

atan

npat-tempa
an sej :
SUSia.

P.Q801000, -

juta rupiah)

moavAY, @ ,-
a ratus ribu

asusila
mata

Menarik keunt
§eorang atau
aharian.

e
S

R
(

00,-
im juta rupiah)

58.

s W“JN

000.000,-

(lima puluh juta rupiah)

59. | MgmbUaRalsdmpal, koiek W" "Rpa2.500.000,-
|dinny Jm."‘"'“"-"wm'-‘mn-- tvajuta lima ratus ribu
jalan), npat umng em piah)
umum @ H
mengganggu
Keindahan. v
60. Mengotori, merusak, embakar atau | Rp. 500.000,-
menghilangkan tempat sampah yang telah | (lima ratus ribu rupiah)
disediakan.
61. | Membakar sampah pada tempat-tempat yang | Rp. 500.000,-
dapat membahayakan. (lima ratus ribu rupiah)
62. | Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai | Rp. 500.000,-
baik yang airnya mengalir ataupun tidak. (lima ratus ribu rupiah)
63. M I o Rp. 2.500.000,-
enyambungkan jaringan persil air kotor pada ; . .
o (dua juta lima ratus ribu
jaringan PDAM tanpa seijin PDAM. rupiah)
64. | menyebarkan atau menempelkan selebaran, | Rp. 500.000,-

poster, slogan, pamflet, kain bendera atau Kkain
gambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang
jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang
penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di

(lima ratus ribu rupiah)
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bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan
fasilitas sosial.

65. | merubah, merusak, mengganggu, menebang, | Rp.2.500.000,-
memangkas sebagian atau seluruhnya pepohonan | (dua juta lima ratus ribu
pelindung jalan dan tanaman lainya yang | rupiah)

merupakan fasilitas umum dengan benda-benda
tempelan, membongkar, mewarnai yang
memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih
dan tidak bersih.

66. | mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, | Rp. 2.500.000,-
jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu- | (dua juta lima ratus ribu
rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di | rupiah)

bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

67. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah (Rdrl)jaz'.l??aolli?gf;*;ltus ribu
Daerah tanpa ijin. rupi ajh)

Hasil Operasi Yustisi atas penyelenggaraan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan
Hukum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penerimaan Daerah.

Seti and yang melanggar ke JangPasal6, Pasal 7, Pasal*1Z 2), Pasal 22,
Paga al 253 3), Pase Pasal 36, Pasal
377 Rs asal 39, Pasal 4@sertalPasal 41diancam denga ngan paling
la iga) bulan dan/atau dengda paling yak Rp. 50.000.Q00,00 a puluh juta
ruplé

Ti I Dagairg i S : 1 alah pe

U berlaku efektif selambat-
d‘a

ngkan.

Peraturan Daerah

5
lambatnya 12 (dua belas) b~4e

Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal
diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang prasarana dan
sarananya telah memadai.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Lebak Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Lebak Nomor 7/PD-DPRD/1979 tentang Ketertiban, Kesehatan Umum,
Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI LEBAK,

ap/Ttd.

JAYABAYA

Diundangkan g
pada tangga : 3
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR: 17  TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KEBUPATEN LEBAK
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

DENGAN RA ANG MAHA ESA
Menimbang o ; 1d efabteraan masyarakat
a : n demokrasi dan
Mls 2 1y daya, melalui
gkata 3 ana : any peran serta
hahwa Perat Daerg gkat 1l Lebak
Nomor Ta 198#¥ tentang Perubahg aturan Daerah
abupatemiDaerah Fingkat IL Lebak NoiRe DPRD/1979
fang  Ketertiban, eseha mu pefsihan  dan
Keindahan dé ilayah Kabupaten aerah Timgkat |1 Lebak
3 id denogs utan P an Otonomi
Dar e | dilakeah perbaika
- C. ba At A uak@mssebagaimana ‘d pada huruf
' ada tm Peraturan'v.

Mengingat 4: ang an omoi 4 % teh;g Perumahan dan
Permukimag Baran _NegagaWRepublik Indonesia Tahun
$90.2 NOMaL 23, Tdibakai Al Negara Republik

gonesia NQ 350 ”

w £ . « . 11992 tentang Lalu Lintas dan

Ang Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomo ;. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3501) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
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10.

3.

o
-’
=

[ D

16.

17.

18.

&

Indonesia Nomor 3699) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
dengan Undang-undang
gara Republik Indonesia
ran Negara Republik

entang Jalan
al) Nega g 4 Nomor 132,
Tambaha , Jegara Repu 3 omor 4444);

Perat Pé inta omor 0 tentang
Penangg gamiGelandangan dan Pengemis ran Negara
Dlik donesia® Tah 580 N ~ 1 Tambahan
Lembata 0 Rep K IndonesiaiihNomo T

: ) or 27 83 tentang
Pela : )g-Undang Huku Atara Pidana
(Le ' Indonesia T3 83 Nomor 36,

Ta Republik InWNomor 3258) ;

:’,u-". aturan P o Y., D6 ahMS tentang Jalan
emba ggara_Re "ﬁ‘ﬁ 2 Tahun 1985 Nomor 37,

aslstel gesia Nomor 3293) ;

Perg ]’ % ah.Nemor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana

5 3 » A egara Republik Indonesia
ahugifto9 rwf 53, Pambahan Lembaran Negara Republik
Indoneste 52 OF

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lebak Nomor 2
Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dirftak

o powbdE

~No

Menetab . PERATU
b/
=

Daerah Tingkat Il Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 31 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 64
SeriD) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2002 Nomor 8 Seri D) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2005
tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 12
SeriE);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 2 Tahuii, 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten
Lebak 206 smbaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

006

L Nomor 8 Tahun 2006

1 03 (Lembaran Daerah
' : : i).
5 2 Ak 5
TENTANG

HAN, DAN

BUPATEN
PENYEL IBAN, K

KEINDAHA

77 > G

Daerah adalah Kabupaten Lebak ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;

Bupati adalah Bupati Lebak ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ;

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah Daerah yang
berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari
Bupati ;

Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang berada di Daerah ;
Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk
apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah ;
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai
kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri ;
Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Lebak ;

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan Rw adalah
Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah ;

Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama,
norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi
kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah ;

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan
masyarakat yang dinamis, aman, tentraman lahir dan batin ;

Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan
sampah ;

Keindahan adalah lingkungan yang nyaman, estetik dan proposional ;

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan
mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain ;

Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan
pencemaran yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya ;
Baku Mutu Emisi adalah batas k
ke dalam lingkungan ;

Tuna Sosial adala gsial termasuk diantaranya
Gelandangan, Pg

tidak sesual dengan

tidak mempunyai

mengembara di

UM emisi yang diperbolehkan dimasukan

apa eminta-minta

2N (0
an berba *-&1, anralasan untuk ol belas kasihan

dalah anak 10 sebagian sar wak . lanan atau

umum (bisa berpindal ndah’) serta menggang umum ;
200 YARY dapatkag aasilan ja bernyanyi

A, baik mengouna a pa alat™® dimu aum ;

dang tamah. dahiga afipa eangunan © i Daerah baik
goal, te Sa Keg ainnya, K ;
ah"adalah limbah yangiBersifatpadatyangiterdiri dari Zat Qrgarii
yang ap tidak bergupalagi ; 8
Limbal Bahan Berbahaya e c tnya disingksg

< dan Anorganik

B3 adalah suatu sisa

usaha damffetau kegiatan yana™miar ing,.r-ll berbahaya atau beracun yang
karena sife atu :’-v A 5 "-u hnhlk secara langsung
maupuna tida m "m sak lingkungan hidup,

dan/atau A _.,wx:h elangsungan hidup
manusia serta §

Tempat Sampah _adala : “ nemalpund sampah yang disediakan dan
digunakan oleh pe ,
Tempat Penampungan Sag '-Iwi'! , g selanjutnya disingkat TPS adalah

tempat yang disediakan oleh™Pe ah atau partisipasi masyarakat untuk
menampung sampah buangan dari maSyarakat ;
Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau
memusnahkan atau mengelola sampah ;

Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan
memindahkan ke TPS ;

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan
bagi lalu lintas umum ;

Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu, di luar
daerah manfaat jalan ;

Daerah Manfaat Jalan adalah sustu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan
terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya ;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

45,

46.
47,

48.

49.

50.

5l

52.

Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan
untuk pelestarian lingkungan ;

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi
dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang
bersangkutan ;

Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar
perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan ;
Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan
pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga,
pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga
dan lapangan terbuka serta pemakaman umum ;

Fasilitas Umum adalah bangunan—bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan
lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain :
Jaringan Air Bersih, Jaringan Air Kotor, Jaringan Listrik, Jaringan Gas, Jaringan
telepon, Terminal Angkutan Umum/Bis Shelter, Kebersihan Pembuangan Sampah dan
Pemadam Kebakaran ;

Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran
tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air ;

Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan
dan Kkirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;

Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air
buangan domestik, tidak tema A industri dan air hujan ;

Ari Buangan adalah se ang berasal dari seluruh kegiatan
manusia, baik yang aupun sumber air lainnya ;

Air Buangan Ing ad ; : : u proses industri ;
Air Tanah ada anah atau batuan yang
mengand : % . pif yang muncul secara

alamiah < .
Jaringp ]

Tang g C ,# S : y suatu persil,
yan( k proses pengoiahan a manusia ;
Gagi ab garis uar pe g kiri kanan;

Jaring adalah salt ya erupaatau konstrt ang digunakan
ha ntuk pembuangan air kot@r damair hujan ;
Bagt dalah seti ang dibang difatas p ang me
kaRtor, Pagar da gunan“Bapgufafilai Aihyadfdng seje

Ba NP an adale nfasaraiag,pengs ai g berwujud
sal N bangu
Surker ‘Air adalah tempat §
atas' di bawah pery
Angk syarakat yang

um adalah ' g dip tukan melaw
memili Eesuai perundaf@*tig VeNguer laku antara i , Angkutan Kota

ah, gedung,

atau buatan yang texdapat pada, di

atau Ang lainpya = i

PPNS adalah Pe lf,{ ai Negeri S : .?"gh i Pemerintah Kabupaten
Lebak vyay efpganakats etap sestial“dengair aturan perundang-
undangan.

1-1?

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan di bidang ketertiban umum
di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
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Tertib Jalan Raya ;

Tertib Lingkungan ;

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air ;
Tertib Penghuni Bangunan ;

Tertib Tuna Sosial .

Bagian Kedua
Tertib Jalan Raya

Pasal 4

Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat
perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur
lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyebrangan orang,
serta melindungi kualitas jalan.

Dalam rangka peg erah melakukan pengaturan
rambu-rambu I

Jalur lalugiint oar.diperuntukan bagi
pejalan
E i . j sarana marka
: \ : o agi ped yang akan

SeMai jasa angk naik atau tudendaraan di

tempat,pe rhentian ya H
Setiap anﬁan upati.narus be de alari. Van telhetapkan dan tidak
diperbolehkan k aﬁ%n ) : \‘- elah ditetapkan.

Dalam rangka m Wemerintah Daerah dapat
menetapkan jalan satu ar jalur bebas parkir dan kawasan tertib
lalu lintas pada jalan-jalan terteat aMKemacetan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang
datang dari luar maupaun dari dalam Daerah.

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang
mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan
dampak yang merugikan bagi masyarakat.

(2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan
keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-
tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan
peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

Pasal 12

(1) Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan
jalur bebas spanduk pada tempat-tempat tertentu.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana disaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

in
(1) Pe nt he 00 C 23 . ’ luran irigasi,
salu 2 rainase da =X stmber air.

(2) Pe _
m

r,
ora bersama-sa ma akat me nam dan
an pohon pelindung dgempatanSifngai, saluran air dan s ir.

Pasa it 4

Dalam angi be a AN : Daera laksanakan
programrya penghija pé an da engerukan sungal” sepid@ saluran air
dengan me ertakan masyarakaisp nge dan RW.

S\ g
‘_Zg

(1) Pemerintah Daerah me “wi Dr

tertib penghunibangunan bagi
masyarakat di Daerah.

(2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :

a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung
hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan ;

b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang
ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku ;

c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan ;

d. memelihara trotoar, selokan (drainase), nama gang ( brand gang ), bahu jalan
yang ada di sekitar bangunan ;

e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar
bangunan ;
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f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar,
benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan ;

g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk
bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol
dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya
setiap awal Bulan Agustus.

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan
Pasal 16
Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

a.  tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan,
serta tempat lain yang bukan peruntukannya ;

b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil
dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light) ;

c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak
jalanan, gelandangan, orang gila dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan cara
meminta-minta atau mengamen untuksditarik penghasilannya ;

d. tuna susila yang berkeliaran dita asjlitas umum, fasilitas sosial dan tempat-
tempat yang digunakan perl

O [ i : pg dank keterampilan bagi
tuna sosi :
ale ) 7 a is{pengamen, dan
¥€T)jalananny . ya.
Pemerinkmen pat-tempatyangrdipekg R untu an perbuatan
asusila d kegia yang mengarahpada perbuatan asus

Pemerinbn atau Pejabgtiyang M elakukan tindakan‘an terhadap

berkembanwbuatan asus i€ : D L

a. Peredaral nog dar :
b. Tempat-tempa -1' an engarah pada terjadinya

perbuatan

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 20
(1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.

(2) Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas
kebersihan.

Pasal 21

Evaluasi implementasi..., Nurhasanah, FKM Ul, 2016



Kebersiha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi rumah atau bangunan masing-
masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi,
kendaraan dinas dan angkutan umum.

)
(2)

)

()

©)

4)

M)

(2)

M)

()

3

Bagian Kedua
Bersih Udara
Pasal 22
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai
sumber pencemar bergerak maupaun sumber pencemar tidak bergerak.
Pasal 23
Penertiban pencemaran udara darigsumber pencemaran tidak bergerak meliputi

pengawasan terhadap penataag emisi yang telah ditetapkan Pemerintah,
pemantauan emisi yang ke mutu udara ambien di sekitar lokasi

kegiatan serta jp i N ) ntuan  persyaratan  teknis

pengendalian pg g

Setiap p DQ encemaran tidak
ji i ; da ayat (1) dan

urang-kurangnya

engawasan
gas@b@iang, peMme gas buang
a mutu udara ambien di jalan.

nelaksa irapibaku mut isi kendaraan
gukuameizu lisSekitaigalan se J-K ya 1 (satu)

Temp'alluI , sarana kesehatar, tamp gw..u tempat yan
tempat FJ belaja¥ imenga : pa’h
umum dinyata fd.' as m \
Pimpinan ata

serta menyediaka

yang tidak meroko:

spesmk sebagai
ah dan angkutan

nusus tempat meroko
mengganggu kesehatan bagi

Bersih Air

Pasal 25

Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan
prasarana air kotor.

Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil
lainnya.

PDAM memproses dan memberikan ijin penyambungan jaringan air kotor persil ke
jaringan air kotor PDAM.
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®)

(6)

)

@)

©)

)

2

3

)

(2)

©)

Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun
sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.

Besarnya biaya penyambungan air kotor dan supervisi pembuatan tanki septik, diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

Setiap golongan niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta
pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya
pembuangan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara
pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.

Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari
jaringan persil ke jaringan air kotor.

Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik
bangunan wajib membangun tanki septik yang memenuhi persyaratan.

Penyele ingsi RT dan RW

. [) a a
meliputi 0 pewac : ‘.16 i , penyapu engumpulan serta
pe a pan dari lingko g

Pefiye eoersihan*digkendai@an pgibadi, kendarae
de a menyediakan tempaisa .
Pe garaag bersinamieli  aflgKltafy ugalm yang aggun

di i d cara memyediaka aipewadahan ba

ang pun koto i A s d
o

Pelak;”Pengolahan sampai padavdmesnya meliputi
pewadaha (‘é; aha -

O~

C. pengatur,
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :

utan umum

aga hewan
pengguna

oo

yang tidak mengganggu
lalu lintas (QUKEN padasbad
d.  pengolahan &
pengangkutan ;
pengolahan akhir.

~h o

penyapuan jalan utama ;

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;

pengaturan, penetapan danpenyediaan TPS dan TPA ;
pengolahan dan pemanfaatan sampah.

aoo

Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan biaya
jasa kebersihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29
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(1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertujuan untuk
memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah
dan limbah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh
Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 30

(1) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas
perabotan, berangkal dan/atau sisa bangunan, tebang dan/atau pangkas pohon dapat
minta jasa pengangkutan kepada Dinas Kebersihan atau membuangnya langsung ke
TPA.

(2) Untuk pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa
pelayanan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di

Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.
Setiap perusahaag 3 bahaya dan beracun
wajib menyedi

g

\ . Pasal 3 . J
Pemeri rah bg fJgung jaWab até inda Ingkune i Daeran.

€] PeHaerah dan masyanak: M jilgalilintuk mewuju Udahan
2 Upayﬁ meWUJudk --.,_.;u- nn-p.ri sanakan Pv ah Daerah dan

a. bang Blai m.

b. secara

C. saluran draiQgase Jalan,.ele

d. trotoar dan ba

e. perkerasan jalan da

f. jalur hijau jalan yang ter , median jalandan pulau jalan ;

g. taman lingkungan ;

h.  lahan kosong dan kavling kosong ;

i. lampu penerangan jalan umum ;

j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam
hias, air mancur, reklame dan sebagainya ;

K. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya ;

ruang terbuka hijau.
Pasal 35
Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka

Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika kota dan
keseimbangan pembangunan.
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Pasal 36

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan
pemeliharaan RTH yang meliputi :

RTH Kawasan Lingkungan Permukiman ;
RTH Lingkungan Perindustrian ;

RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran ;
RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan ;

RTH Kawasan Sempadan Sungai ;

RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas ;

RTH Lingkungan pendidikan ;

RTH Gerbang Kota ;

RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

ST, QOO T

BAB V

LARANGAN

Dalam rangka mencipta
dan/atau Perkumpuls

etiap Orang, Badan Hukum

a. iri i akan untuk melakukan
i t n atau mengarah

b. z i 7 : lut petasan tanpa

C. aijin;

d. el seKitar tempagitingg au puat sestiat atimengganggu
ke aman grang lain seperti Sllara atang, suara musik, suara kendaraan dan lain-
laig

e. mémperjtalka an-hewe g dilestarikan da au nbigrkan hewan
pe 1 aran digtempa

f. m N meme ina - g gdilestarika

g. mefabuang benda yang bert 3 apaMengganggu pepghdni sekitarnya ;

h.  ber ngan, ketepelfPamal gle , Senapan an enda-benda

lainy lalu lintas.

Dalam rangka daers [
Daerah, setiap Orang

a. mempergunakan U

m dan jalur hijau di
dari Bupati ;

j umum tanpa mendapat ijin
b. mempergunakan kendaraan pang maupun pengemudi di ruas-ruas

jalan bebas becak yang telah dltetapkan oleh Pemerintah Daerah ;

C. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum
lainya ;

d. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-
tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati ;

e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-
tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik,
papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan
oleh yang berwenang ;

g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran
jalan;

h.  mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek ;

E',"'
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membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat
umum sehingga mengganggu ketertiban umum ;

buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat
umum kecuali di MCK ;

mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun
yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainya ;
berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di
taman ;

mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam
keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan
mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar ;

memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin.

Pasal 39

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di Daerah,
setiap Orang, badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :

a.
b.
C.

mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha ;

melakukan pengusahaan sungai dan baigunan pengairan tanpa ijin ;

mengubah aliran sungai, eil engubah atau membongkar bangunan-

bangunan di dalam ataume .

mengambil dan 0 e an usahanya yang bersifat

komersial tanpa

membuang beg 3d : aupun berupa limbah ke

dalam a >

membua 0 2 A | sumber air yang

mengali ISUNG 0 i um, sumber mata

air, Kols B Al s eparn he Ja,

&r (hajat bera ailvggalKeCil dan/atat ’ otoran lainya
air m SUNgaie -

empatkan Ke ba ambalikan di salura i;

il atau memindahkan tltup selokan saluran air lainya leh petugas

glokan de anah enda lainya

o- -

Dalam rangMJudkan Dae r....,.,p:j b-“,.,-u- W|sma tu Imrdan tuna susil,
setiap Orang, Pg rL‘

a.
b.
C.

Hu ’i

menggela FEengemis of: eile itas sosial lainnya ;
menggelanda

mengamen, mencgt-upah
jalan, lampu meraf
tiduran, membuat gubug N ggal di_bawah jembatan, di atas jembatan
penyebrangan dan taman-tam as®imum lainya ;

menghimpun anak-anak jalanan uhtuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen
untuk ditarik pengasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak ;

melakukan perbuatan asusila ;

menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan
kepada khalayak umum untuk berbuat asusila ;

menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan
berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainya serta tempat-tempat yang
dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila ;

menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian ;

menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.

e |apan,obil dan usaha lainnya di simpang

Pasal 41
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Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau
Perkumpulan dilarang :

a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan,
berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang
mengganggu Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan ;

b.  mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah
disediakan ;

c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan ;

d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun
tidak ;

e. menyambungkan jaringan persil air kotor pada jaringan PDAM tanpa seijin PDAM.

Pasal 42

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung
jawab keindahan lingkungan, setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan dilarang :

a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau
kain gambar, spanduk dan yang sejenisfiya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu
lintas, tiang penerangan jala @il ataupun di bangunan-bangunan lain,
fasilitas umum dan fasiljtas . .

b. merubah, merusa g : c ( a) dan tanaman lainya yang
merupakan fasj ) ] embongkar, mewarnai

yang memberil : z bersih ;

C. mengotor;j ’ [ ' a dan bangunan
pelengkapnye, 3 . 9 I bangunan lain,
fasilitgds O :

d. mengbant N gkasie nilikpe ah to

=
e

Pembinaan penyeleng 1’4:; etert

melalui kegiata

an di Daerah dilakukan

sosialisasi produ
bimbingan dan pe
pendidikan keterampilan
bimbingan teknis kepada apar

aooyw

ngkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian
Pasal 44

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui
kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
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Pengawasan

Pasal 45

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan
keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

)

()

3

4)

M)

()

3

o))

()

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 46

Dalam melakukan, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya.

Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan
berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur
masyarakat maupun aparat.

Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dapat berupa
pemberian sanksi.

Dalam hal tertentu, dalam | g etertiban Pemerintah Daerah dapat
meminta bantuag an S e 0 ia dan Tentara Nasional

Indonesia.
jgu awab da 1 Orang/Badan
enyglenggaraan ketert an sihan dan

dalah pemberian

™ S

'\

S rt 'ﬁwﬂ n !emermtah Daerah dapat diberi

Pejabat Pegawai Negerl
wewenang khusus sebagai pefyid akukan penyidikan terhadap tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
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e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah
ini;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

J. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

Peraturan Daerah ini menurut  ketentuan hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB VIII
KETENTMAN PIDANA
(2), Pasal 22,
3 ,'Pasa 3 AS? Pasal 31, Pasal
36, , Pasal 39, al 40 a Pasal 41 ebanan biaya

-TINGGINYA
BIAYA
HUKUM

BESAR

g jalan
erangan
sud telah

bu rupiah)

5. NO] D

€ | Rp. 100.000,-
tidak | (seratus ribu rupiah)

gl tempat

Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Rp. 100.000, -

(seratus ribu rupiah)

ehaga
ap pejalan ka
ape
pemberfEAtIAMYang tela
r"‘@
diperbolenkan  be w
harus berjalan pada ruas jalan yang telah
5. Kewajiban menanam pohon pelindung/produkti,
pekarangan bangunan.
Merusak trotoar, selokan (drainase, brandgang,

Y ¥ N
DA RANGAN
RP
arys mengguna

2. Sgiig 00.000,-
Setiap ar
pemberhentian yang telah drt€tapkan.
ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki
tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup

6. Kewajiban menyediakan tempat sampah di dalam
bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.

Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)

B L A
O d 0
E@ ﬂ #"&i R
o, cross)
na - ( aa sefatus ribu rupiah)
jalan  yang ela
4, Setiap pengendara roda dua, motor dan sejenisnya
ruas jalan jalur cepat.
serta tanaman produktif di halaman dan
pekarangan bagian depan
Kewajiban memelihara rumput, pohon dan

Rp. 100.000,-
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tanaman lainya di halaman dan sekitar bangunan.

(seratus ribu rupiah)

9. Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan | Rp. 100.000,-
dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, | (seratus ribu rupiah)
bangunan bagian luar, secara berkala dan
berkesinambungan.

10. | Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan | Rp. 250.000,-
dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, | (dua ratus lima puluh
bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan | ribu rupiah)
dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan
jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap
awal bulan Agustus.

11. | Setiap pelaku kegiatan/usaha yang berpotensi | Rp. 50.000.000,-
sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib | (lima puluh juta rupiah)
melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud
Pasal 22 ayat (1) dan untuk melakukan pelaporan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

12. | Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan | Rp. 500.000,-
air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor. | (lima ratus ribu rupiah)

13. | Bilamana di suatu tempat ti erdapat jaringan | Rp. 2.500.000,-
air kotor, maka seti agunan wajib | (dua juta lima ratus ribu
membangu R emenuhi | rupiah)
persyarg

14, Setlap Rp. 100.000,-

i ekatus ribu rupiah)

15. k . 0Q0.000,-

IUb juta rupiah)

.@00,-
' juta rupiah)

Rp. 2.500.000,-

A ratus ribu

rupte

jual minuma ﬁ- ﬂ u

dﬂm‘%

Rp
(li

DOO,-
juta rupiah)

buat gadu
uat <

a atau
ggu

R
(

0,-
ribu rupiah)

20. Nerjlialbeitkaie.BowanheWal memmyalgh R D22’ 500.000,-
dilesa e atau pbiarka dua juta lima ratus ribu
pelihara3 i |@ rupiah)

2L Menangkap dan—sjj pDinatang-binatang Rp. 2.500.000,-

. . (dua juta lima ratus ribu
yang dilestarikan. rupiah)

22. | Meroko di tempat umum, sarana kesehatan, | Rp.2.500.000,-
tempat kerja dan tempat yang secara spesifik | (dua juta lima ratus ribu
sebagai tempat proses belajar mengajar, arena | rupiah)
kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan
umum.

23. | Membuang benda yang berbau busuk yang dapat | Rp. 100.000,-
mengganggu penghuni sekitarnya. (seratus ribu rupiah)

24. | Bermain layangan, ketepel, panah, pistol angin, | Rp. 100.000,-
melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur | (seratus ribu rupiah)
lalu lintas.

25. Mempergunakan daerah milik jalan selain Ej%az'ﬁ?aolli?ﬁf’r;tus ribu
peruntukan jalan umum tanpa ijin dari Bupati. rupiajh)

26. | Mempergunakan kendaraan becak baik | Rp. 100.000,-
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penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan
bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

(seratus ribu rupiah)

27. | Mengotori dan merusak perkerasan jalan, | Rp. 500.000,-
drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya. (lima ratus ribu rupiah)

28. | Berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan | Rp. 500.000,-
jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain | (lima ratus ribu rupiah)
yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin
dari Bupati.

29. | Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan | Rp.500.000,-
peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati | (lima ratus ribu rupiah)
atau Pejabat yang ditunjuk.

30. | membuka, mengambil, memindahkan, membuang, | Rp. 2.500.000,-
dan  merusak penutup riul, tanda-tanda | (dua juta lima ratus ribu
peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas | rupiah)
persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan,
lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu
yang ditetapkan oleh yang berwenang.

3L Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka Rp. 2:500'.000" .

) . (dua juta lima ratus ribu
yang dapat menimbulkan pengotoran jalan. rupiah)

32. Rp. 2.500.000,-
Mengotori jalap 3 prgyek. | (dua juta lima ratus ribu

rupiah)

33. | Merus l Rp. 50.000.000,-

ima puluh juta rupiah)
34. 30.000,-

sSR!

agar pada jal

tus ribu rupiah)

J

ruplah)

bu rupiah)

(sere bufrupiah

cuci mobil, garasi, | Rp#2:500/000,-
*mbiarkan ke rusak, | (dua’jutatima ratus ribu
fsokan, memp engecat ru“
kendaraan dizge

39. 'h p 0.000,-
pada - (lima ratus ribu rupiah)
Pejaba

40. Mendirikall banguna Intuk | P 2.'500'.000'- .
keperlua (duz_:ljuta lima ratus ribu

A rupiah)

41. | Melakukan penguSahaafiisungdi¥ daR™ bangunan | Rp. 50.000.000,-
pengairan tanpa ijin. (lima puluh juta rupiah)

42. | Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah | Rp. 50.000.000,-
atau membongkar bangunan-bangunan di dalam | (lima puluh juta rupiah)
atau  melintasi  sungai, mengambil  dan
menggunakan air sungai untuk keperluan usaha
yang bersifat komersil tanpa ijin.

43. | Membuang benda-benda/bahan-bahan  padat | Rp. 50.000.000,-
dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam | (lima puluh juta rupiah)
maupun di sekitar sungai.

44. | Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia | Rp. 50.000.000,-
berbahaya pada sumber air yang mengalir atau | (lima puluh juta rupiah)
tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air
minum, sumber mata air kolam-kolam air minum
dan sumberair bersih lainnya.

45. | Membuang air besar dan/atau air kecil dan | Rp.2.500.000,-
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memasukan kotoran lainnya pada sumber mata

(dua juta lima ratus ribu

air, kolam air minum, sungai dan sumber air | rupiah)
bersih lainnya.

46. | Memelihara, menempatkan keramba-keramba | Rp. 2.500.000,-
ikan di saluran air dan sungai. (dua juta lima ratus ribu

rupiah)

47. | Mengambil atau memindahkan tutup got selokan | Rp. 2.500.000,-
saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk | (dua juta lima ratus ribu
keperluan dinas. rupiah)

48. | Mempersempit, mengurug saluran air dan | Rp.2.500.000,-
selokandengan tanah atau benda lainya serta | (dua jutalima ratus ribu
memasang utilitas bawah tanah sehingga | rupiah)
mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

49. | Menggelandang/mengemis di tempat dan dan di | Rp. 100.000,-
muka umum serta fasilitas sosial lainnya. (seratus ribu rupiah)

50. Menggelandang tanpa pencaharian Rp. 100.000.-

' (seratus ribu rupiah)

51. | Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan | Rp. 100.000,-
mobil di simpang jalan, lampu merah. (seratus ribu rupiah)

52. | Membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah | Rp. 2.500.000,-
jembatan, di atas jemba penyebrangan dan | (dua juta lima ratus ribu
taman-taman serta fasi rupiah)

53. | Menghimpun Rp. 50.000.000,-
dimanfa (lima puluh juta rupiah)
ditaril
p

00.000,-
54. a Jima ratus ribu

£
igai aka

atan

npat-tempa
an sej :
SUSia.

P.Q801000, -

juta rupiah)

moavAY, @ ,-
a ratus ribu

asusila
mata

Menarik keunt
§eorang atau
aharian.

e
S

R
(

00,-
im juta rupiah)

58.

s W“JN

000.000,-

(lima puluh juta rupiah)

59. | MgmbUaRalsdmpal, koiek W" "Rpa2.500.000,-
|dinny Jm."‘"'“"-"wm'-‘mn-- tvajuta lima ratus ribu
jalan), npat umng em piah)
umum @ H
mengganggu
Keindahan. v
60. Mengotori, merusak, embakar atau | Rp. 500.000,-
menghilangkan tempat sampah yang telah | (lima ratus ribu rupiah)
disediakan.
61. | Membakar sampah pada tempat-tempat yang | Rp. 500.000,-
dapat membahayakan. (lima ratus ribu rupiah)
62. | Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai | Rp. 500.000,-
baik yang airnya mengalir ataupun tidak. (lima ratus ribu rupiah)
63. M I o Rp. 2.500.000,-
enyambungkan jaringan persil air kotor pada ; . .
o (dua juta lima ratus ribu
jaringan PDAM tanpa seijin PDAM. rupiah)
64. | menyebarkan atau menempelkan selebaran, | Rp. 500.000,-

poster, slogan, pamflet, kain bendera atau Kkain
gambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang
jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang
penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di

(lima ratus ribu rupiah)
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bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan
fasilitas sosial.

65. | merubah, merusak, mengganggu, menebang, | Rp.2.500.000,-
memangkas sebagian atau seluruhnya pepohonan | (dua juta lima ratus ribu
pelindung jalan dan tanaman lainya yang | rupiah)

merupakan fasilitas umum dengan benda-benda
tempelan, membongkar, mewarnai yang
memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih
dan tidak bersih.

66. | mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, | Rp. 2.500.000,-
jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu- | (dua juta lima ratus ribu
rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di | rupiah)

bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

67. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah (Rdrl)jaz'.l??aolli?gf;*;ltus ribu
Daerah tanpa ijin. rupi ajh)

Hasil Operasi Yustisi atas penyelenggaraan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan
Hukum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penerimaan Daerah.

Seti and yang melanggar ke JangPasal6, Pasal 7, Pasal*1Z 2), Pasal 22,
Paga al 253 3), Pase Pasal 36, Pasal
377 Rs asal 39, Pasal 4@sertalPasal 41diancam denga ngan paling
la iga) bulan dan/atau dengda paling yak Rp. 50.000.Q00,00 a puluh juta
ruplé

Ti I Dagairg i S : 1 alah pe

U berlaku efektif selambat-
d‘a

ngkan.

Peraturan Daerah

5
lambatnya 12 (dua belas) b~4e

Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal
diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang prasarana dan
sarananya telah memadai.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Lebak Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1l Lebak Nomor 7/PD-DPRD/1979 tentang Ketertiban, Kesehatan Umum,
Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lebak dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI LEBAK,

ap/Ttd.

JAYABAYA

Diundangkan g
pada tangga : 3
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